
 

 
 

 

 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR 88 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 

TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BREBES, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, 42, 57, 63, 77, 88, 

96, 100, 118, 126, 132, 137, 141, 146, 156 ayat (3), dan Pasal 160 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 



 

 
 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ); 

6. PeraturanPemerintah Nomor84Tahun2014tentang Penjualan 

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan 

Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5610); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURANBUPATITENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERTURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

 
BABI 

KETENTUANUMUM 



 

 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Brebes. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes. 

3. Sekretaris Daerah dalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes. 

4. Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Brebes. 

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 

keuangan daerah. 

7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 

milik daerah. 

8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau 

beberapa program. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut  Pengurus  Barang 

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umumyang diserahi tugas 

mengurus barang. 

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang  diserahi 

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 

daerah pada Pengguna Barang. 



 

 
 

16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu 

dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik 

daerah pada Pengelola Barang. 

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu 

dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik 

daerah pada Pengguna Barang. 

18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik 

daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

19. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan  suatu  opini  nilai  atas 

suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 

20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan 

kompetensi yang dimilikinya. 

21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Daerah. 

22. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. 

23. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 

yang akan datang. 

24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, 

adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untukperiode1 

(satu)tahun. 

25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu 

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 

diserahkan kembali kepada Bupati. 



 

 
 

29. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka  waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber 

pembiayaan lainnya. 

30. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan 

barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya,  kemudian  di  daya  gunakan 

oleh pihak lainter sebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. 

31. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 

barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai 

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

32. KerjaSama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 

kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

33. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah 

Bupati dan/atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau 

penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 

35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik  daerah  kepada  pihak 

lain dengan menerima pengga.ntian dalam bentuk uang. 

36. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 

pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan 

menerima penggantian uang dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai 

seimbang. 

37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah 

kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

38. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah 

pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara. 



 

 
 

39. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang 

milik daerah. 

40. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari  daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang  berada 

dalam penguasaannya. 

41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan,inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan hasil pendataan barang milikdaerah. 

43. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan 

atas barang milik daerah. 

44. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang 

milikdaerah. 

45. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah 

yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

46. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 

daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 

serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil 

pemerintah daerah. 

48. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. 

 

BABII 

RUANG LINGKUP 

Pasal2                                                     

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah: 

a. pejabat pengelola barang milik daerah; 

b. perencanaan kebutuhan; 

c. pengadaan; 

d. penggunaan; 

e. pemanfaatan; 

f. pengamanan dan pemeliharaan; 

g. penilaian; 



 

 
 

h. pemindahtanganan; 

i. pemusnahan; 

j. penghapusan; 

k. penatausahaan; 

l. sistem informasi manajemen aset daerah; 

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 

n. pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang  menggunakan 

pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: 

o. barang milik daerah berupa rumah negara; dan 

p. ganti rugi dan sanksi. 
 
 

Pasal 3 

Barang milik daerah meliputi: 

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

Pasal4 

(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada 

pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. 

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

(1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan. 

(2) Barang Milik Daerah yang berasal dariperolehan lainnya yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. 

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat 

berwujud maupun tidak berwujud. 

 
Pasal 6 

Barangmilik daerahyang berasaldariperolehanlainnyayangsah,meliputi: 

a. barang yangdiperolehdarihibah/sumbanganatauyangsejenis; 

b. barangyangdiperolehsebagaipelaksanaan dari Perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 



 

 
 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasiatas penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 7 

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari 

negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 8 

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari: 

a. Kontrak karya; 

b. Kontrak bagi hasil; 

c. Kontrak kerjasama; 

d. Perjanjian dengan negara lain / lembaga Internasional dan; 

e. Kerjasama Pemeirntah daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan 

Infrastrukur. 

 

BAB III 

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 
 

Bagian kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Pasal 9 

(1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang 

Milik Daerah; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; 

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; 

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan; dan 



 

 
 

h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. 

Bagian kedua 

Pengelola Barang 

Pasal 10 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang 

Milik Daerah; 

c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

yang memerlukan persetujuan Bupati; 

d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah; 

e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; 

dan 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

 
Bagian Ketiga 

Pejabat Penatausahaan Barang 
 

Pasal 11 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik 

Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Barang. 

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola 

Barang; 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik 

Daerah kepada Pengelola Barang; 

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul 

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

memerlukan persetujuan Bupati; 



 

 
 

d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur 

pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah; 

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati 

atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi 

Barang Milik Daerah; 

g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui 

Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; 

h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

j. menyusun laporan Barang Milik Daerah. 

 

Bagian Keempat 

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
 

Pasal 12 

(1) Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah 

bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

yang dipimpinnya; 



 

 
 

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan; 

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SPD 

yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain,  kepada 

Bupati melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 

j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna semesteran dan 

Laporan Barang Pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya 

kepada Pengelola Barang. 

 
Pasal 13 

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung 

jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul 

Pengguna Barang. 

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 

kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 

 
Bagian Kelima 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 
 

Pasal 14 

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. 

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Pengguna Barang. 

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berwenang dan bertanggung jawab: 



 

 
 

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah 

pada Pengguna Barang; 

b. meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 

d. menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang 

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 

dimanfaatkan oleh Pihak Lain; 

f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan 

menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk 

mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan; 

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester 

dan setiap tahun; 

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan 

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh 

Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 

 
Bagian Keenam 

Pengurus Barang Pengelola 

Pasal 15 

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah 

pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 

dan bertanggungjawab: 



 

 
 

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada 

Pejabat Penatausahaan Barang; 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang 

Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan 

Bupati; 

d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh 

Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan 

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah; 

e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna  Barang  yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan  Pihak  Lain  kepada 

Bupati melalui Pengelola Barang; 

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah; 

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 

Barang; 

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik 

Daerah; dan 

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna  semesteran 

dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah. 

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang 

melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 

Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang 

ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin 

atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan 

pada APBD. 



 

 
 

Bagian Ketujuh 

Pengurus Barang Pengguna 

Pasal 16 

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna 

Barang. 

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang 

dan bertanggungjawab: 

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

Barang Milik Daerah; 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang 

Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 

sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain 

tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerahberupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 

dimanfaatkan Pihak Lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan 

barang; 

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

m. memberi label Barang Milik Daerah; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik 

Daerahberdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan; 



 

 
 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan 

Barang Milik Daerahdan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 

penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada 

Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang. 

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola 

Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang 

ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin 

atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan 

pada APBD. 

 
Bagian Kedelapan 

Pengurus Barang Pembantu 

Pasal 17 

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna 

Barang melalui Pengguna Barang. 

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 

dan bertanggungjawab: 

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik 

Daerah; 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan  Barang 

Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 

sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 



 

 
 

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa 

Pengguna Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain 

tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan  sedang 

tidak dimanfaatkan Pihak Lain; 

g. membantu menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan 

barang; 

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna 

Barang/Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

m. memberi label Barang Milik Daerah; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi 

fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan (barang habis pakai); 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan 

Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 

penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa 

Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan 

r. membuat laporan mutasi barang persediaan setiap bulan yang 

disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang 

setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 

Barang Pengguna. 

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 

penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. 



 

 
 

BAB IV 

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
 

Bagian Kesatu 

PrinsipUmum 

Pasal 18 

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan 

Barang Milik Daerah yang ada. 

(2) Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau 

Pengguna Barang. 

(3) Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. 

 
Pasal 19 

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun 

setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan. 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat  (1)  merupakan  salah 

satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran 

untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

 
Pasal 20 

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun 

setelah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan. 

(2) PerencanaanKebutuhansebagaimanadimaksudayat(1)merupakansalah satu 

dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (basline) penyusunan rencana 

kerja dan anggaran. 

 
Pasal 21 

(1) PerencanaankebutuhanbarangmilikdaerahmengacupadaRencanaKerja 

Perangkat Daerah. 

(2) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: 



 

 
 

a. standar barang; 

b. standar kebutuhan; dan/atau 

c. standar harga. 

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 

spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan 

Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan. 

(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  b 

adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan 

pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran 

harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam 

Perencanaan Kebutuhan. 

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 

 
Pasal 22 

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan  standar  barang  dan  standar  kebutuhan  sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah  berkoordinasi 

dengan dinas teknis terkait. 

 
Pasal 23 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD 

pengadaan Barang Milik Daerah mempedomani standar barang dan standar 

kebutuhan. 

 
Pasal 24 

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa 

Pengguna Barang yang berada dilingkungan Perangkat Daerah yang 

dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan  memperhatikan 

data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. 



 

 
 

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) antara lain: 

a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; 

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 

c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; 

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; 

e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 

f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 

g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran;dan 

h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. 
 

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang 

Pengelola. 

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar 

penyusunan RKBMD. 

 
Pasal 25 

RKBMDyangtelahditetapkanolehPengelolaBarang digunakan olehPengguna 

BarangsebagaidasarpenyusunanRencana KerjadanAnggaranPerangkat Daerah. 

 
Pasal 26 

(1) RKBMD pemeliharaan barang milikdaerah tidak dapat diusulkanoleh 

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarangterhadap: 

a. Barangmilik daerahyang beradadalamkondisirusakberat; 

b. barang milik daerah yang sedang dalam statuspenggunaan sementara; 

c. barangmilikdaerahyangsedangdalamstatus untukdioperasikan 

olehpihaklain;dan/atau 

d. barangmilik daerahyangsedangmenjadiobjekpemanfaatan. 
 

(2) RKBMD pemeliharaanbarangmilikdaerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

hurufb diusulkan oleh Pengguna Barang yangmenggunakan 

sementarabarangmilikdaerah. 

(3) RKBMD pemeliharaanbarang milikdaerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufdtidaktermasukpemanfaatandalamben 

tukpinjampakaidenganjangkawaktukurangdari 6(enam)bulan. 



 

 
 

BagianKedua 

LingkupPerencanaanKebutuhanBarangMilikDaerah 

Pasal 27 

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi: 

a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah; 

b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan 

e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. 

(2) Perencanaanpengadaanbarangmilik 

daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadituangkandalamdokumenRKB 

MDPengadaan. 

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milikdaerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(1)hurufbdituangkandalamdokumenRKBMDPemeliharaan. 

(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(1)hurufcdituangkandalamdokumenRKBMDPemanfaatan. 

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hurufd dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan. 

(6) Perencanaan barangmilikdaerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

hurufedituangkandalamdokumenRKBMDPenghapusan. 

 
BagianKetiga 

TataCaraPenyusunanRKBMDPengadaan BarangMilikDaerah 

PadaPenggunaBarang 
 

Pasal 28 

(1) Kuasa PenggunaBarang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik 

daerahdilingkunganKuasaPenggunaBarangyangdipimpinnya. 

(2) KuasaPengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 

sebagaimana dimaksud padaayat (1)kepadaPenggunaBarangselambat- 

lambatnyaminggukeduabulanMei. 

 
Pasal 29 

(1) PenggunaBarangmelakukanpenelaahan atasusulanRKBMDPengadaan 

yangdisampaikan oleh Kuasa PenggunaBarangsebagaimana dimaksud 

dalamPasal28ayat(2)padamingguketigabulanMei. 

(2) DalampenelaahanusulanRKBMDpengadaanyang disampaikan oleh 

KuasaPengguna Barangsebagaimanadimaksudpadaayat(1),Pengguna Barang 

mengikutsertakan PejabatPenatausahaan  PenggunaBarangdan 



 

 
 

PengurusBarangPenggunauntukmelakukanreviewterhadapkebenaran 

dankelengkapanusulanRKBMDPengadaan. 

(3) Penelaahan atasusulanRKBMDPengadaanyangdisampaikanolehKuasa 

PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat (1)diutamakanuntuk 

memastikankebenarandatamasukan (input) penyusunanusulanRKBMD 

Pengadaanyangsekurang-kurangnyamempertimbangkan: 

a. Kesesuaianprogramperencanaandanstandarsebagaimanadimaksud 

dalamPasal20ayat(1)dan ayat(2);dan 

b. Ketersediaanbarangmilik daerahdilingkunganPenggunaBarang. 

(4) Hasilpenelaahan atas usulanRKBMDPengadaanyangdisampaikan oleh 

KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat (3) digunakan 

olehPengguna Barangdalam menyusunRKBMDPengadaanbarangmilik 

daerahpadatingkatPengguna  Barangyangsekurang-kurangnyamemuat 

informasi: 

a. NamaKuasaPenggunaBarang; 

b. NamaPenggunaBarang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e. datadaftarbarangpadaPengguna Barang dan/ataudaftarbarang 

padaKuasaPenggunaBarang;dan 

f. rencanakebutuhanpengadaanbarang yangdisetujui. 

 

Pasal 30 

(1) Hasilpenelaahan PenggunaBarangatasusulanRKBMD 

Pengadaanyangdisampaikan  oleh 

KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal29ayat(4)ditandatang 

ani PenggunaBarang. 

(2) KuasaPengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barangmilik 

daerahberdasarkan hasilpenelaahansebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuk 

disampaikan kepada Pengguna Barang palinglambat minggukeempatbulanMei. 

 
Pasal 31 

(1) Hasilpenelaahan PenggunaBarangatasusulanRKBMD 

Pengadaanyangdisampaikan  oleh 

KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal29ayat(4)ditandatang 

ani PenggunaBarang. 



 

 
 

(2) KuasaPengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barangmilik 

daerahberdasarkan hasilpenelaahansebagaimanadimaksudpadaayat(1) untuk 

disampaikan kepada Pengguna Barang palinglambat minggukeempatbulanMei. 

BagianKeempat 

TataCaraPenyusunanRKBMD PemeliharaanBarangMilikDaerah 

PadaKuasaPenggunaBarang 
 

Pasal 32 

(1) KuasaPenggunaBarangmenyusun usulan 

RKBMDPemeliharaanbarangmilikdaerahdilingkunganKuasaPengguna 

Barangyangdipimpinnya. 

(2) KuasaPengguna Barangmenyampaikanusulan RKBMD Pemeliharaan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) kepadaPenggunaBarang selambat- 

lambatnyaminggukeduabulanMei. 

 
Pasal 33 

(1) PenggunaBarangmelakukan penelaahan atas usulan RKBMD  Pemeliharaan 

yang disampaikanolehKuasa barang sebagaimanadimaksuddalamPasal30 

ayat(2)padamingguketigabulan Mei. 

(2) Dalampenelaahan usulanRKBMDpemeliharaan  usulanRKBMD 

Pemeliharaanyang  disampaikanoleh 

KuasaPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1),PenggunaBarangme 

ngikutsertakan 

PejabatPenatausahaanPenggunaBarangdanPengurusBarangPengguna 

untukmelakukanpenelitianterhadapkebenarandankelengkapanusulanRKBMDp 

emeliharaan. 

(3) Penelaahanatas usulan  RKBMD Pemeliharaan  yang 

disampaikanolehKuasaPengguna 

Barangsebagaimanadimaksudpadaayat(2)diutamakan 

untukmemastikankebenarandatamasukan 

(input)penyusunanRKBMDpemeliharaanyang  sekurang- 

kurangnyamengacupada daftar  barangKuasaPenggunaBarangyang 

memuatinformasimengenaibarang yangdipelihara. 

(4) Hasil penelaahan sebagaimanadimaksud pada ayat(3)digunakanolehPengguna 

Barang dalam menyusun RKBMDPemeliharaanbarangmilik daerah tingkat 

Pengguna Barangyangsekurang-kurangnya memuatinformasi: 

a. NamaKuasaPenggunaBarang; 

b. NamaPenggunaBarang; 

c. Namabarangyangdipelihara; 



 

 
 

d. Usulankebutuhanpemeliharaan;dan 

e. Rencanakebutuhanbarangmilik daerahyang disetujui. 

 

Pasal 34 

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang 

disampaikan olehKuasa PenggunaBarangsebagaimana dimaksud 

dalamPasal31ayat(4)ditandatanganiPenggunaBarang. 

(2) KuasaPenggunaBarang menyusunRKBMDPemeliharaanbarangmilik daerah 

berdasarkan hasilpenelaahansebagaimana dimaksud padaayat(1)untuk 

disampaikankepadaPenggunaBarang palinglambatminggukeempatbulan Mei. 

 
Pasal 35 

(1) PenggunaBarang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD 

Pemeliharaandari KuasaPenggunaBarang sebagaimanadimaksuddalam Pasal 

29ayat (2)danPasal 32ayat (2)untuk disampaikankepada PengelolaBarang. 

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilengkapisurat 

pengantarRKBMDyang ditanda tangani olehPenggunaBarangdandata 

barangsebagaimanadimaksuddalamPasal23ayat(4). 

(3) PenyampaianRKBMDPengadaandanRKBMDPemeliharaansebagaimana 

dimaksud padaayat(1) olehPengguna Barang kepada PengelolaBarang 

dilakukanselambat-lambatnyaminggukesatubulanJuni. 

 
BagianKelima 

TataCaraPenelaahanRKBMDPengadaanBarangMilikDaerah 

PadaPengelolaBarang 

Pasal 36 

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap: 

a. Relevansiprogram dengan rencana keluaran (output)Pengguna Barang; 

b. Optimalisasipenggunaan barang milik daerah yang berada pada 

PenggunaBarang;dan 

c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang telah sesuai peruntukannya dalamrangka 

menunjangtugasdanfungsiPerangkat Daerah. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)sekurang-kurangnyamemperhatikan: 

a. Kesesuaianprogramperencanaandan standarsebagaimana dimaksud 

dalamPasal20ayat(1) danayat(2);dan 

b. DatabarangsebagaimanadimaksuddalamPasal23ayat(4). 



 

 
 

(3) Penelaahanatas  RKBMD Pengadaanbarang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)  dituangkan  dalamHasil 

PenelaahanRKBMDPengadaanbarangmilikdaerahyangsekurang- 

kurangnyamemuat: 

a. NamaKuasaPenggunaBarang; 

b. NamaPenggunaBarang; 

c. Program; 

d. Kegiatan; 

e. Datadaftarbarang padaPenggunaBarangdan/ataudaftarbarang 

padaKuasaPenggunaBarang;dan 

f. Rencanakebutuhanpengadaanbarangyangdisetujui. 
 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat (1),Pengelola Barang mengikutsertakanPejabat 

PenatausahaanBarangdanPengurusBarangPengelolauntuk menyiapkan dan 

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan 

usulanRKBMDPengadaanyangdilaksanakan selambat-lambatnya minggu 

keduabulanJuni. 

 
Pasal 37 

(1) Hasil PenelaahanRKBMD Pengadaanbarangmilik daerahdari Pengguna 

BarangsebagaimanadimaksuddalamPasal34 ayat(3)ditandatanganioleh 

PengelolaBarang. 

(2) PenggunaBarang 

menyusunRKBMDPengadaanberdasarkanhasilpenelaahansebagaimanadimaks 

udpadaayat(1). 

(3) RKBMDPengadaansebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikanoleh 

Pengguna Barang kepada PengelolaBarang palinglambat minggu ketiga 

bulanJuni. 

 
BagianKeenam 

TataCaraPenelaahanRKBMDPemeliharaanBarangMilikDaerah 

PadaPengelolaBarang 

Pasal 38 

(1) Penelaahan atasRKBMD Pemeliharaan barang milikdaerah dilakukan untuk 

melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang 

diusulkanrencanapemeliharaannya. 



 

 
 

(2) Penelaahanatas RKBMDPemeliharaanbarangmilik daerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(1) sekurang-kurangnyamemperhatikandaftarbarang pada 

PenggunaBarangyangmemuat informasi mengenaistatus barang 

dankondisibarang. 

(3) Penelaahanatas RKBMDPemeliharaanbarang milik daerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)dituangkandalam hasilpenelaahanRKBMD 

Pemeliharaanbarang milik daerahyangsekurang-kurangnyamemuat: 

a. NamaKuasaPenggunaBarang; 

b. NamaPenggunaBarang; 

c. Namabarangyangdipelihara; 

d. Usulankebutuhanpemeliharaan;dan 

e. Rencanakebutuhanbarangmilik daerahyangdisetujui. 
 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1),Pengelola BarangmengikutsertakanPejabat 

PenatausahaanBarangdan PengurusBarangPengelolauntukmenyiapkan dan 

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan 

usulanRKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 

minggukeduabulanJuni. 

 
Pasal 39 

(1) Hasil PenelaahanRKBMDPemeliharaanbarangmilikdaerah dari Pengguna 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat(3) 

ditandatanganiolehPengelolaBarang. 

(2) PenggunaBarang menyusunRKBMDPemeliharaan 

berdasarkanhasilpenelaahansebagaimana dimaksudpadaayat(1). 

(3) RKBMD Pemeliharaansebagaimanadimaksud padaayat(2)disampaikan oleh 

Pengguna Barang kepada PengelolaBarang 

palinglambatmingguketigabulanJuni. 

 
Pasal 40 

(1) RKBMDPengadaandanRKBMD Pemeliharaanbarang rnilikdaerah dari Pengguna 

Barangsebagaimanadimaksud dalam 

Pasal38ayat(3)danPasal37ayat(3)ditetapkan menjadiRKBMD pemerintahdaerah 

olehPengelolaBarang. 

(2) RKBMDPengadaandan 

RKBMDPemeliharaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanpalinglamba 

tminggukeempatbulanJuni. 



 

 
 

BagianKetujuh 

PenyusunanPerubahanRKBMD 

Pasal 41 

(1) PenggunaBarangdapatmelakukanperubahanRKBMD. 
 

(2) PerubahanRKBMDsebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan 

sebelumpenyusunanPerubahanAPBD. 

(3) PenyusunanRKBMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal15sampai  dengan 

Pasal38    berlaku 

secaramutatismutandisterhadappenyusunanperubahanRKBMD. 

BagianKedelapan 

PenyusunanRKBMDUntukKondisiDarurat 

Pasal 42 

(1) Dalamhal setelah  batas akhir penyampaianRKBMD 

terdapatkondisidarurat,pengusulan 

penyediaananggaranuntukkebutuhanbarudanpenyediaananggaranangkadasar 

(baseline)dalamrangkarencanapengadaandan/ataurencanapemeliharaanbarang 

milik daerahdilakukan berdasarkan  mekanismepenganggaransesuai 

ketentuanperaturanperundang-undangan. 

(2) Kondisidaruratsebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputibencanaalamdangang 

guankeamananskalabesar. 

(3) Hasilpengusulanpenyediaananggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus 

dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada PengelolaBarangbersamaan dengan 

penyampaian RKBMD Perubahandan/atauRKBMDtahunberikutnya. 

(4) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(3)digunakanolehPengelolaBarang 

sebagaibahan pertimbangantambahan dalampenelaahanatas RKBMD yang 

disampaikan oleh Pengguna Barangbersangkutan padaAPBDPerubahan tahun 

anggaran berkenaandan/atauAPBD tahunanggaranberikutnya. 

 
 

BAB V 

PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

 
Pasal 43 



 

 
 

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

(2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 44 

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik 

Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk 

ditetapkan status penggunaannya. 

(2) Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan 

tahunan. 

BAB VI 

PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

 
Pasal 45 

(1) Bupati menetapkan status PenggunaanBarang Milik Daerah. 
 

(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan 

dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah 

Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan 

nilai tertentu. 

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 
 

(5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah  sebagaimana  dimaksud 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 

 
Pasal 46 

(1) Penggunaan Barang Milik Daerahmeliputi: 

a. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah; 

b. Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah; 

c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah; dan 

d. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerahuntuk dioperasikan 

oleh Pihak Lain. 



 

 
 

(2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk: 

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan 

b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum 

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

 
Pasal 47 

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 

a. Barang Persediaan; 

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 

c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan 

d. Aset Tetap Renovasi (ATR). 

Pasal 48 

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang 

bersangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 

digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada 

Bupati melalui Pengelola Barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila 

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu 

tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Bupati mencabut status Penggunaan atas Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2). 

(5) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, 

Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan  dana  pemeliharaan 

atas Barang Milik Daerah berkenaan. 

 
Pasal 49 

(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh 

Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau  kuasa  Pengguna  Barang  dan 

tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. 



 

 
 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 

memperhatikan: 

a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan dan 

menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. 

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain 

termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian  yang  dilakukan 

oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat. 

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penetapan status Penggunaan; 

b. Pemanfaatan; atau 

c. Pemindahtanganan. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
 

Paragraf1 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati 

 

Pasal 50 

(1) PenggunaBarangmengajukanpermohonan penetapanstatuspenggunaan barang 

milikdaerah yang diperoleh daribeban APBDdan perolehan 

lainnyayangsahkepadaBupati. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan 

setelahditerimanyabarang milikdaerahberdasarkandokumen 

penerimaanbarangpadatahunanggaranyangberkenaan. 

(3) Permohonanpenetapanstatuspenggunaanbarang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat(2) diajukansecaratertulisoleh 

PenggunaBarangkepadaBupatipalinglambatpadaakhirtahunberkenaan. 

(4) Bupatimenerbitkankeputusan penetapanstatuspenggunaanbarangmilik 

daerahsetiaptahun. 

 
Pasal 51 

(1) Pengajuanpermohonan penetapanstatuspenggunaanbarangmilik daerah 

sebagaimanadimaksuddalamPasal50ayat(2)disertaidokumen. 

(2) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarang milikdaerah 

berupatanahyaitufotokopisertifikat. 



 

 
 

(3) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilik daerah 

berupabangunanyangdiperolehdariAPBDyaitu: 

a. FotokopiIzinMendirikanBangunan(IMB);dan 

b. Fotokopidokumenperolehan. 

(4) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilikdaerah 

berupabangunanyang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang- 

kurangnyaberupadokumenBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(5) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilik daerah 

berupatanahdanbangunanyangdiperolehdariAPBDyaitu: 

a. Fotokopisertifikat; 

b. FotokopiIzinMendirikanBangunan(IMB);dan 

c. Fotokopidokumenperolehan. 

(6) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilik daerah 

berupatanah danbangunandari perolehanlainnyayangsah sekurang- 

kurangnyaberupadokumenBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(7) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilikdaerah 

selaintanahdan/ataubangunanyangmemilikidokumenyaitu: 

a. Fotokopidokumenkepemilikan;dan/atau 

b. Fotokopidokumenperolehan. 

(8) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukbarangmilik daerah 

yangdariawalpengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan 

dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu: 

a. Fotokopidokumenpelaksanaananggaran; 

b. Fotokopidokumenkepemilikan,untuk barang milik daerahberupa tanah; 

c. FotokopiIzinMendirikanBangunan(IMB),untukbarangmilik daerah 

berupabangunan;dan/atau 

d. Fotokopidokumenperolehan. 

 

Pasal 52 

(1) Dikecualikandariketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal51  ayat 

(2)danayat(5)hurufa apabilabarangmilikdaerah berupatanah belum 

memilikifotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: 

a. Aktajualbeli; 

b. girik; 

c. letterC; 

d. surat pernyataanpelepasanhakatastanah; 

e. suratketeranganlurahataukepaladesa,jikaada; 

f. beritaacarapenerimaanterkaitperolehanbarang;atau 



 

 
 

g. dokumenlainyangsetaradenganbuktikepemilikan. 

(2) Dikecualikandari ketentuan  sebagaimanadimaksuddalamPasal51  ayat 

(3)apabilabarangmilikdaerahberupabangunanbelummemilikiIMBdan 

dokumenperolehandapatdigantidengansuratpernyataan dari Pengguna Barang 

yangmenyatakan  bahwa bangunan tersebut digunakan untuk 

penyelenggaraantugasdanfungsiPerangkat Daerah. 

(3) Dikecualikandari ketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal51 ayat 

(5)apabilabarangmilikdaerahberupatanahdan bangunanyangdiperoleh dari 

APBDbelummemilikisertifikat, IMB, dan dokumenperolehandapat 

digantidengansurat pernyataandari PenggunaBarang yangmenyatakan 

bahwatanah danbangunan tersebut digunakan untukpenyelenggaran 

tugasdanfungsiPerangkat Daerah. 

(4) Dikecualikandari ketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal51 ayat (7) 

apabilabarangmilikdaerahberupaselaintanah danbangunan yang diperolehdari 

APBDbelummemilikidokumenkepemilikan,makadokumen dimaksuddapat 

digantidengan surat pernyataan dariPenggunaBarang yang menyatakan bahwa 

barang milikdaerah selain tanahdan/atau bangunan tersebut digunakan 

untuk penyelenggarantugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(5) Dikecualikandari ketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal51 ayat (8) 

hurufb,hurufc, dan hurufd belum ada, maka pengajuan usul permohonan 

penerbitanstatuspenggunaandisertaisuratpernyataandari 

PenggunaBarangbersangkutanyang menyatakanbahwabarangtersebut adalah 

barangmilikdaerah  yangdari awalpengadaannya direncanakan 

untukdilakukanpemindahtanganandengan carapenyertaanmodal 

pemerintahdaerah. 

(6) Barangmilikdaerah yang belum memilikidokumen kepemilikantetapharus 

menyelesaikanpengurusan dokumenkepemilikanmeskipun 

telahditetapkanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah. 

 
Pasal53 

(1) PengelolaBarangmelakukanpenelitianataspermohonanpenetapanstatuspenggun 

aan barang milik daerah dari 

PenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal50ayat(1). 

(2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)dilakukanterhadapkelengkapandankesesuaiandokumenyangdipersyarat 

kan. 

(3) Dalamhal hasil penelitiansebagaimana dimaksudpada ayat 

(2)belummencukupi,PengelolaBarangdapat: 



 

 
 

a. MemintaketeranganataudatatambahankepadaPenggunaBarang 

yangmengajukanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangmilikdaer 

ah;dan/atau 

b. Melakukanpengecekanlapangan. 

(4) KegiatanPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3)dilakukanterhadap 

barang milikdaerah berupa tanah dan/ataubangunan sertabarang milikdaerah 

selain tanah dan/ataubangunan yang 

memilikidokumenkepemilikanataudokumenlainyangsah. 

 
Pasal 54 

(1) Berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksud dalamPasal53ayat 

(1),Bupatimenetapkanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah. 

(2) Statuspenggunaanbarangmilikdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat 

(1)ditetapkandenganKeputusanBupati. 

(3) Dalamhal Bupatitidak menyetujuipermohonanPenggunaBarang 

sebagaimanadimaksuddalamPasal48 ayat(1), BupatimelaluiPengelolaBarang 

menerbitkan surat penolakankepadaPenggunaBarangdisertaialasan. 

 
Paragraf Kedua 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

Oleh Pengelola Barang 

Pasal 55 

(1) PengelolaBarang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan 

kewenanganyangdidelegasikanoleh Bupatisebagaimanadimaksuddalam 

Pasal45ayat(2). 

(2) Penetapanstatus    penggunaan     barang     olehPengelolaBarangsebagaimana 
 

dimaksudpadaayat(1)denganmekanisme:  

a. PenggunaBarangmengajukanpermohonan penetapan status 

penggunaanbarang milikdaerah yang diperoleh dari beban 

APBDdanperolehanlainnyayang sahkepadaPengelolaBarang. 

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada  huruf a 

dilakukansetelahditerimanya    barangmilikdaerah  berdasarkan 

dokumenpenerimaanbarangpadatahunanggaranyangberkenaan, 

Permohonanpenetapan status penggunaanbarang milikdaerah  diajukan 

secaratertulis oleh   PenggunaBarangkepadaPengelolaBarang 

palinglambatpadaakhirtahunberkenaan. 



 

 
 

(3) Pengajuanpermohonanpenetapanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumensebagaimana 

dimaksuddalamPasal51danPasal52. 

(4) Terhadap pengajuanpermohonanpenetapan status 

penggunaanbarangmilikdaerah sebagaimana dimaksud  pada 

ayat(2)dilakukanpenelitiansebagaimanaketentuanPasal53. 

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(4), 

PengelolaBarangmenetapkanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah. 

(6) Dalam halPengelola  Barangtidak 

menyetujuipermohonanPenggunaBarangsebagaimanadimaksud  pada 

ayat(2),Pengelola  Barangmenerbitkansuratpenolakan 

kepadaPenggunaBarangdisertaialasan. 

 
BagianKetiga 

PengalihanStatusPenggunaanBarangMilikDaerah 

Pasal 56 

(1) Barangmilik daerahdapatdilakukanpengalihanstatuspenggunaan. 

(2) Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud padaayat(1) 

dilakukanberdasarkan: 

a. Inisiatif dari Bupati;dan 

b. PermohonandariPenggunaBaranglama. 

 

Pasal 57 

(1) Pengalihanstatus   penggunaanbarangmilik 

daerahberdasarkaninisiatifdariBupatisebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 

ayat 2 huruf  adilakukandengan 

pemberitahuanterlebihdahulukepadaPenggunaBarang. 

(2) Pengalihanstatuspenggunaanbarangmilik 

daerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 56 ayat2 

hurufbdariPenggunaBarangkepadaPenggunaBaranglainnyauntuk 

penyelenggaraan tugasdanfungsi dilakukan berdasarkan persetujuanBupati. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud padaayat(2) 

dilakukanterhadapbarangmilik daerahyang beradadalampenguasaanPengguna 

Barangdan tidak digunakanoleh PenggunaBarang yangbersangkutan. 

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 

dilakukantanpakompensasidantidakdiikutidenganpengadaanbarangmilik 

daerahpenganti. 



 

 
 

Pasal 58 

(1) Pengalihanstatus penggunaan barang milik daerahberdasarkanpermohonan 

dari PenggunaBaranglama sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat2 

hurufbdilakukandenganpengajuanpermohonansecara 

tertulisolehPenggunaBarangkepadaBupati. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana pada ayat 1 paling sedikit memuat: 

a. data barang daerah yang akan dialihkan status penggunannya; 

b. penjelasan serta pertimbangan pengajuan alih status barang milik daerah. 

(3) Databarangmilikdaerah sebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufa, antaralain: 

a. kode barang; 

b. koderegister; 

c. nama barang; 

d. jumlah; 

e. jenis; 

f. nilai perolehan; 

g. nilai penyusutan; 

h. nilai buku; 

i. lokasi; 

j. luas;dan 

k. tahunperolehan. 

(4) Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilampiri: 

a. Foto copy daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 

b. Surat pernyataan yang memuat kesediaan calon pengguna barang baru 

untuk Menerima pengalihan barang milik daerah dari pengguna barang 

lama; 

 
Pasal 59 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status 

penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang 

sebagaimanadimaksuddalam Pasal58ayat(1). 

(2) Penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dilakukan terbadap kelengkapan 

dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal basilpenelitiansebagaimanadimaksud pada ayat(2) belum 

mencukupi, Pengelola barang dapat: 

a. Meminta keterangan atau data tambahan kepada pengguna barang yang 

mengeluarkan permohonan pengalihan status pengunaan barang milik 

daerah; 

b. meminta konfirmasi kepadacalonPengguna Barangbaru. 



 

 
 

Pasal 60 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bupati 

memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan 

Bupati. 

(3) Suratpersetujuansebagaimana dimaksud pada ayat(2)palingsedikitmemuat: 

a. data barangmilikdaerahyangakandialihkanstatus penggunaannya. 

b. PenggunaBaranglamadanPenggunaBarang baru;dan 

c. KewajibanPenggunaBaranglama 
 

(4) KewajibanPengguna Baranglamasebagaimanadimaksud pada ayat(3) 

hurufcyaitu: 

a. Melakukanserah terima barang milikdaerah kepadaPengguna 

BarangbaruyangselanjutnyadituangkandalamBeritaAcaraSerah 

Terima(BAST);dan 

b. Melakukanpenghapusan  terhadapbarangmilik daerahyangtelah 

dialihkandaridaftar barang padaPenggunaBarangberdasarkan 

suratkeputusanpenghapusanbarang. 

(5) Dalamhal Bupatitidak menyetujuipermohonan PenggunaBarang 

sebagaimanadimaksuddalamPasal58 

ayat(1),BupatimenerbitkansuratpenolakankepadaPenggunaBarangdengandisert 

aialasan. 

 
Pasal 61 

(1) BerdasarkanpersetujuanBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal60 ayat (2), 

Pengguna Barang lama melakukan serah terima 

barangmilikdaerahkepadaPenggunaBarangbaru. 

(2) Serahterima barang milik daerah kepada Pengguna Barangbaru 

sebagaimanadimaksudpada ayat(1)palinglama1(satu)bulansejak 

persetujuanalih  statuspenggunaanbarangmilik 

daerahyangdituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) Berdasarkan Berita AcaraSerahTerima (BAST)sebagaimanadimaksudpadaayat 

(2), PenggunaBarang lama 

melakukanusulanpenghapusankepadaPengelolaBarangatasbarangmilikdaerahy 

angdialihkanstatuspenggunaannya kepada PenggunaBarangbaru daridaftar 

barang padaPenggunaBarang. 



 

 
 

(4) Usulanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(3)palinglama1 

(satu)minggusejaktanggalBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(5) Penghapusanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(3) 

ditetapkandenganKeputusanPengelolaBarang. 

 
Pasal 62 

(1) BeritaAcaraSerahTerima(BAST)sebagaimanadimaksuddalamPasal61 ayat (2) 

dan Keputusan Pengelola Barang tentangpenghapusanbarangmilikdaerah 

sebagaimana dimaksud dalamPasal61 ayat(5)dilaporkankepada Bupatidengan 

tembusan kepada PenggunaBarang baru paling lama1 

(satu)minggusejakkeputusanpenghapusanditetapkan. 

(2) PenggunaBarangdalampenatausahaanbarangmilik 

daerahmelakukanpencatatan berdasarkanpersetujuan 

Bupati,BeritaAcaraSerahTerima(BAST),dankeputusanpenghapusanbarangmilik 

daerah. 

 
 
 

Bagian Keempat 

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah 
 

Pasal 63 

(1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 

Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus  mengubah  status  penggunaan 

Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan Bupati. 

(2) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan untuk jangka waktu: 

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang Milik 

Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah dalam jangka waktu kurang 

dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati. 

 
Pasal 64 



 

 
 

(1) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan 

Pengguna Barang sementara. 

(2) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu 

penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 

kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan 

sementara Barang Milik Daerah bersangkutan. 

 
Pasal 65 

(1) Permohonanpenggunaansementarabarangmilik 

daerahdiajukansecaratertuliskepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. Databarangmilikdaerahyangakandigunakansementara; 

b. PenggunaBarangyangakanmenggunakansementarabarangmilikdaerah;dan 

c. Penjeiasansertapertimbanganpenggunaansementarabarangmilik daerah. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harusdilengkapi dokumen: 

a. Fotokopikeputusanpenetapan status penggunaan barangmilikdaerah;dan 

b. Fotokopisurat permintaan penggunaan sementara barangmilikdaerah dari 

PenggunaBarangyangakanmenggunakansementarabarangmilikdaerahkepa 

daPenggunaBarang. 

 
Pasal 66 

(1) Pengelola Barangmelakukan penelitianatas 

permohonanpenggunaansementarasebagaimanadimaksuddalamPasal65ayat(1). 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)dilakukanterhadapkelengkapandan 

kesesuaiandokumenyangdipersyaratkan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimanadimaksudpadaayat(2)belum 

mencukupi,PengelolaBarangdapat: 

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 

mengajukanpermohonan penggunaansementarabarangmilikdaerah;dan 

b. memintakonfirmasidan 

klarifikasikepadaPenggunaBarangyangakanmenggunakansementarabarang 

milik daerah. 

 
Pasal 67 



 

 
 

(1) Berdasarkan hasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalarnPasal66ayat(1), 

Bupati memberikan persetujuan ataspenggunaansementarabarangmilikdaerah. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menerbitkan Surat persetujuan Bupati. 

(3) Suratpersetujuansebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling sedikit memuat: 

a. Databarangmilikdaerahyang akandigunakansementara; 
 

b. Pengguna Barangyang menggunakansementara barangmilik daerah; 
 

c. KewajibanPenggunaBarangyangmenggunakan sementarabarangmilik 

daerah untuk memelihara dan mengamankanbarang milik 

daerahyangdigunakansementara; 

d. Jangkawaktupenggunaansementara; 
 

e. Pembebananbiayapemeliharaan;dan 
 

f. KewajibanPengguna Barang untuk menindaklanjutidalam perjanjian. 
 

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 65 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada  pengguna 

barang disertai alasan. 

Pasal 68 

(1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) telah berakhir, maka penguna 

barang mengembalikan barang milik darah sementara,dengan dilakukan 

pengalihan status barang sementara. 

(2) Pengguna barang dapat melakukan pengajuan perpanjangan penggunaan 

barang milik daerah sementara. 

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna 

Barang kepada Bupati palinglambat 3 (tiga) bulan sebelum 

jangkawaktupenggunaansementarabarang milik daerahberakhir. 

(4) Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan penetapan 

oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56sampai dengan Pasal 62 

berlaku mutatis mutandis pada mekanismepengajuan permohonan,penelitian, 

persetujuandan penetapan olehBupatiterhadap 

perpanjanganpenggunaansementarabarangmilikdaerah. 

 
Bagian Kelima 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain 



 

 
 

Pasal 69 

(1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 

Pengguna Barang, dapat digunakan untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain. 

(2) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan 

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 

(3) Penggunaanbarang milikdaerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2) dituangkandalamperjanjianantara 

PenggunaBarangdenganpimpinanpihaklain. 

(4) Biayapemeliharaan barang milik daerahyangtimbulselamajangkawaktu 

penggunaanbarangmilik daerahuntukdioperasikanoleh pihaklain 

dibebankanpadapihaklainyangmengoperasikanbarang milikdaerah. 

(5) Pihaklainyangmengoperasikan barangmilikdaerahdilarangmelakukan 

pengalihanataspengoperasianbarangmilikdaerahtersebutkepadapihak 

lainnyadan/ataumemindahtangankanbarangmilik daerahbersangkutan. 

(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk 

dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan 

kembaliuntuk penyelenggaraanpemerintah daerah atau pihaklainnya. 

Pasal 70 

(1) Permohonan penggunaan barang milikdaerah untuk dioperasikan oleh 

pihaklain diajukan secaratertulisoleh Pengguna Barang bersangkutan 

kepadaBupati. 

(2) Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1) palingsedikit 

memuat: 

a. Databarang milikdaerah; 

b. pihak lainyang akan menggunakan barang milik daerah untuk 

dioperasikan; 

c. jangka waktu penggunaan barang milikdaerah yangdioperasikan 

olehpihaklain; 

d. penjelasanserta pertimbangan penggunaan barang milik daerah 

yangdioperasikanolehpihaklain; 

e. materiyang diaturdalamperjanjian. 

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dokumen: 

a. Fotokopikeputusanpenetapan status penggunaan barang milik daerah; 

b. Fotokopisuratpermintaanpengoperasiandaripihak lainyangakan 

mengoperasikanbarangmilikdaerahkepadaPenggunaBarang;dan 



 

 
 

c. Fotokopisuratpernyataandari pihaklainyangakanmengoperasikan 

barangmilikdaerahkepadaPenggunaBarang. 

(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(3) 

hurufcmerupakan pernyataanpihaklain yang memuat: 

a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka 

pelayananumumsesuaitugasdanfungsiPerangkat Daerah/UnitKerja; 

b. menanggungseluruh biayapemeliharaanbarang milik daerahyang 

timbulselamajangkawaktupengoperasianbarangmilik daerah; 

c. tidakmengalihkan pengoperasiandan/atau pemindahtanganan barang 

milikdaerah selamajangka waktu pengoperasianbarang milikdaerah;dan 

d. mengembalikanbarangmilikdaerah kepadaPengguna Barang, apabila jangka 

waktu pengoperasian barangmilik daerah telah selesai. 

 
Pasal 71 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian ataspermohonan penggunaan 

barangmilik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana 

dimaksuddalamPasal69ayat(1). 

(2) Penelitian 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanterhadapkelengkapandankesesuai 

andokumenyang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 

mencukupi,PengelolaBarangdapat: 

a. MemintaketerangankepadaPenggunaBarang yangmengajukan 

permohonanpenggunaanbarangmilikdaerahyang dioperasikanoleh 

pihaklain; 

b. Memintakonfirmasi danklarifikasikepadapihaklainyangakan 

mengoperasikanbarangmilikdaerah; 

c. Mencariinformasidarisumberlainnya; 

d. melakukan pengecekanlapangan dengan mempertimbangkan 

analisisbiayadanmanfaat. 

 
Pasal 72 

(1) BerdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalamPasal71 ayat 

(2),Bupatimenetapkan penggunaan barang milik daerah untuk 

dioperasikanolehpihaklain. 

(2) Penggunaan barangmilikdaerahuntukdioperasikan oleh pihak lain 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandenganKeputusanBupati. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 



 

 
 

a. Databarangmilik daerah; 

b. Jangkawaktupenggunaan barangmilik daerah untuk 

dioperasionalkanpihaklain; 

c. Pihaklain yangakanmengoperasionalkanbarang milikdaerah; 

d. Kewajibanpihaklain yangmengoperasikanbarang milikdaerah;dan 

e. KewajibanPenggunaBarang. 
 

(4) Kewajibanpihaklain yang mengoperasikan barang milik daerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(3) hurufd antara lainmemeliharadan 

mengamankanbarangmilik daerahyangdioperasikan. 

(5) KewajibanPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3)  hurufe  meliputi: 

a. Menindaklanjutipenggunaanbarangmilikdaerahuntukdioperasikanolehpiha 

klaindenganperjanjian;dan 

b. Melakukanpengawasandan pengendaliantarhadap Barang milik 

daerahyangdioperasikanolehpihaklain. 

(6) DalamhalBupatitidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimanadimaksuddalamPasal70 ayat(1),Bupatimenerbitkansurat 

penolakankepadaPenggunaBarangdisertaialasan. 

 
Pasal 73 

(1) Penggunaanbarang milikdaeraholehPenggunaBarang untuk dioperasikan oleh 

pihak lain dituangkan dalamperjanjian yang ditandatangani 

olehPenggunaBarang denganpihaklain. 

(2) Perjanjianpenggunaanbarangmilik daerahuntukdioperasikanoleh pihak 

lainsebagaimanadimaksudpadaayat(1) palinglama5 (lima) tahundan 

dapatdiperpanjang. 

(3) Penandatangananperjanjiansebagaimana dimaksud pada ayat(2) 

dilakukansetelahadanyaKeputusanBupati. 

 
Pasal 74 

Perjanjianpenggunaanbarangmilik daerah untuk dioperasikan olehpihaklain 

sebagaimanadimaksuddalamPasal73ayat(1),sekurang-kurangnyamemuat: 

a. Databarangmilik daerahyangmenjadiobjek; 

b. PenggunaBarang; 

c. Pihaklainyangmengoperasikanbarangmilikdaerah; 

d. Peruntukanpengoperasianbarangmilik daerah; 

e. Jangkawaktupengoperasianbarangmilikdaerah; 



 

 
 

f. HakdankewajibanPengguna Barang danpihaklain yang mengoperasikan barang 

milikdaerah, termasuk kewajibanpihak laintersebutuntuk 

melakukanpengamanandanpemeliharaanbarangmilik daerah; 

g. Pengakhiranpengoperasianbarangmilik daerah;dan 

h. Penyelesaianperselisihan. 

 

Pasal 75 

(1) PenggunaBarang dapat melakukan perpanjangan penggunaan barang milik 

daerahuntukdioperasikanolehpihaklain. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna 

BarangkepadaBupatipalinglambat3 (tiga)bulansebelumjangkawaktu 

penggunaanbarang milik daerahberakhir. 

(3) Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berlaku mutatismutandis pada 

mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka 

waktupenggunaan barangmilikdaerahuntukdioperasikan oleh pihaklain. 

 
Pasal 76 

(1) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerahyang timbul selama jangka 

waktupenggunaan Barang Milik Daerahuntuk Dioperasikan oleh Pihak Lain 

dibebankan pada Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah. 

(2) Pihak lain yang mengoperasikanBarang Milik Daerahdilarang melakukan 

pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerahtersebut kepada Pihak 

Lainnya dan/ataumemindahtangankan Barang Milik Daerahbersangkutan. 

(3) Bupati dapat menarik penetapan status Barang Milik Daerahuntuk 

dioperasikan oleh Pihak Lain dalam hal Pemerintah Daerah akan 

menggunakan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Pihak 

Lainnya. 

 
Pasal 77 

Pengawasandanpengendalianterhadappelaksanaan penggunaanbarangmilik 

daerahdilakukansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

 
Pasal 78 

(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 

berakhirapabila: 

a. Berakhirnyajangkawaktupenggunaan barangmilikdaerah untuk 

dioperasikanolehpihaklain,sebagaimanatertuangdalamperjanjian; 

b. PerjanjiandiakhirisecarasepihakolehPenggunaBarang; 



 

 
 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh PenggunaBarang sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)hurufbdapatdilakukanapabila: 

a. Pihaklainyangmengoperasikanbarang milik daerah tidak 

memenuhikewajibannyayangtertuangdalamperjanjian;atau 

b. Terdapatkondisiyangmengakibatkanpengakhiranpenggunaan barangmilik 

daerahuntukdioperasikanolehpihaklainsebagaimana 

dituangkandalamperjanjian. 

(3) Dalammelakukan pengakhiran pengoperasianbarangmilik daerahyang 

didasarkanpadakondisisebagaimanadimaksudpadaayat(2), Pengguna 

BarangmemintapersetujuanBupati. 

 
Pasal 79 

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 

oleh pihak lain telah berakhir,pihak lain yang mengoprasikan barang milik 

daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna barang 

dalam bentuk BAST. 

(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang  milik 

daerahuntukdioperasikanpihaklainsebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

kepadaBupatipalinglama 1 (satu) bulansejakditandatanganinyaBerita Acara 

Serah Terima (BAST), dengan  melampirkan fotokopi Berita Acara 

SerahTerima(BAST). 

 

BAB VII 

PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 80 

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang,  untuk  Barang 

Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 

digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 

teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum. 



 

 
 

(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan 

persetujuanDPRD. 

 
Pasal 81 

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya 

pelaksanaan yang menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada mitra 

Pemanfaatan. 

(2) Biaya persiapan Pemanfaataan Barang Milik Daerah sampai dengan 

penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan 

penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas 

UmumDaerah. 

(4) Pendapatan daerahdari pemanfaatanbarangmilik daerah dalamrangka 

penyelenggaraanpelayananumumsesuaidengantugasdanfungsiBadan Layanan 

Umum Daerah merupakan penerimaandaerah yangdisetorkan 

seluruhnyakerekeningkas BadanLayananUmumDaerah. 

(5) Pendapatan daerahdari pemanfaatanbarangmilik daerah dalamrangka 

selainpenyelenggaraantugas dan fungsi Badan Layanan UmumDaerah 

merupakan penerimaan daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening 

KasUmumDaerah. 

 
Pasal 82 

(1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang  dijaminkan 

atau digadaikan. 

(2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat 

dikenakan sebagai objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

 
Pasal 83 

(1) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerahmeliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan 

(2) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian 

atau keseluruhannya. 



 

 
 

(3) Dalam hal objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah 

dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. 

 
Pasal 84 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 
 
 

 
 
 
 

MitraPemanfaatanmeliputi: 

Bagian Kedua 

Mitra Pemanfaatan 

Pasal 85 

a. penyewa,untukpemanfaatanbarangmilik daerahdalambentukSewa; 

b. peminjampakai,untukpemanfaatanbarangmilik daerah dalambentuk 

PinjamPakai; 

c. mitraKSP,untukpemanfaatanbarangmilik daerahdalambentukKSP; 

d. mitra BGS/BSG,untuk pemanfaatanbarangmilik daerahdalam bentuk 

BGS/BSG;dan 

e. mitraKSPI,untukpemanfaatanbarangmilikdaerahdalambentukKSPI. 

 

Pasal 86 

MitraPemanfaatan sebagaimanadimaksud dalamPasal82 memiliki tanggung jawab: 

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai 

bentukpemanfaatan; 

b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk 

pemanfaatan; 

c. melakukanpengamanandanpemeliharaanatasbarang milik daerahyang 

dilakukanpemanfaatan danhasilpelaksanaan pemanfaatanbarangmilikdaerah; 

d. mengembalikanbarangmilikdaerahsetelahberakhirnyapelaksanaan;dan 

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 

pemanfaatanbarangmilik daerah. 

 
Pasal 87 



 

 
 

(1) Objekpemanfaatanbarangmilik daerahmeliputi: 

a. Tanahdan/ataubangunan;dan 

b. Selaintanahdan/ataubangunan. 

(2) Objekpemanfaatanbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunan 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufa, dapat dilakukan untuk 

sebagianataukeseluruhannya. 

(3) Dalamhal  objekpemanfaatanbarangmilik daerahberupasebagiantanah 

dan/atau bangunan sebagaimanadimaksud  pada ayat(2),luas tanah 

dan/ataubangunanyangmenjadiobjekpemanfaatanbarangmilikdaerah 

adalahsebesarluasbagiantanahdan/ataubangunanyangdimanfaatkan. 

 
Pasal 88 

BentukPemanfaatanBarangMilikDaerahberupa: 

a. Sewa; 

b. PinjamPakai; 

c. KerjaSamaPemanfaatan; 

d. BangunGunaSerahatauBangunSerahGuna;dan 

e. KerjaSamaPenyediaanInfrastruktur. 

 

Bagian Ketiga 

Sewa 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 
Pasal89 

(1) PenyewaanBarangMilik Daerahdilakukandengantujuan: 

a. mengoptimalkan pendayagunaanBarangMilik 

Daerahyangbelum/tidakdilakukanpenggunaan 

dalampelaksanaantugasdanfungsi penyelenggaraanpemerintahandaerah; 

b. memperolehfasilitasyangdiperlukandalamrangkamenunjangtugasdanfungsi 

PenggunaBarang; 

c. mencegahpenggunaan BarangMilikDaeraholehPihak Lainsecaratidaksah. 
 

(2) Penyewaan Barang Milik Daerahdilakukansepanjangtidakmerugikan 

Pemerintah Daerahdan tidakmengganggupelaksanaan tugas 

danfungsipenyelenggaraanpemerintahandaerah. 

 
Pasal 90 

(1) BarangMilikDaerahyangdapatdisewakanberupa: 



 

 
 

a. Tanahdan/ataubangunan yangsudah diserahkan 

olehPenggunaBarangkepadaBupati; 

b. Sebagiantanahdan/ataubangunanyangmasihdigunakanolehPengguna 

Barang;dan/atau 

c. Selaintanahdan/ataubangunan. 
 

(2) Sewa BarangMilik Daerahsebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)hurufadilaksanakanolehPengelolaBarangsetelahmendapatpersetujuanBu 

pati. 

(3) Sewa BarangMilikDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, dan 

hurufcdilaksanakanolehPenggunaBarangsetelahmendapatpersetujuandari 

PengelolaBarang. 

(4) PihaklainyangdapatmenyewaBarangMilikDaerah,meliputi: 

a. BadanUsahaMilikNegara; 

b. BadanUsahaMilikDaerah; 

c. Swasta;dan 

d. Badan hokum lainnya. 

(5) Pemerintah daerah lainatau pemerintahdesa dapat diperlakukansebagai 

penyewasepanjangBarangMilikDaerahyangdisewadigunakantidakuntukpenyele 

nggaraantugasdanfungsipemerintahan. 

(6) Swastasebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufc,antaralain: 

a. perorangan; 

b. persekutuanperdata; 

c. persekutuanfirma; 

d. persekutuankomanditer; 

e. perseroanterbatas; 

f. lembaga/organisasiinternasional/asing; 

g. yayasan;atau 

h. koperasi. 

 

Paragraf 2 

JangkaWaktuSewa 

Pasal 91 

(1) Jangka waktuSewa BarangMilik Daerahpaling lama5 (lima)tahunsejak 

ditandatanganiperjanjiandandapatdiperpanjang. 

(2) JangkawaktuSewaBarangMilik Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

dapatlebihdari5(lima)tahundandapatdiperpanjanguntuk: 

a. Kerjasamainfrastruktur; 



 

 
 

b. Kegiatandengankarakteristikusaha yangmemerlukanwaktuSewalebih 

dari5(lima)tahun;atau 

c. DitentukanlaindalamUndang-Undang. 

(3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)dapatdihitungberdasarkan periodesitasSewayang dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Menjadipertahun; 

b. Perbulan; 

c. Perhari;dan 

d. Perjam. 

(4) JangkawaktuSewaBarangMilikDaerahdalamrangkakerjasamainfrastrukturseba 

gaimanadimaksudpadaayat(2) hurufa palinglama 

10(sepuluh)tahundandapatdiperpanjang1(satu)kali. 

 
Pasal 92 

LingkupPemanfaatanBarangMilikDaerahdalamrangkakerjasamainfrastrukturdapatd 

ilaksanakanmelaluiSewamempedomaniketentuanperundang-undangan. 

 
Paragraf 3 

Formula Tarif/Besaran sewa 
 

Pasal 93 

(1) Formulatarif/besaranSewaBarangMilikDaerahditetapkanolehBupati: 

a. UntukBarangMilikDaerahberupatanahdan/ataubangunan;dan 

b. UntukBarangMilikDaerahberupaselaintanahdan/ataubangunandengan 

berpedomanpadakebijakanpengelolaanBarangMilikDaerah. 

(2) Besaran Sewa,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai 

nominalSewaBarangMilikDaerahyangditentukan. 

(3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Penyediaan 

InfrastruktursebagaimanadimaksuddalamPasal91ayat(2)hurufaatauuntuk 

kegiatandengankarakteristikusahayangmemerlukanwaktusewa lebihdari 5 

(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalamPasal91 ayat (2) hurufb dapat 

mempertimbangkannilaikeekonomiandarimasing-masingjenisinfrastruktur. 

(4) Mempertimbangkannilai  keekonomian,  sebagaimanadimaksudpadaayat  (3) 

antara  lain  dengan  mempertimbangkan  daya   beli/kemampuan 

membayar(ability to pay)masyarakat dan/atau kemauan membayar 

(willingnesstopay)masyarakat. 

 
Pasal 94 



 

 
 

Formula tarif SewaBarangMilikDaerahmerupakanhasilperkaliandari: 

a. TarifpokokSewa;dan 

b. Faktorpenyesuai Sewa. 

 

Pasal 95 

(1) Tarifpokoksewasebagaimana dimaksud dalamPasal 94hurufa adalah 

hasilperkalianantaranilai indeksbarangmilik daerahdenganluastanah 

dan/ataubangunandannilai wajartanahdan/ataubangunan. 

(2) Tarifpokoksewa   sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dibedakanuntuk: 

a. Barangmilik daerahberupatanah; 

b. Barangmilik daerahberupabangunan; 

c. Barangmilik daerahberupasebagiantanahdanbangunan;dan 

d. Barangmilik daerahselaintanahdan/ataubangunan. 

(3) Tarifpokoksewabarang milik daerahberupatanah dan/ataubangunan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufa, hurufbdanhurufcdapat 

termasukformulasewabarangmilik daerahberupaprasaranabangunan. 

(4) Tarif  pokoksewabarangmilik  daerahditetapkanolehBupati. 

 

Pasal 96 

(1) PenyewaanBarangMilikDaerahdituangkandalam perjanjianSewayang 

ditandatangani olehpenyewadan: 

a. Bupati,untukBarangMilikDaerahyangberadapadaPengelolaBarang;dan 

b. PengelolaBarang,untukBarangMilikDaerahyangberadapadaPengguna 

Barang. 

(2) PerjanjianSewasebagaimanadimaksudpadaayat(1),palingsedikitmemuat: 

a. Dasarperjanjian; 

b. Parapihakyangterikatdalamperjanjian; 

c. jenis,luasataujumlahbarang,besaransewa,danjangkawaktu; 

d. besarandanjangkawaktusewa,termasukperiodesitassewa; 

e. tanggungjawabpenyewaatas biayaoperasionaldanpemeliharaanselama 

jangkawaktusewa; 

f. peruntukansewa, termasuk kelompokjenis kegiatanusaha dankategori 

bentukkelembagaanpenyewa; 

g. hakdankewajibanparapihak;dan 

h. hallainyangdianggapperlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewasebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

lakukandikertasbermateraisesuaiketentuanPeraturanPerundang-undangan. 



 

 
 

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa 

ditanggung penyewa. 

 
Pasal 97 

(1) Tarifpokoksewauntuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana 

dimaksuddalamPasal 95ayat(2)hurufamerupakanhasilperkaliandari: 

a. Faktorvariablesewatanah; 

b. Luastanah (Lt); dan 

c. nilai tanah(Nt). 

(2) Faktorvariablesewatanah sebagaimanadimaksudpadaayat (1)hurufa 

besarannyaditetapkanolehBupati. 

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 

berdasarkangambarsituasi/petatanahatausertifikattanah. 

(4) Nilaitanahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcmerupakannilai 

wajaratastanah. 

 
Pasal 98 

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 95ayat(2)huruf bmerupakanhasil perkaliandari: 

a. Factorvariablesewabangunan; 

b. Luasbangunan(lb);dan 

c. nilai bangunan. 

 

Paragraf 4 

Jenis Kegiatan usaha Penyewa 
 

Pasal  99 

Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas: 

a. kegiatan bisnis; 

b. kegiatan non bisnis; dan 

c. kegiatan sosial. 

 

Pasal 100 

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a 

diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, 

antara lain: 

a. perdagangan; 

b. jasa; dan 

c. industri. 



 

 
 

(2) Kelompok kegiatannonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b 

diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan  atas  barangatau  jasa 

yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 

a. pelayanan kepentingan umum yang memungutbiaya dalam jumlah tertentu 

atau terdapat potensikeuntungan, baik materilmaupun immateril; 

b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan 

dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan 

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c 

diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa 

yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: 

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak 

terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 

c. kegiatan keagamaan; 

d. kegiatan kemanusiaan; 

e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

f. kegiatan lainnya yang mernenuhi kriteria sosial. 

 

Paragraf 5 

Perjanjian Sewa 

Pasal 101 

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 

ditandatangani oleh penyewa dan: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang beradapadaPengguna 

Barang. 

(2) Perjanjian sewasebagaimanadimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaanselama 

jangka waktu sewa; 

f. peruntukansewa,termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dankategori 

bentuk kelembagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 



 

 
 

h. hal lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 

dilakukandi kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(4) Seluruhbiaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 

ditanggung penyewa. 

 
Paragraf 6 

Pembayaran Sewa 

Pasal 102 

(1) HasilSewaBarangMilikDaerahmerupakanpenerimaandaerahdanseluruhnya 

wajibdisetorkankerekeningKasUmumDaerah. 

(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 

(dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjiansewa barangmilikdaerah. 

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat 

dilakukandengancarapembayaran secaratunaikepadabendahara 

penerimaanataumenyetorkannyakerekeningKasUmumDaerah. 

(4) Pembayaranuangsewa sebagaimanadimaksudpadaayat(2),danayat(3) 

dibuktikan denganmenyerahkan buktisetorsebagaisalah satu dokumen 

padalampiranyangmenjadibagiantidakterpisahkandari perjanjiansewa. 

 
Pasal 103 

(1) Dikecualikandariketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal102 ayat(2), 

penyetoran uang sewaBarang Milik Daerah untukKerja SamaPenyediaan 

InfrastrukturdapatdilakukansecarabertahapdenganpersetujuanPengelolaBaran 

g. 

(2) PersetujuanPengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib 

dilaporkankepadaBupati. 

(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam 

perjanjian sewa. 

 
Paragraf7 

Perpanjangan Jangka waktu Sewa 

Pasal 104 

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 

persetujuan: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang;dan 



 

 
 

b. Pengelola Barang,untuk barang milikdaerah yang berada 

padaPenggunaBarang. 

(2) Penyewadapatmengajukanpermohonanperpanjanganjangkawaktusewa   kepada: 

a. Bupati,untukbarangmilik daerahpadaPengelolaBarang;dan 

b. PengelolaBarang,untukbarang milikdaerahpada PenggunaBarang. 

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)dilakukanketentuan: 

a. untuk jangka waktu sewalebihdari1(satu)tahun, 

permohonanperpanjanganharusdisampaikan paling lambat4 (empat)bulan 

sebelumberakhirnyajangkawaktusewa; 

b. untukjangkawaktusewa 

pertahun,permohonanharusdisampaikanpalinglambat3(tiga)bulansebelumb 

erakhirnyajangkawaktusewa; 

c. untukjangkawaktusewaperbulan,permohonanharusdisampaikanpalinglamb 

at10(sepuluh)hari sebelumberakhirnyajangka waktu sewa; 

d. untukperiodesitas sewa perhari atau perjam, 

permohonanharusdisampaikansebelumberakhirnyajangkawaktusewa. 

(4) Permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (3) hurufa danhuruf b diajukan 

denganmelengkapi persyaratan sebagaimanapermohonansewa pertamakali. 

(5) Tatacarapengajuanusulanperpanjanganjangkawaktusewasebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan 

mekanismesebagaimanapengajuanusulansewabaru. 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud 

dalamPasal91ayat(4)dilakukandenganmempertimbangkan: 

a. Karakteristikjenisinfrastruktur; 

b. Kebutuhanpenyediaaninfrastruktur; 

c. Ketentuanuntukmasing-masingjenisinfrastruktur 

dalamperaturanperundang-undangan; dan 

d. Pertimbanganlaindari Bupati. 
 
 

 
 
 
 

Sewaberakhirapabila: 

Paragraf8 

Pengakhiran Sewa 

Pasal 105 

a. Berakhirnyajangkawaktusewa; 

b. Berlakunyasyarat batal sesuai perjanjianyang ditindaklanjutidengan 

pencabutanpersetujuansewaolehBupatiatauPengelolaBarang; 



 

 
 

c. Bupatiatau PengelolaBarangmencabutpersetujuan sewa dalamrangka 

pengawasandanpengendalian; 

d. Ketentuanlainsesuaiperaturanperundang-undangan. 

 

Pasal 106 

(1) Penyewawajibmenyerahkan barang milikdaerah pada saat berakhimya sewa 

dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai 

fungsidanperuntukannya. 

(2) Penyerahanbarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) PengelolaBarang/PenggunaBarang harus melakukanpengecekanbarang 

milikdaerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah 

Terima (BAST) gunamemastikan kelayakan kondisibarang milik 

daerahbersangkutan. 

(4) PenandatangananBerita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi. 

 
Paragraf 9 

Tata cara Pelaksanaan Sewa Pengelola Barang 
 

Pasal 107 

(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen 

pendukung. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 

a. data calon penyewa; 

b. latar belakang permohonan; 

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan 

d. peruntukan Sewa. 
 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan 

pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa 

berbentuk hukum/badan usaha; 

b. Pernyataan kesediaandaricalon penyewa untuk menjaga dan 

memeliharabarangmilik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku 

selama jangka waktu sewa; dan 

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa. 

 

Pasal 108 



 

 
 

(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal107 ayat (2) huruf a 

terdiri dari: 

a. fotokopi KTP; 

b. Fotokopi NPWP; 

c. fotokopi SIUP; dan 

d. data lainnya. 
 

(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 

dibuktikan dengan fotokopiKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) 

huruf c terdiri dari: 

a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 

1) gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan 

disewa; dan 

2) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 

b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau 

c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. 

 

Pasal 109 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dari calon 

penyewa. 

(2) Dalammelakukan penelitian terhadapbarang yangakan disewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta 

keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barangmilik daerah 

berupa tanah dan/ ataubangunan yang diajukan untuk disewakan. 

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk 

melakukan penilaian objeksewaguna memperoleh nilai wajar barang milik 

daerahberupatanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 
 

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

adalah perhitungan besaran Sewa. 

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pengelola 

Barangdalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD. 



 

 
 

(8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu 

yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan 

pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah 

serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah. 

(9) Berdasarkan hasilpenelitian sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pengelola 

Barang mengajukan usulanpermohonan sewa barang milik daerah kepada 

Bupati untuk mendapat persetujuan. 

 

Pasal 110 

(1) Bupatimemberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan 

mempertimbangkan hasilpenelitiandan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (9). 

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan 

surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan 

disertai alasan.Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati 

menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan. 

(4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: 

a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 

b. data penyewa; 

c. data sewa, antara lain: 

1) besaran tarif sewa; dan 

2) jangka waktu. 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan 

berdasarkan formula tarif sewa. 

(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukanoleh calon penyewa dan 

nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula 

tarif sewa,besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa 

adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa. 

 
Paragraf 10 

Tata cara Pelaksanaan Sewa Pengguna Barang 
 

Pasal 111 

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk 

mempersiapkan usulan sewa. 



 

 
 

Pasal 112 

(1) Pengajuanpermohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal107danPasal 108berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan 

permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barangmelakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 

permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barangmilik daerah berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunanatau selain tanah dan/atau bangunan 

yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: 

a. Penilai Pemerintah atauPenilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang 

ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain tanah 

dan/atau bangunan. 

(5) Berdasarkanbasil penelitian kelayakan dan basil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan 

permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk 

mendapat persetujuan. 

 
Pasal 113 

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) 

disertai: 

a. data barang milik daerah yang diusulkan; 

b. usulan jangka waktu sewa; 

c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif besaran sewa; 

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan 

e. surat pernyataan dari calon penyewa. 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh  Pengguna  Barang  sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon 

penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak  perlu  disertai 

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. 

 
Pasal 114 

(1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 

ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa: 



 

 
 

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi  Perangkat  Daerah/unit  kerja; 

dan 

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja. 

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat 

(1) huruf e, menyatakan bahwacalon penyewa bersedia untuk menjaga dan 

memelihara barangmilik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku 

selama jangka waktu sewa. 

 
Pasal 115 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang 

diusulkan Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5). 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 

Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 

sewa. 

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna 

menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki 

keyakinan yang memadai bahwa: 

a. luas tanah dan/ atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan 

kondisi peruntukan sewa; atau 

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa 

dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. 

(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diperlakukansebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal95 dalam penghitungan besaran sewa. 

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barangmilik daerah 

berupaselaintanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan 

penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang. 

(6) Pelaksanaan penilaiansebagaimana dimaksudpada ayat (3)dilakukan dengan 

berpedoman pada standar penilaian dan ketentuanperaturan perundang- 

undangan. 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh 

Pengelola Barangdalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. 

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD. 

 

Pasal 116 



 

 
 

(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang 

diajukan Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), 

dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 115 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal115 ayat (7). 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pengelola 

Barangmengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan 

melampirkan hasil penelitian dan kajiankelayakan penyewaan. 

 
Pasal 117 

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), Pengelola 

Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa 

dengan disertai alasan. 

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan 

Pengguna Barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 113ayat(5), Pengelola 

Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 

b. data penyewa; 

c. data sewa, antara lain: 

1) besaran tarif sewa; dan 

2) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidakdisertai data 

calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 

(5) Besaran sewa yang dicantumkandalam surat persetujuan sewa barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan 

berdasarkan formula tarif sewa. 

(6) Apabilausulan nilaisewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau 

Pengguna Barang lebih besardari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan 

sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

adalahsebesar usulanbesaran sewadari calon penyewa dan/ atau Pengguna 

Barang. 

(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuansewa barang milik 

daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa. 



 

 
 

Pasal 118 

(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola 

Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal117 ayat (2) paling lambat 1 (satu) 

bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna  Barang  tidak  disertai 

data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal117 ayat (4), Pengguna 

Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas 

oleh para calon penyewa. 

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa daribeberapa calon penyewa dalam  waktu 

yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan 

mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah 

serta pertimbangan usulan sewa yang dianggappaling menguntungkan. 

 
Paragraf 11 

Pemeliharaan Sewa 

Pasal 119 

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. 

(2) Seluruhbiayapemeliharaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) termasuk 

biaya yang timbul dan pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukanuntuk menjaga 

kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap 

untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu 

sewa. 

(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force 

majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa. 

 
Paragraf 12 

Perubahan bentuk barang milik daerah 
 

Pasal 120 

(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan: 

a. Bupati, untukbarangmilikdaerahyang berada pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola barang,untukbarang milik daerah yangberada pada Pengguna 

Barang. 



 

 
 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik  daerah  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan 

menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. 

 

Paragraf 13 

Ganti Rugi 

Pasal 121 

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan 

hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Paragraf 14 

Denda Sanksi 

Pasal 122 

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: 
 

a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat 

berakhirnya jangka waktu sewa; 

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) belum  dilakukan 

atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu  sewa; 

dan/ atau 

c. penggantian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 121 belum selesai 

dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

 

Pasal 123 

(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah 

belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran 

sebagaimanadimaksuddalamPasal122, penyewa dikenakan sanksi 

administratif berupa surat peringatan. 

(2) Dalamhal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah 

belum dilakukanterhitung1 (satu) bulansejak diterbitkannya surat peringatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyewa dikenakan 

sanksiadministratifberupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



 

 
 

Bagian Keempat 

Pinjam Pakai 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

Pasal 124 

(1) Pinjampakaidilaksanakandenganpertimbangan: 

a. Mengoptimalkanbarangmilikdaerahyangbelumatautidakdilakukan 

penggunaan untuk penyelenggaraantugas danfungsiPenggunaBarang;dan 

b. Menunjangpelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahandaerah. 

(2) Peminjampakaidilaranguntukmelakukanpemanfaatan atasobjekpinjam pakai. 

 

Paragraf 2 

Pihak Pelaksana Pinjam Pakai 
 

Pasal 125 

(1) Pinjampakaibarangmilikdaerahdilaksanakanantarapemerintahpusatdan 

pemerintahdaerah atau antar pemerintah daerah 

dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan. 

(2) Pelaksanaanpinjampakaibarangmilikdaerahdilakukanoleh: 

a. Pengelola Barang,untuk barang milik daerahyang beradapada 

PengelolaBarang;dan 

b. Pengguna Barang,untukbarang milikdaerah yang beradapada 

PenggunaBarang. 

(3) PelaksanaanPinjamPakai oleh Pengelola 

Barang/PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat  (2) 

dilaksanakansetelahmendapatkanpersetujuanBupati. 

 
Paragraf 3 

Obyek Pinjam pakai 

Pasal 126 

(1) Objekpinjampakaimeliputibarangmilik daerahberupatanahdan/ataubangunan 

dan selain tanah dan/atau bangunan yangberada 

padaPengelolaBarang/PenggunaBarang. 

(2) Objekpinjampakaibarangmilik 

daerahberupatanahdan/ataubangunansebagaimanadimaksudpada 

ayat(1),dapatdilakukanuntuksebagian ataukeseluruhannya. 

Paragraf 4 



 

 
 

Jangka Waktu Pinjam pakai 
 

Pasal 127 

(1) Jangkawaktupinjampakaibarangmilikdaerahpalinglama5 (lima) tahun 

dandapatdiperpanjang1 (satu)kali. 

(2) Perpanjangansebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukandengan 

pertimbangansebagaimanadimaksuddalamPasal124 ayat(1). 

(3) Apabila jangkawaktupinjampakaiakandiperpanjang,permohonan 

perpanjanganjangkawaktupinjam 

pakaidisampaikankepadaPengelolaBarang/Pengguna Barangpalinglambat2 

(dua) bulan sebelumjangka waktupinjampakaiberakhir. 

(4) Dalamhal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan 

kepada Pengelola Barang/ PenggunaBarangmelewatibatas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3),proses pinjam pakai 

dilakukandenganmengikutitatacarapermohonanpinjampakaibaru. 

 
Paragraf 5 

Perjanjian Pinjam pakai 

Pasal 128 

(1) PelaksanaanPinjamPakai dituangkan dalamperjanjianserta ditandatanganioleh: 

a. Peminjampakaidan Bupati,untukbarangmilik daerahyangberada 

padaPengelolaBarang;dan 

b. Peminjampakai danPengelola Barang,untuk barangmilik daerah 

yangberadapadaPenggunaBarang. 

(2) Perjanjiansebagaimana  dimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. para pihakyangterkaitdalamperjanjian; 

b. dasarperjanjian; 

c. identitasparapihakyangterkaitdalamperjanjian; 

d. jenis,luasataujumlahbarangyangdipinjamkan,danjangkawaktu; 

e. tanggungjawabpeminjamatas 

biayaoperasionaldanpemeliharaanselamajangkawaktupeminjaman; 

f. hakdankewajibanparapihak;dan 

g. persyaratanlainyangdianggapperlu. 
 

(3) SalinanperjanjianpinjampakaidisampaikankepadaPenggunaBarang. 

 

Paragraf 6 

TataCaraPelaksanaanPinjamPakai 



 

 
 

BarangMilikDaerahPadaPengelolaBarang 
 

Pasal 129 

(1) Calon peminjampakai mengajukanpermohonan 

pinjampakaikepadaPengelolaBarang. 

(2) PengelolaBarang melakukan penelitian atas permohonan 

pinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

(3) Penelitianatas permohonanpinjampakai 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi: 

a. kepastian belumdigunakan atau tidakadanya penggunaanbarangmilik 

daerah; 

b. tujuanpenggunaanobjekpinjampakai;dan 

c. jangkawaktupinjampakai. 
 

(4) HasilPenelitiansebagaimanadimaksud  pada  ayat 

(3)merupakandasarpertimbanganBupati dalam memberikan 

persetujuan/penolakan ataspermohonanpinjampakai. 

 

Pasal 130 

(1) Berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksuddalampasal128ayat 

(3),PengelolaBarangmengajukanpermohonanpersetujuanpinjampakaikepadaBu 

pati. 

(2) Permohonanpersetujuanpinjampakaipalingsedikitmemuat: 

a. Pertimbanganyangmendasaripermohonanpinjampakai; 

b. Identitaspeminjampakai; 

c. Tujuanpenggunaanobjekpinjampakai; 

d. Rinciandataobjek pinjampakaiyangdibutuhkan;dan 

e. Jangkawaktupinjampakai. 
 

(3) Apabilaobjekpinjam pakai  berupa tanah dan/ataubangunanatausebagian 

tanah  dan/ataubangunan, rincian 

dataobjekpinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufd, 

termasukluasdanlokasi tanahdan/ataubangunan. 

(4) Apabilaobjekpinjampakai berupa selain tanah dan/ataubangunan,rincian 

dataobjekpinjampakaisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufd,termasuknama 

danjumlahbarangmilik daerah. 

 
Pasal 131 



 

 
 

(1) Pemberian persetujuan/penolakanoleh 

Bupatiataspermohonanpinjampakaidilakukandenganmempertimbangkan: 

a. barangmilikdaerah 

yangdimohondalamkondisibelumatautidaksedangdigunakanuntuktugasdanf 

ungsiPengelolaBarang;dan 

b. barangmilikdaerahyangdimohonakandigunakanuntukmenunjang 

pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahpusat/pemerintahandaerahlainnya. 

(2) ApabilaBupatimenyetujuipermohonanpinjampakai,Bupatimenerbitkansuratper 

setujuanpinjampakai. 

(3) SuratpersetujuanBupatisebagaimana dimaksud pada 

ayat(2),palingsedikitmemuat: 

a. identitaspeminjampakai; 

b. dataobjekpinjampakai; 

c. jangkawaktupinjampakai;dan 

d. kewajibanpeminjampakai. 

(4) ApabilaBupatitidak menyetujui permohonan pinjampakai,Bupati 

menerbitkansuratpenolakanpinjampakaikepadacalonpeminjampakaidengandis 

ertaialasan. 

 
Pasal 132 

(1) Pelaksanaanpinjam pakai barang milik daerah dituangkandalamperjanjian 

pinjam pakaiyangditandatangani oleh Bupati danPeminjam pakai. 

(2) Perjanjiansebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditindaklanjutidengan penyerahan 

objek pinjam pakai dariPengelolaBarangkepadapeminjam 

pakaiyangdituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

 
Pasal 133 

(1) Selamajangkawaktupinjampakai,peminjampakaiwajibmemeliharadanmengama 

nkanobjekpinjampakai denganbiayayangdibebankanpadaPeminjampakai. 

(2) Sebelumjangka waktu  pinjampakai 

berakhir,peminjampakaiharusmemberitahukan kepada  Pengelola 

Barangakanmengakhiriataumemperpanjangpinjampakai. 

(3) Dalamhalpinjampakaiakandiperpanjang, peminjampakaimengajukan 

permohonan perpanjanganjangka waktu pinjampakaikepada Pengelola Barang. 

(4) PengelolaBarang menyampaikanpengajuanpermohonan persetujuan 

perpanjanganpinjampakaikepadaBupati. 

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai 

sebagaimanadimaksudpadaayat(4)dilampiridengan: 



 

 
 

a. suratpersetujuanpinjampakaisebelumnyadari Bupati; 

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masihdigunakanuntuk menunjangpelaksanaanpenyelenggaraan 

pemerintahpusat/pemerintahandaerahlainnya;dan 

c. surat pernyataan dariPengelolaBarangbahwapelaksanaanpinjarn pakai tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas 

danfungsipenyelenggaraanpemerintahandaerah. 

 
Pasal 134 

(1) Dalamhalpeminjampakaiakanmengakhiripinjampakaisebelummasa  pinjam 

pakai berakhir, peminjam pakaiharus 

memberitahukankepadaPengelolaBarang. 

(2) Peminjampakaidalammengakhiripinjam   pakai 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dituangkan dalam 

BeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) Pengelola Barang melaporkan BeritaAcaraSerah 

Terima(BAST)sebagaimanadimaksudpadaayat (2)kepadaBupati. 

 
Paragraf 7 

TataCaraPelaksanaanPinjam Pakai 

BarangMilik DaerahPadaPenggunaBarang 
 

Pasal 135 

(1) Calon peminjampakaimengajukanpermohonan pinjam 

pakaikepadaPenggunaBarang. 

(2) Pengguna  Barangmengajukanpermohonanpersetujuanpinjampakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada Bupati 

melaluiPengelolaBarangberdasarkan permohonan dari calon peminjampakai 

denganmelarnpirkan: 

a. suratpermohonanpinjam pakaidaricalonpeminjampakai; 

b. suratpernyataan dariPenggunaBarangbahwapelaksanaanpinjam pakai tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas 

danfungsipenyelenggaraanpemerintahandaerah;dan 

c. dataobjekpinjampakai, antaralainkartu 

identitasbarang,untukbarangmilikdaerahyangmemilikikartuidentitasbarang. 

 
(3) Permohonan persetujuanpinjam pakai dari PenggunaBarangsekurang- 

kurangnyamemuat: 

a. pertimbanganyang mendasari permohonanpinjampakai; 



 

 
 

b. identitaspeminjampakai; 

c. tujuanpenggunaanobjekpinjampakai; 

d. 

rinciandataobjekpinjampakaiyangdibutuhkan,termasukluasdanlokasita 

nahdan/ataubangunan;dan 

e. jangkawaktupinjampakai. 

 

Pasal 136 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan 

pinjampakaidariPenggunaBarangsebagaimanadimaksud dalamPasal 135 

ayat(2). 

(2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. kepastian belumdigunakan atau tidakadanyapenggunaanbarangmilik 

daerah; 

b. tujuanpenggunaanobjekpinjampakai;dan 

c. jangkawaktupinjampakai. 

(3) Hasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikanBupatisebagai 

dasar pertimbangan 

persetujuan/penolakanpermohonanpersetujuanpinjampakaiolehBupati. 

 

Pasal 137 

(1) Pemberian persetujuan/penolakanoleh Bupatiataspermohonanpinjam 

pakaidilakukandenganmempertimbangkan: 

a. barangmilik daerah 

yangdimohondalamkondisibelumatautidakdigunakanuntuktugasdanfungsip 

emerintahdaerah; 

b. barang milikdaerah yang dimohonakandigunakanuntukmenunjang 

pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahpusat/pemerintahandaerahlainnya; 

dan 

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima)tahunsejak 

ditandatanganinyaperjanjianpinjampakai. 

(2) Dalam hal Bupatimenyetujuipermohonan 

pinjampakaisebagaimanadimaksuddalamPasal133ayat(2),Bupatimenerbitkansu 

ratpersetujuanpinjampakaiyangsekurang-kurangnyamemuat: 

a. identitaspeminjampakai; 

b. databarangmilik daerahobjekpinjampakai; 

c. jangkawaktupinjampakai;dan 

d. kewajibanpeminjampakai. 



 

 
 

(3) Dalamhal 

Bupatitidakmenyetujuipermohonanpinjampakaisebagaimanadimaksud  dalam 

Pasal 133ayat (2), Bupati 

melaluiPengelolaBarangmemberitahukankepadaPenggunaBarangdisertaialasan 

nya. 

 
Pasal 138 

(1) Pelaksanaanpinjampakaibarangmilik 

daerahyangberadapadaPenggunaBarangdituangkandalam 

perjanjianpinjampakaiantaraPengelolaBarang denganpeminjampakai. 

(2) Perjanjian pinjam pakaisebagaimana dimaksud pada ayat(1) 

ditindaklanjutidengan  penyerahan  objekpinjam  pakai 

dariPenggunabarangkepadapeminjampakaiyang 

dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) Selamajangkawaktupinjampakai,peminjampakaiwajibmemeliharadanmengama 

nkanobjekpinjam pakai sebagaimanadimaksud padaayat(2) 

denganbiayayangdibebankanpadapeminjampakai. 

(4) Sebelumjangka waktu pinjampakai 

berakhir,peminjampakaiharusmemberitahukan kepada Pengguna Barang 

akanmengakhiriataumemperpanjangpinjampakai. 

(5) Dalamhalpinjampakaiakandiperpanjang,peminjampakaimengajukan 

permohonanperpanjanganjangkawaktupinjampakaikepada PenggunaBarang. 

(6) Pengguna Barangmenyampaikan 

pengajuanperrnohonanpersetujuanperpanjanganpinjampakaikepadaBupatimel 

aluiPengelolaBarang. 

(7) Pengajuanpermohonan persetujuanperpanjanganpinjampakai 

sebagaimanadimaksudpadaayat(6)dilampiridengan: 

a. suratpersetujuanpinjampakaisebelumnyadari Bupati; 

b. surat pernyataan dari peminjampakai bahwa objekpinjampakai masih 

digunakan untuk menunjang pelaksanaanpenyelenggaraan 

pemerintahpusat/pemerintahandaerahlainnya;dan 

c. surat pernyataan dari PenggunaBarangbahwapelaksanaanpinjampakai tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas danfungsipenyelenggaraan pemerintahan 

daerah, dalam halpinjampakaidilaksanakan olehPengguna Barang. 

 
Pasal 139 



 

 
 

(1) Dalamhal peminjampakaiakanmengakhiripinjampakaisebelummasa pinjam 

pakai berakhir, peminjam pakai harus 

memberitahukankepadaPenggunaBarang. 

(2) Peminjampakaidalammengakhiripinjampakai sebagaimanadimaksudpadaayat 

(1)dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) Pengguna Barangmelaporkan Berita AcaraSerahTerima(BAST) 

sebagaimanadimaksud pada ayat(2)kepada BupatimelaluiPengelolaBarang. 

 
Bagian Kelima 

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 140 

KerjaSamaPemanfaatanBarangMilik Daerahdengan 

PihakLaindilaksanakandalamrangka: 

a. MengoptimalkandayagunadanhasilgunaBarangMilikDaerah;dan/atau 

b. MeningkatkanpenerimaanpendapatanDaerah. 

 

Pasal 141 

(1) Kerjasama Pemanfaatan atas barangmilikdaerahdilaksanakanapabilatidak 

tersediaatau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhibiaya 

operasional, pemeliharaan, dan/atauperbaikanyangdiperlukanterhadap 

barangmilik daerahyang dikerjasamakan. 

(2) Mitra KSP ditetapkan melaluitender,kecualiuntuk barangmilikdaerah 

yangbersifatkhususdapatdilakukanpenunjukanlangsung. 

(3) Barangmilik daerah yang bersifatkhusus 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)memilikikarakteristik: 

a. barang yang mempunyaispesifikasitertentusesuaidenganketentuan 

peraturanperundang-undangan; 

b. barang yangmemilikitingkatkompleksitaskhususseperti bandara 

udara,pelabuhan laut,kilang,instalasilistrik,danbendungan/waduk; 

c. barang yang dikerjasamakan dalam 

investasiyangberdasarkanperjanjianhubunganbilateralantar Negara;atau 

d. baranglain yangditetapkanBupati. 

(4) PenunjukanlangsungmitraKSP atasbarang milik daerahyangbersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olehPengelola Barang atau 

Pengguna Barangterhadap BadanUsaha Milik Negara/Daerahyang memiliki 



 

 
 

bidang dan/atauwilayah kerja tertentu sesuai ketentuanperaturanperundang- 

undangan. 

(5) MitraKSP harusmembayarkontribusitetap setiaptahun selamajangka 

waktupengoperasianyang telahditetapkandan menyetorpembagian 

keuntunganhasilKSPkerekeningKasUmumDaerah. 

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksudpadaayat(5)yang merupakanbagian pemerintahdaerah,harus 

memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan 

objekKSPdanmanfaatlainyang  diterimapemerintahdaerahdengan nilai 

investasimitradalamKSP. 

 
Pasal 142 

(1) Selamajangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan 

ataumenggadaikanbarangmilikdaerah yangmenjadiobjekKSP. 

(2) Biayapersiapan KSPyangdikeluarkan 

PengelolaBarangatauPenggunaBarangsampaidenganpenunjukanmitraKSPdibeb 

ankanpadaAPBD. 

(3) Biaya persiapanKSP yangterjadisetelah ditetapkannya mitra KSP dan 

biayapelaksanaanKSPmenjadibebanmitraKSP. 

(4) Cicilanpokokdan biayayangtimbulataspinjamanmitraKSP,dibebankan 

padamitraKSPdantidakdiperhitungkandalampembagiankeuntungan. 

(5) PengawasanataspelaksanaanKSPolehmitraKSPdilakukanoleh: 

a. PengelolaBarang,untukbarangmilikdaerahpadaPengelolaBarang;dan 

b. PenggunaBarang, untuk barang milik daerah pada PenggunaBarang. 

 

Paragraf 2 

Pihak Pelaksana KSP 

Pasal 143 

(1) PihakyangdapatmelaksanakanKSPadalah: 

a. PengelolaBarang dengan persetujuanBupati,untuk barang milik 

daerahyangberadapadaPengelolaBarang;atau 

b. PenggunaBarangdenganpersetujuanPengelolaBarang,untukbarangmilikdaer 

ahyangberadapadaPenggunaBarang. 

(2) PersetujuanPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf 

bsetelahmendapatpertimbangandari Bupati. 

(3) PihakyangdapatmenjadimitraKSPbarang milik daerahmeliputi: 



 

 
 

a. BadanUsahaMilikNegara; 

b. BadanUsahaMilikDaerah;dan/atau 

c. Swasta,kecualiperorangan. 

Paragraf 3 

Obyek KSP 

Pasal 144 

(1) ObjekKSPmeliputibarangmilikdaerahberupa: 

a. Tanahdan/ataubangunan;dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola 

Barang/PenggunaBarang. 

(2) ObjekKerjaSamaPemanfaatanBarangMilikDaerahberupatanahdan/atau 

bangunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,dapatdilakukanuntuksebag 

ianataukeseluruhannya. 

 
Paragraf 4 

Hasil KSP 

Pasal 145 

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 

fasilitasyangdiadakanolehmitraKSP. 

(2) SaranadanfasilitashasilKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1),antara lain: 

a. Peralatandanmesin; 

b. jalan,irigasidanjaringan; 

c. assettetaplainnya;dan 

d. assetlainnya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 

pelaksanaanKSP. 

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik 

daerahsejakdiserahkankepada pemerintahdaerahsesuaiperjanjianatau 

padasaatberakhirnyaperjanjian. 

 
Pasal 146 

(1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur 

terdiriatas: 

a. Penerimaandaerahyangharus disetorkanselamajangkawaktuKSP 

barangmilikdaerah;dan 

b. InfrastrukturbesertafasilitasnyahasilKSPbarang milikdaerah. 

(2) Penerimaandaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri atas: 

a. Kontribusitetap;dan 



 

 
 

b. Pembagiankeuntungan. 

 

Pasal 147 

(1) DalampelaksanaanKerjaSamaPemanfaatan,mitraKerjaSamaPemanfaatan 

dapatmelakukan perubahan dan/ataupenambahanhasilKerjaSama 

Pemanfaatan. 

(2) Perubahandan/ataupenambahanhasilKerjaSamaPemanfaatansebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)dilakukandengancaraaddendumperjanjian. 

(3) AddendumperjanjianKerjaSamaPemanfaatansebagaimanadimaksudpadaayat(2) 

ditujukan untuk menghitungkembalibesaran 

kontribusitetapdanpembagiankeuntungan. 

 
Paragraf 5 

Jangka Waktu KSP 

Pasal 148 

(1) Jangkawaktu KSPpalinglama30(tigapuluh)tahunsejakperjanjian 

ditandatanganidandapatdiperpanjang. 

(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan 

infrastruktur,jangkawaktuKSPpalinglama50 (limapuluh) tahunsejak 

perjanjianKSPditandatanganidan dapatdiperpanjang. 

 
Paragraf 6 

Perjanjian KSP 

Pasal 149 

(1) PelaksanaanKSP dituangkan dalamperjanjianKSP antaraBupatiatau Pengelola 

Barang denganmitra KSPsetelah diterbitkankeputusan 

pelaksanaanKSPolehBupati. 

(2) Perjanjiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditandatangani  olehmitra  KSPdan: 

a. Bupati,untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;atau 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

PenggunaBarang. 

(3) Perjanjiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. Dasarperjanjian; 

b. Identitasparapihakyangterikatdalamperjanjian; 

c. ObjekKSP; 

d. HasilKSPberupabarang,jikaada; 

e. PeruntukanKSP; 

f. JangkawaktuKSP; 



 

 
 

g. Besarankontribusitetapdanpembagiankeuntungansertamekanisme 

pembayarannya; 

h. Hakdankewajibanparapihakyangterikatdalamperjanjian; 

i. KetentuanmengenaiberakhirnyaKSP; 

j. sanksi;dan 

k. penyelesaianperselisihan. 

 

Paragraf 7 

Kontribusi tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 150 

 
 
 
 
 

selamajangkawaktuKSP. 

(3) Kontribusi tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

pembagiankeuntungan KSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, 

merupakanpenerimaandaerah. 

(4) Besarankontribusi tetap dan pembagiankeuntunganhasil KSP 

sebagaimanadimaksud padaayat(1)ditetapkan olehBupati. 

(5) Dalam KSP barang milikdaerah berupa tanahdan/atau bangunan, sebagian 

kontribusi tetap dan pembagiankeuntungannya dapat berupa 

bangunanbesertafasilitasnya yangdibangundalamsatukesatuan perencanaan. 

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagiankeuntungannya yangberupa 

bangunanbesertafasilitasnya sebagaimanadimaksudayat(5)bukan 

merupakanobjekKSP. 

 
Pasal 151 

(1) Besarannilai bangunanbesertafasilitasnyasebagai bagiandarikontribusi 

tetapdankontribusipembagiankeuntungansebagaimanadimaksuddalam Pasal 

150ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan 

kontribusi tetap dan pembagiankeuntungan selama masa KSP. 

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungandari awal pengadaannyamerupakanbarangmilik daerah. 

(3) Besarankontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang 

milikdaerahberupa tanahdan/ataubangunandansebagiantanah 

dan/ataubangunanditetapkandari  hasilperhitunganTim yangdibentuk 

olehBupati,berdasarkandan/ataumempertimbangkanhasilpenilaian. 

(1) MitraKSPwajibmenyetorkan:  

a. Kontribusitetap;dan   

b. PembagiankeuntunganKSP.   

(2) Penyetoran sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan setiaptahun 
 



 

 
 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang 

milikdaerahberupaselaintanah  dan/ataubangunanditetapkan 

darihasilperhitunganTimyangdibentuk oleh  Pengelola Barang, 

berdasarkandan/ataumempertimbangkanhasilpenilaian. 

 
Pasal 152 

(1) Perhitungankontribusitetapmerupakanhasilperkaliandari: 

a. besaranpersentasekontribusitetap;dan 

b. nilai   wajarbarangmilikdaerahyangmenjadiobjekKSP. 

(2) Besaranpersentasekontribusitetapsebagaimana dimaksudpadaayat(1) hurufa 

ditentukan olehBupatidari hasil perhitunganTim berdasarkan 

dan/ataumempertimbangkanhasil penilaian. 

(3) Nilaiwajarbarangmilik daerahdalamrangkaKSPsebagaimana dimaksud 

padaayat(1)hurufbberdasarkan: 

a. hasilpenilaian oleh PenilaiPemerintah atau Penilai Publik 

yangditetapkanoleh Bupati, untuk barang milikdaerah berupa tanah 

dan/ataubangunan; 

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkanoleh Bupatidan dapat 

melibatkanPenilaiyangditetapkanBupati,untukbarangmilik 

daerahselaintanahdan/ataubangunan. 

(4) Apabilaterdapatnilai barangmilik daerahyangberbedadengannilai wajar 

hasilpenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufa,dalamrangka 

pemanfaatan barangmilik daerah  digunakan nilaiwajar hasilpenilaian 

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufa. 

 
Pasal 153 

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana 

dimaksuddalamPasal 152 ayat(1)hurufameningkatsetiaptahun,yang dihitung 

berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan 

memperhatikanestimasitingkatinflasi. 

(2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimanadimaksud pada 

ayat (1)ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan 

dituangkandalamperjanjianKSP. 

 
Pasal 154 

(1) Perhitunganpembagiankeuntungandilakukan dengan mempertimbangkan : 

a. nilai investasipemerintahdaerah; 

b. nilai investasimitraKSP;dan 



 

 
 

c. risikoyangditanggungmitraKSP 

(2) Perhitunganpembagiankeuntungan sebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

ditentukanolehBupati dari  basilperhitungan Tim 

berdasarkandan/ataumempertimbangkanbasilpenilaian. 

(3) Besarannilaiinvestasipemerintahdaerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa didasarkan pada 

nilaiwajarbarangmilikdaerah yangmenjadiobjekKSP. 

(4) Besarannilai investasimitraKSP sebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)hurufbdidasarkanpadaestimasiinvestasidalamproposalKSP. 

 
Pasal 155 

(1) BesaranpembagiankeuntungandapatditinjaukembaliolehBupatidalam hal 

realisasiinvestasiyangdikeluarkan olehmitraKSP 

lebihrendahdariestimasiinvestasisebagaimana tertuangdalamperjanjian. 

(2) Realisasiinvestasisebagaimanadimaksudpadaayat(1),didasarkandarihasilaudity 

angdilakukanolehauditorindependen. 

 
Pasal 156 

(1) KSP atasbarangmilikdaerahdapatdilakukanuntukmengoperasionalkan 

barangmilikdaerah. 

(2) KSP operasionalatas barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

bukan merupakan penggunaan barang milikdaerahyang 

dioperasikanolehpihaklain. 

(3) ApabilamitraKSPhanyamengoperasionalkanbarang milikdaerah,bagian 

keuntunganyang menjadibagian mitra KSP ditentukanolehBupatiberdasarkan 

persentasetertentudaribesarankeuntunganyangdiperolehmitraKSPterkaitpelaks 

anaanKSP. 

 
Pasal 157 

(1) ApabilamitraKSP  barang  milikdaerah untuk penyediaan infrastruktur 

berbentuk  Badan  Usaha   Milik Negara/Daerah, kontribusi  tetap dan 

pembagiankeuntunganyangdisetorkankepadapemerintahdaerahdapatditetapka 

n paling tinggi sebesar 70%(tujuhpuluh persen)dari hasilperhitunganTim 

KSPsebagaimanadimaksuddalamPasal146 ayat(5). 

(2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungansebagaimanadimaksud 

padaayat(1) didasarkan pada kondisikeuangan BadanUsaha 

MilikNegara/Daerahdan hasilanalisiskelayakanbisnisKSP. 



 

 
 

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehBupati. 

 
Paragraf 8 

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 
 

Pasal 158 

(1) Pembayaran kontribusitetaptahun pertama kerekening KasUmum Daerah 

olehmitra KSP harusdilakukanpalinglambat 2 (dua) harikerja 

sebelumpenandatanganan perjanjianKSP. 

(2) PembayarankontribusitetaptahunberikutnyadisetorkankerekeningKasUmumDa 

erahpaling lambatdilakukansesuai dengan tanggalyangditetapkan 

dalamperjanjiandandilakukansetiaptahun 

sampaidenganberakhirnyaperjanjianKSP. 

(3) Pembayarankontribusi tetap sebagaimanadimaksud pada ayat 

(1)danayat(2)dibuktikandenganbuktisetor. 

 
Pasal 159 

(1) Pembagiankeuntungan hasilpelaksanaan KSP tahunsebelumnyaharusdisetorke 

rekening KasUmumDaerahpaling lambatdilakukansesuaidengan tanggalyang 

ditetapkan dalam perjanjiandan dilakukan 

setiaptahunsampaidenganberakhirnyaperjanjianKSP. 

(2) Pembayaranpembagiankeuntungan sebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

dilakukanolehmitraKSPberdasarkanpersetujuanBupati. 

 
 
 
 
 

(1) KSPberakhirdalamhal: 

Paragraf 9 

Berakhirnya KSP 

Pasal 160 

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuangdalam perjanjian; 

b. pengakhiranperjanjianKSPsecarasepihakolehBupatiatauPengelola Barang; 

c. berakhirnyaperjanjianKSP;dan 

d. ketentuanlain sesuaiperaturanperundang-undangan. 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf 

b,dapatdilakukandalamhal mitraKSP: 

a. Tidakmembayarkontribusitetapselama3(tiga)tahunberturut-turut; 

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga)tahun berturut- 

turutsesuaiperjanjianKSP; 



 

 
 

c. tidakmemenuhikewajibanselainsebagaimanadimaksudpadahurufadanhuruf 

bsebagaimanatertuangdalamperjanjianKSP. 

(3) PengakhiranKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukanoleh: 

a. Bupati,untuk barang milik daerah yang berada padaPengelola Barang;atau 

b. Pengelola Barang,untuk barang milik daerah yang beradapada 

PenggunaBarang. 

(4) Pengakhiran KSP sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dilakukansecaratertulis. 

 

Pasal 161 

(1) Paling lambat 2 (dua)tahun sebelumjangkawaktuKSP 

berakhir,mitraharusmelaporkanakanmengakhiriKSP. 

(2) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat(1),BupatiatauPengelolaBar 

angmemintaauditorindependen/aparatpengawasanintern 

pemerintahuntukmelakukanauditataspelaksanaanKSP. 

(3) Auditorindependen/aparat pengawasaninternpemerintahsebagaimana 

dimaksud pada ayat(2)menyampaikan hasil audit kepada Bupati, 

PengelolaBarang,dan/atauPenggunaBarang. 

(4) Bupati, Pengelola Barang,dan/atau PenggunaBarang menyampaikan 

hasilauditsebagaimanadimaksudpadaayat(3)kepadamitraKSP. 

(5) MitraKSP menindaklanjutihasilauditsebagaimanadimaksudpadaayat (4) dan 

melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau PenggunaBarang. 

 

Pasal 162 

(1) Serahterima objek KSP dilakukan paling lambat padasaat berakhirnya 

jangkawaktuKSP. 

(2) Serahterimasebagaimanadimaksud pada ayat(1)dituangkan dalam 

BeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasilauditsetelah 

dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra 

KSPtetapberkewajibanmenindaklanjutihasilaudit. 

(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan 

penyerahanobjekKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)kepada Bupati 

palinglambat1 (satu)bulansetelahpenyerahan. 

Pasal 163 



 

 
 

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, dilaksanakan 

denganmenerbitkan teguran tertulispertamakepadamitra KSP. 

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalamjangka waktu 30(tiga puluh) hari kalendersejak diterbitkan 

tegurantertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang 

menerbitkantegurantertuliskedua. 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksudpadaayat (2) dalamjangkawaktu30(tiga puluh) hari kalender sejak 

diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau PengelolaBarang 

menerbitkantegurantertulisketigayangmerupakanteguranterakhir. 

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksudpadaayat(3)dalamjangkawaktu30 (tigapuluh)hari kalender sejak 

diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau PengelolaBarang 

menerbitkansuratpengakhiranKSP. 

(5) Mitra KSP harusmenyerahkan objek KSP kepada Bupati atauPengelola Barang 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

menerimasuratpengakhiranKSPsebagaimanadimaksud padaayat(4). 

 

Paragraf 10 

Tatacara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada pada Pengelola Barang 

Pasal 164 

TahapanpelaksanaanKSPatasbarangmilikdaerahyang 

beradapadaPengelolaBarangmeliputi: 

a. Inisiatifataupermohonan; 

b. Penelitianadministrasi; 

c. PembentukanTimdanpenilaian; 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dariKSP berupa kontribusitetapdan 

persentasepembagiankeuntungan; 

e. pemilihanmitra; 

f. penerbitankeputusan; 

g. penandatangananperjanjian;dan 

h. pelaksanaan. 

 

Pasal 165 



 

 
 

KSP atas barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang dapat 

dilakukanberdasarkan: 

a. inisiatifBupati;atau 

b. permohonandari pihaklain. 

 

Pasal 166 

(1) Inisiatif Bupatiterhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal165 huruf a, dituangkandalam bentuk rekomendasiKSPbarang 

rnilikdaerah. 

(2) InisiatifBupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatberasaldari rencana 

kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang / Kuasa 

PenggunaBarang. 

 
Pasal 167 

(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

164hurufb,diusulkankepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. latarbelakangpermohonan; 

b. rencanaperuntukanKSP; 

c. jangkawaktuKSP;dan 

d. usulanbesaranpenerimaan daerahdariKSP. 
 

(3) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilengkapidengan: 

a. databarangmilik daerahyangdirencanakan untukdilakukanKSP; 

b. datapemohonKSP; 

c. proposalrencanausahaKSP;dan 

d. informasilainnyaberkaitandenganusulanKSP. 
 

(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hurufd, antara lain: 

a. RencanaUmumTataRuangWilayahdan penataankota;dan 

b. buktikepemilikanataudokumenyangdipersamakan. 
 

(5) Kelengkapan informasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

diberlakukanuntukKSP dalamrangkamengoperasionalkanbarangmilik daerah. 

 
Pasal 168 

(1) PengelolaBarangmelakukanpenelitianadministrasiatasdokumenbarang milik 

daerahyangakandilakukanKSP. 

(2) Dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. buktikepemilikanataudokumenyangdipersamakan; 



 

 
 

b. dokumenpengelolaanbarangmilikdaerah;dan 

c. dokumenpenatausahaanbarangmilik daerah. 

 

Pasal 169 

Apabilahasilpenelitianadministrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 168, 

barangmilikdaerahdapatdilakukanKSP,Bupati: 

a. membentukTimKSP;dan 

b. menugaskan PenilaimelaluiPengelolaBarang untukmelakukanpenilaian 

barangmilik  daerahyangakandilakukanKSPgunamengetahuinilaiwajar 

atasbarangmilik daerahbersangkutan. 

 
Pasal 170 

(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana 

dimaksuddalamPasal168,makaBupatimembentuk TimKSP. 

(2) TimKSPbertugas: 

a. menyiapkanrinciankebutuhanbangunandan fasilitasyangakan ditenderkan 

apabila KSPberdasarkan inisiatif Bupati dan bukan 

dalamrangkamengoperasionalkanbarangmilik daerah; 

b. menghitung besaran penerimaan daerahdari KSP berdasarkan 

dan/ataumempertimbangkanhasilpenilaian; 

c. menyiapkanperjanjianKSP; 

d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST)objek KSP 

dariPengelolaBarangkepadamitraKSP;dan 

e. melaksanakankegiatanlain yangditugaskanolehBupati. 

(3) Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(2),TimKSPdapatmen 

gikutsertakanPerangkat Daerah/UnitKerjateknisyang berkompeten. 

 
Pasal 171 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat 

menugaskanpenilaiataupihaklainyangberkompetenuntukmelakukan: 

a. analisis penggunaan atas barangmilikdaerahyangakan dilakukanKSP;atau 

b. analisiskelayakanbisnisatasproposalKSP. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 hurufb dan 

laporananalisissebagaimanadimaksud padaayat(1)disampaikankepada 

BupatisebagaibagiandalammenentukanpelaksanaanKSP. 

 
Pasal 172 



 

 
 

(1) BerdasarkanlaporananalisissebagaimanadimaksuddalamPasal171 

ayat(1)dan/ataumempertimbangkanlaporanpenilaiannilai wajarbarangmilik 

daerah,TimKSPmenghitung besarankontribusitetapdanpersentase 

pembagiankeuntungan. 

(2) Penghitungan besaran kontribusitetap dan persentase pembagian keuntungan 

olehTimKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan sesuai 

denganketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 sampai 

denganPasal162. 

(3) Dalamhal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari  hasil perhitungan 

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi 

tetapdanpersentase  pembagiankeuntungan  yangditetapkan 

dalampersetujuanKSP adalahsebesarusulan besarankontribusitetap 

danpersentasepembagiankeuntunganyangdiajukanoleh pihaklain. 

(4) Besarankontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dijadikannilai limitterendahdalam 

pelaksanaanpemilihanmitraKSP. 

 

Pasal 173 

Pemilihanmitra KSP dilakukan olehpanitia pemilihansebagaimana dimaksud 

dalamPasal 55berdasarkanketentuansebagaimanadimaksud 

dalamPasal55sampaidenganPasal82. 

 
Pasal 174 

(1) BupatimenerbitkankeputusanpelaksanaanKSP. 

(2) KeputusanpelaksanaanKSP sebagaimanadimaksudpadaayat(1) paling 

sedikitmemuat: 

a. objekKSP; 

b. peruntukanKSP; 

c. penerimaandaerahdariKSP; 

d. identitasmitraKSP;dan 

e. jangkawaktuKSP. 

 

Pasal 175 

(1) Berdasarkankeputusan pelaksanaanKSP sebagaimanadimaksud Pasal174,para 

pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal149 



 

 
 

ayat(1)menandatanganiPerjanjianKSP dilakukan palinglambat 1 (satu)tahun 

terhitungsejaktanggalberlakukeputusanpelaksanaanKSP. 

(2) Apabiladalamjangkawaktu 1 (satu)tahunsejakkeputusanpelaksanaan KSP 

ditetapkantidakditindaklanjutidenganpenandatanganan perjanjian 

KSP,keputusanpelaksanaan KSPsebagaimanadimaksuddalamPasal174 

dinyatakantidakberlaku. 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukansetelah mitraKSP menunjukkan bukti pembayarankontribusi 

tetaptahunpertama. 

 
Pasal 176 

(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan 

dalamperjanjianKSP. 

(2) Apabila KSP dilakukanbukandalamrangkamengoperasionalkanbarangmilik 

daerah,makapadasaatpembangunanselesaidilaksanakan,mitraKSPwajib: 

a.  menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnyayangmerupakan 

bagiandari 

kontribusitetapdanpembagiankeuntungansebagaimanadimaksuddalamPasal 

150 ayat(5); 

b. 

dapatlangsungmengoperasionalkanhasilKSPyangdibangunsesuaidengan 

perjanjianKSP. 

 

Paragraf 11 

Tatacara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada pada Pengguna Barang 

Pasal 177 

TahapanpelaksanaanKSPatasbarangmilik 

daerahyangberadapadaPenggunaBarangmeliputi: 

a. permohonan; 

b. penelitianadministrasi; 

c. pembentukanTimdanpenilaian; 

d. perhitunganbesarankontribusidanpersentasepembagiankeuntungan; 

e. persetujuan; 

f. pemilihanmitra; 

g. penerbitankeputusan; 

h. penandatangananperjanjian;dan 

i. pelaksanaan. 



 

 
 

Pasal 178 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal177hurufadiajukan oleh 

Pengguna Baranguntuk memperoleh persetujuandariPengelolaBarang. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. latarbelakangpermohonan; 

b. rencanaperuntukanKSP; 

c. jangkawaktuKSP;dan 

d. usulanbesaranpenerimaandaerahdari KSP. 

(3) Permohonan dimaksud sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. data calon peserta; 

b. proposal rencana KSP; 

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan obyek KSP; 

d. surat pernyataan dari Pengguna barang; 

(4) Surat pernyataan dari Pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

huruf d menegaskan bahwa : 

a. Barang Milik daerah yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan; 

b. Pelaksanaan KSP Barang Milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(5) Dalam hal Pengguna barang mengusulkan menetapkan mitra KSP melalui 

mekaisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat 

(4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola 

Barang sebagaimana pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP. 

(6) Data calon mitra KSP sebagaiman dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

a. Nama; 

b. Alamat; 

c. NPWP; dan 

d. Bentuk kelembagaan,  jenois  kegiatan  usaha,  Foto  copy  surat  ijin  usaha 

/tanda ijin usaha/yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk 

badan hukum atau badan usaha. 

 
Pasal 179 

(1) Persetujuanatas permohonanKSP sebagaimana dimaksuddalam Pasal178 

ayat(1)diberikanoleh Pengelola Barang berdasarkan laporanpanitia pemilihan 

mitra dan laporan TimKSP denganmempertimbangkan hasil penilaian. 

(2) Apabila Pengelola Barang tidakmenyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola 

Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai denganalasan. 



 

 
 

(3) Pemberianpersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

olehPengelolaBarangdenganmenerbitkan suratpersetujuan. 

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: 

a. objekKSP; 

b. peruntukanKSP; 

c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 

nilaiinvestasipemerintah; 

d. minimalbesarankontribusitetap; 

e. minimalpersentasepembagiankeuntungan;dan 

f. jangkawaktuKSP. 

(5) BerdasarkanSuratPersetujuanKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(4), 

BupatimenetapkankeputusanpelaksanaanKSP. 

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat(5),parapihaksebagaimanadimaksud dalamPasal149 ayat(1) 

menandatanganiperjanjian KSP dilakukan palinglambat 1 (satu) tahun 

terhitungsejaktanggalberlakukeputusanpelaksanaanKSP. 

(7) Surat persetujuan KSP dari PengelolaBarang dinyatakan tidakberlaku 

apabiladalam jangkawaktu 1 (satu)tahunsejakditetapkantidak 

ditindaklanjutidenganpenandatanganansuratperjanjianKSP. 

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

dilakukansetelahmitraKSP menunjukkan buktipembayarankontribusi 

tetaptahunpertama. 

Pasal 180 

Ketentuan pelaksanaa KSP barangmilik daerahyangberada pada Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 176 

mutatismutandis berlaku untuk pelaksanaanKSP barang milik daerahyang 

beradapadaPenggunaBarang. 

Paragraf 12 

PerpanjanganJangkaWaktuKSP 

Yang Berada PadaPengelolaBarang danPenggunaBarang 
 

Pasal 181 

(1) PermohonanperpanjanganjangkawaktuKSP atas barangmilikdaerah yang 

berada pada PengelolaBarang diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati 

palinglambat 2 (dua) tahun sebelumberakhirnyajangkawaktu KSP. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudayat(1)dilampiri: 

a. ProposalperpanjanganKSP; 

b. DatadankondisiobjekKSP;dan 



 

 
 

c. Buktipenyetorankontribusitetapdanpembagiankeuntungan 

dalam5(lima)tahunterakhir. 

(3) Bupati menelitipermohonan sebagaimanadimaksudpadaayat(1), serta 

mengevaluasi kelayakanperpanjanganpelaksanaanKSPyang telah berlangsung. 

(4) Dalam hal berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3), 

BupatimenyetujuiusulanperpanjanganjangkawaktuKSP,makaBupati: 

a. membentuk Tim KSP;dan 

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang 

milikdaerah      yangakan 

dijadikanobjekKSP,besarankontribusitetap,danpersentasepembagiankeuntu 

nganKSP. 

(5) TugasTimKSPsebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufaantaralain: 

a. MenyiapkanperjanjianperpanjanganKSP; 

b. menghitung besarankontribusitetapdanpersentasepembagian 

keuntunganKSP berdasarkan dan/atau denganmempertimbangkan 

hasilPenilaian;dan 

c. melaksanakankegiatanlainyangditugaskanolehBupati. 

 

Pasal 182 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), 

BupatimelaluiPengelolaBarangdapat menugaskan penilaiatau pihak 

yangberkompetenuntukmelakukananalisiskelayakan perpanjangan 

pelaksanaanKSP. 

(2) Penilaiatau pihakyangberkompetensebagaimanadimaksudpadaayat 

(1)menyampaikan laporananalisis kelayakanperpanjanganyang merupakan 

hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

(3) TimKSPsebagaimanadimaksuddalam Pasal181ayat(5)menyampaikan 

laporanhasilpelaksanaantugaskepadaBupatimelaluiPengelolaBarang. 

(4) Apabilalaporanhasil pelaksanaantugasTimKSPsebagaimanadimaksud padaayat 

(3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP 

tidakdapat disetujui, Bupatimenerbitkan surat penolakan perpanjanganjangka 

waktu KSP yang ditujukankepada mitra KSPdisertaidenganalasan. 

(5) ApabilalaporanhasilpelaksanaantugasTimKSPsebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 

waktuKSPdapatdisetujui,Bupatimenerbitkansurat persetujuan 

perpanjanganjangkawaktuKSPyangditujukankepadamitraKSP. 



 

 
 

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjanganjangka waktu KSP 

sebagaimanadimaksud padaayat(5),TimKSPmenyusunperjanjian perpanjangan 

jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. 

(7) Perpanjanganjangka waktu KSP sebagaimanadimaksudpada ayat(6) 

berlakupada saat penandatanganan perjanjianKSP antara Bupati 

denganmitraKSPdilakukan. 

 
Pasal 183 

(1) PermohonanperpanjanganjangkawaktuKSP atasbarang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang diajukan olehmitra KSP kepada 

PenggunaBarang. 

(2) Permohonan  sebagaimanadimaksudayat(1)dilampirkan: 

a. proposalperpanjanganKSP; 

b. datadankondisiobjekKSP;dan 

c. 

buktipenyetorankontribusitetapdanpembagiankeuntungandalam5(lima) 

tahunterakhir. 

 
Pasal 184 

(1) PenggunaBarang melakukanpenelitianadministrasiatas permohonan 

perpanjanganjangkawaktuKSPyangdisampaikanoleh  mitraKSP 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 183 ayat(1). 

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 

perpanjanganjangkawaktuKSPkepadaPengelolaBarang. 

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud 

padaayat(2),dilampirkan: 

a. proposalperpanjanganKSP; 

b. datadankondisiobjekKSP;dan 

c. buktipenyetorankontribusitetapdan 

pembagiankeuntungandalam5(lima)tahunterakhir. 

(4) Apabila berdasarkan hasilpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang menyetujuiusulan perpanjangan jangka waktu 

KSP,makaPengelolaBarang: 

a. membentuk Tim KSP;dan 

b. menugaskanPenilai. 

 

Pasal 185 



 

 
 

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) huruf a 

bertugasantaralain: 

a. menyiapkanperjanjianperpanjanganKSP; 

b. menghitung besarankontribusitetapdanpersentasepembagian 

keuntunganKSPberdasarkandan/ataudengan mempertimbangkan 

hasilpenilaian; 

c. melaksanakankegiatanlain yangditugaskanolehPengelolaBarang. 
 

(2) Tim KSP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) menyampaikan laporan 

pelaksanaantugaskepadaPengelolaBarang. 

(3) Dalam hal hasilpelaksanaan tugasTim KSP sebagaimanadimaksudpada ayat (2) 

menunjukkan  bahwa  permohonan  perpanjanganjangkawaktu 

KSPtidakdapatdisetujui,PengelolaBarangmenerbitkansuratpenolakan 

perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP 

disertaidenganalasan. 

(4) Dalam hal  hasilpelaksanaan  tugasTim  KSP  sebagaimanadimaksud  pada  ayat 

(2) menunjukkan bahwa permohonanperpanjanganjangkawaktu KSP dapat 

disetujui, Pengelola Barang menerbitkansurat persetujuan 

perpanjanganjangkawaktuKSPyangditujukankepadamitraKSP. 

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjanganjangkawaktuKSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan 

jangkawaktuKSPsekaligusmenyiapkanhal-halteknisyang diperlukan. 

 

Pasal 186 

(1) PenilaisebagaimanadimaksuddalamPasal184ayat(4)hurufbbertugas 

melakukanpenghitungannilai barangmilik daerahyang akandijadikan objek 

KSP, besaran kontribusi tetapdan persentase pembagian keuntunganKSP. 

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penilaian 

yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. 

 

Pasal 187 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaanKSPataspermohonanperpanjangansebagaimanadimaksud 

dalamPasal183,PengelolaBarangdapatmenugaskanpenilaiataupihak 

yangberkompetenuntukmelakukananalisis  kelayakanperpanjangan 

pelaksanaanKSP. 



 

 
 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan 

perjanjianKSPantaraPengelolaBarangdenganmitraKSPdilakukan. 

 

Pasal 188 

(1) Dalamhal Bupatiatau  PengelolaBarangtidakmenyetujuipermohonan 

perpanjangan  jangkawaktuKSP,objekKSPbeserta saranaberikut 

fasilitasnyadiserahkan  kepadaBupatiatauPengelolaBarang  padasaat 

berakhirnyajangkawaktuKSPsebagaimanadiaturdalamperjanjianKSP. 

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana danprasarananya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima 

(BAST)antaramitraKSPdengan: 

a. Bupati,untuk barangmilik daerah yang berada pada PengelolaBarang;atau 

b. Pengelola Barang,untuk barang milik daerah yang berada 

padaPenggunaBarang. 

 
Bagian Keenam 

BangunGunaSerah  (BGS)atauBangunSerahGuna  (BSG) 
 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

Pasal 189 

(1) BGS/BSGbarangmilik daerahdilaksanakandenganpertimbangan: 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitasbagi 

penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk kepentingan 

pelayananumumdalamrangkapenyelenggaraantugasdanfungsi; dan 

b. TidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalamAPBDuntuk 

penyediaanbangunandanfasilitastersebut. 

(2) Bangunan danfasilitasnyayangmenjadi bagiandari hasil pelaksanaan 

BGS/BSGharusdilengkapidenganIzinMendirikanBangunan(IMB)atas 

namapemerintahdaerah. 

(3) BiayapersiapanBGS/BSGyang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna 

Barang sampai dengan penunjukan mitra SGS/BSG dibebankanpadaAPBD. 

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG 

dan biayapelaksanaan BGS/BSG menjadi bebanmitrayang bersangkutan. 

(5) PenerimaanhasilpelaksanaanBGS/BSGmerupakanpenerimaandaerah 

yangwajibdisetorkanseluruhnyakerekeningKasUmumDaerah. 

(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 



 

 
 

Pasal 190 

(1) PenetapanstatusPenggunaanbarangmilik daerahsebagai hasil  dari 

pelaksanaanBGS/BSGdilaksanakanolehBupati,dalam  rangka 

penyelenggaraantugasdan fungsi Perangkat Daerah terkait. 

(2) HasilpelaksanaanBGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah 

bangunanbesertafasilitasyangtelahdiserahkan oleh mitra setelah berakhirnya 

jangka waktu yang diperjanjikan untukBGS atau setelah 

selesainyapembangunanuntukBSG. 

 
Pasal 191 

(1) MitraBGS ataumitraBSG yangtelahditetapkan,selamajangkawaktu 

pengoperasian: 

a. Wajibmembayarkontribusike rekeningKas Umum Daerahsetiap 

tahunsesuaibesaranyangtelahditetapkan; 

b. Wajibmemeliharaobjek BGS/BSG;dan 

c. Dilarangmenjaminkan,menggadaikan,ataumemindahtangankan: 

1) TanahyangmenjadiobjekBGS/BSG; 

2) HasilBGS yang digunakan langsunguntuk penyelenggaraan 

tugasdanfungsiPemerintahDaerah; 

3) HasilBSG. 

(2) MitraBGS barangmilik daerahharus 

menyerahkanobjekBGSkepadaBupatipadaakhirjangkawaktupengoperasian,sete 

lahdilakukanauditoleh aparat pengawasaninternpemerintah. 

 
Paragraf  2 

Pihak Pelaksana 

Pasal 192 

(1) PihakyangdapatmelakukanBGS/BSGadalahPengelolaBarang. 

(2) PihakyangdapatmenjadimitraBGS/BSGmeliputi: 

a. BadanUsahaMilikNegara; 

b. BadanUsaha MilikDaerah; 

c. Swastakecualiperorangan;dan/atau 

d. BadanHukumlainnya. 

(3) DalamhalmitraBGS/BSGsebagaimanadimaksudpada  ayat(2) 

membentukkonsorsium, mitra BGS/BSGharusmembentukbadan hukum 

Indonesiasebagaipihakyangbertindakuntuk 

danatasnamamitraBGS/BSGdalamperjanjianBGS/BSG. 



 

 
 

Paragraf 3 

ObjekBGS/BSG 

Pasal 193 

(1) ObjekBangunGunaSerahatauBangunSerahGunameliputi: 

a. BarangMilikDaerahberupatanahyangberadapadaPengelolaBarang;atau 

b. BarangMilikDaerahberupatanahyangberadapadaPenggunaBarang. 

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah berupatanah yangstatus penggunaannya 

beradapadaPenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf b 

telahdirencanakanuntukpenyelenggaraantugasdanfungsiPenggunaBarangyang 

bersangkutan,BangunGunaSerahatau 

BangunSerahGunadapatdilakukansetelahterlebihdahuludiserahkankepadaBup 

ati. 

(3) BGS/BSGsebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakanoleh Pengelola 

Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barangsesuaitugasdanfungsinya. 

(4) KeikutsertaanPengguna  Barangdalam  pelaksanaanBGS/BSG, 

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)adalahmulaidaritahappersiapan 

pembangunan, pelaksanaan pembangunansampaidengan 

penyerahanhasilBGS/BSG. 

 
Paragraf 4 

HasilBGS/BSG 

Pasal 194 

(1) Gedung,bangunan,sarana,danfasilitasnyayangdiadakanolehmitraBangun 

GunaSerahatauBangunSerahGunamerupakanhasilBangunGunaSerah 

atauBangunSerahGuna. 

(2) Saranadan fasilitas hasil BangunGunaSerahatau BangunSerah guna 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1),antaralain: 

a. Peralatandanmesin; 

b. jalan,irigasidanjaringan; 

c. asset tetaplainnya;dan 

d. asset lainnya. 

(3) Gedung,bangunan,  saranadanfasilitassebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

menjadiBarangMilik Daerahsejakdiserahkan kepadaPemerintahDaerah 

sesuaiperjanjianataupadasaatberakhirnyaperjanjian. 

 
Pasal 195 



 

 
 

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG,mitra BGS/BSG dapat melakukan 

perubahandan/ataupenambahanhasilBGS/BSG. 

(2) Perubahan dan/atau penambahanhasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksudpadaayat (1) dapatdilakukansesuaidenganpenyelenggaraan tugas dan 

fungsipemerintah daerahdan/atau untukprogram-program 

nasionalsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)dilakukandengan caraaddendumperjanjian BGS/BSG. 

(4) AddendumperjanjianBGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(3): 

a. tidakmelebihijangkawaktupalinglama30(tigapuluh)tahun;dan 

b. menghitungkembalibesarankontribusiyang 

ditetapkanberdasarkanhasilperhitunganTimyangdibentukolehBupati. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan  hasil  BGS/BSG  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuanBupati. 

 
Paragraf 5 

BentukBGS/BSG 

Pasal 196 

BGS/BSGbarangmilikdaerahdilaksanakandenganbentuk: 

a. BGS/BSGbarang milik daerahatas tanah yang berada pada Pengelola 

Barang;dan 

b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang. 

 

Paragraf 6 

PemilihanDanPenetapanMitraBGS/BSG 

Pasal 197 

(1) Pemilihanmitra BangunGunaSerahatau BangunSerahGunadilakukan 

melaluiTender. 

(2) Hasilpemilihanmitra BangunGunaSerahatauBangunSerahGuna 

sebagaimanapadaayat(1)ditetapkanolehBupati. 

 
Paragraf 7 

Jangka WaktuBGS/BSG 

Pasal 198 

(1) JangkawaktuBangunGunaSerahatauBangunSerahGunapalinglama30(tigapulu 

h)tahunsejakperjanjianditandatangani. 



 

 
 

(2) JangkawaktuBangunGunaSerahatauBangunSerahGunasebagaimanadimaksud 

padaayat(1)hanyaberlakuuntuk1 

(satu)kaliperjanjiandantidakdapatdilakukanperpanjangan. 

 
Paragraf 8 

Perjanjian BGS/BSG 

Pasal 199 

(1) PelaksanaanBGS/BSGdituangkandalamperjanjian. 
 

(2) PerjanjianBGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditandatangani 

antaraBupatidenganmitraBGS/BSG. 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. Dasarperjanjian; 
 

b. Identitasparapihakyang terikatdalamperjanjian; 
 

c. ObjekBGS/BSG; 
 

d. HasilBGS/BSG; 
 

e. PeruntukanBGS/BSG; 
 

f. JangkawaktuBGS/BSG; 
 

g. Besarankontribusitahunansertamekanismepembayarannya; 
 

h. BesaranhasilBGS/BSGyangdigunakan langsunguntuktugasdan 

fungsiPengelolaBarang/PenggunaBarang; 

i. Hakdankewajibanparapihakyangterikatdalam perjanjian; 
 

j. KetentuanmengenaiberakhirnyaBGS/BSG; 
 

k. sanksi; 
 

l. penyelesaianperselisihan;dan 
 

m. persyaratanlainyangdianggapperlu. 
 

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dituangkan 

dalambentukAkta Notaris. 

(5) PenandatangananperjanjianBGS/BSGdilakukansetelahmitra 

BGS/BSGmenyampaikan bukti setor pembayaran kontribusitahunan 

pertamakepadapemerintahdaerah. 

(6) Bukti setorpembayarankontribusitahunanpertamasebagaimana 

dimaksudpadaayat(5)merupakansalahsatudokumenpadalampiran 

yangmenjadibagiantidakterpisahkandari perjanjianBGS/BSG. 



 

 
 

Paragraf 9 

KontribusiTahunan,HasilBGS/BSGYangDigunakanLangsungUntukTugas 

danFungsiPemerintahDaerah,Penghitungan dan Pembayarannya 

Pasal 200 

(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas 

UmumDaerahsebagai penerimaan daerah dari pelaksanaanBGS/BSG. 

(2) Besarankontribusitahunansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dihitungolehTimyangdibentukolehBupati. 

 
Pasal 201 

(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran 

persentase kontribusi tahunan dengannilaiwajar barangmilik daerah 

yangakandilakukanBGS/BSG. 

(2) Besaranpersentasekontribusitahunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetap 

kanolehBupatiberdasarkanperhitunganPenilai. 

(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 

PenilaiPublikyangditetapkanolehBupati. 

(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbedadengannilai wajarhasil 

penilaiansebagaimanadimaksudpadaayat (3), BGS/BSG barangmilik 

daerahmenggunakan nilaiwajarhasilpenilaiansebagaimanadimaksud 

padaayat(3). 

 
Pasal 202 

(1) PembayarankontribusitahunanpertamakeRekeningKas UmumDaerah 

olehmitraBGS/BSG harus dilakukanpaling lambat 2 (dua) hari kerja 

sebelumpenandatanganan perjanjianBGS/BSG. 

(2) Pembayarankontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum 

Daerah harus dilakukansesuai dengantanggalyangditetapkan dalamperjanjian. 

(3) Pembayarankontribusitahunanpadaakhirtahunperjanjiandibayarkan 

palinglamhat6(enam)bulansebelumperjanjianberakhir. 

(4) Pembayaran kontribusitahunan sebagaimanadimaksud pada 

ayat(1)danayat(2)dibuktikandenganbuktisetor. 

 
Pasal 203 

(1) Dalam jangka waktu pengoperasianBOS/BSG,palingsedikit10% 

(sepuluhpersen)dari hasil BOS/BSGharus digunakanlangsungoleh Pengguna 

Baranguntukpenyelenggaraantugasdanfungsi pemerintahan 



 

 
 

(2) BesaranhasilBGS/BSGyang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yangdilakukan 

rekomendasi olehTim yangdibentuk oleh Bupati. 

(3) Penyerahan bagian hasilBGS/BSG yang digunakan langsung 

sebagaimanadimaksud padaayat (1), dilakukan sesuai denganwaktu 

yangditentukandalamperjanjianBOS/BSG. 

(4) Penetapan penggunaan barang milik 

daerahhasilBGS/BSGyangdigunakanlangsungsebagaimana 

dimaksudpadaayat(1),dilakukanoleh Bupati. 

 
Paragraf 10 

BerakhirnyaJangkaWaktuBGS/BSG 

Pasal 204 

(1) BGS/BSGberakhirdalamhal: 

a. Berakhirnyajangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuangdalam 

perjanjianBOS/BSG; 

b. PengakhiranperjanjianBGS/BSGsecarasepihakolehBupati; 

c. BerakhirnyaperjanjianBGS/BSG; 

d. Ketentuanlainsesuaiperaturanperundang-undangan. 

(2) PengakhiranBOS/BSG secarasepihakolehBupatisebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) hurufb, dapatdilakukandalam halmitraBGS/BSGtidak 

memenuhikewajibansebagaimana tertian dalam perjanjian dan 

ketentuandalamPeraturanBupatiini, antaralain: 

a. MitraBOS/BSG terlambatmembayarkontribusitahunansebanyak3 

(tiga)kaliberturut-turut; 

b. MitraBGS/BSG tidakmembayarkontribusitahunansebanyak3(tiga) kali 

berturut-turut;atau 

c. Mitra 

BGS/BSGbelummemulaipembangunandan/atautidakmenyelesaikanpemban 

gunan sesuaidenganperjanjian,kecualidalam keadaanforcemajeure. 

(3) PengakhiranBOS/BSG sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapat 

dilakukanolehBupatisecaratertulis. 

 
Pasal 205 

(1) PengakhiranperjanjianBGS/BSGsecarasepihakolehBupatisebagaimana 

dimaksuddalamPasal 204 ayat(1)hurufb,dilaksanakandengantahapan: 

a. BupatimenerbitkantegurantertulispertamakepadamitraBGS/BSG; 



 

 
 

b. DalamhalmitraBGS/BSGtidakmelaksanakantegurandalamjangka 

waktu30(tigapuluh)harikalendersejakditerbitkantegurantertulis 

pertama,Bupatimenerbitkantegurantertuliskedua; 

c. DalamhalmitraBGS/BSGtidakmelaksanakantegurankeduadalam 

jangkawaktu30(tigapuluh)harikalendersejakditerbitkanteguran tertulis 

kedua,Bupatimenerbitkantegurantertulis ketiga  yang 

merupakanteguranterakhir;dan 

d. DalamhalmitraBGS/BSGtidakmelaksanakan teguranketiga dalam 

jangkawaktu30(tigapuluh)harikalendersejakditerbitkanteguran 

tertulisketiga,BupatimenerbitkansuratpengakhiranBGS/BSG. 

(2) Setelahmenerimasurat pengakhiranBGS/BSGsebagaimanadimaksud 

padaayat(1) dalamjangkawaktupalinglama30(tigapuluh) hari, mitra 

BGS/BSGwajibmenyerahkanobjekBGS/BSGkepadaBupati. 

(3) Bupati memintaaparat pengawasanintern pemerintahuntukmelakukan 

auditatasobjekBGS/BSGyangdiserahkan olehmitraBGS/BSG. 

(4) Auditsebagaimana dimaksudpadaayat(3)ditujukanuntukmemeriksa: 
 

a. Kesesuaianjumlah dan kondisiobjekBGS/BSGantara yangakan 

diserahkandenganperjanjianBGS/BSG; 

b. KesesuaianbangunandanfasilitashasilBGS/BSGantarayangakan 

diserahkandengan PerjanjianBGS/BSG;dan 

c. LaporanpelaksanaanBGS/BSG. 
 

(5) Aparatpengawasan internpemerintah melaporkan hasil audit 

kepadaBupatidengan tembusankepadamitraBGS/BSG. 

(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yangdisampaikan 

olehaparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannyakepada Bupati. 

(7) Serahterimaobjek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saatberakhirnya 

jangkawaktuBGS/BSGdandituangkandalam BeritaAcara SerahTerima(BAST). 

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasilauditdalamhalterdapat hasil 

audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah 

dilakukannyaserahterimasebagaimanadimaksudpadaayat(7). 

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra 

BGS/BSG untuk memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang dalam 

perjanjianBGS/BSG. 

Paragraf 11 



 

 
 

TataCaraPelaksanaanBGS/BSGAtasBarang MilikDaerah 

BerupaTanahYangBerada PadaPengelolaBarang 

Pasal 206 

Tahapanpelaksanaan BGS/BSGatas barangmilik daerah yangberadapada 

PengelolaBarang,meliputi: 

a. Inisiatifataupermohonan; 

b. Penelitianadministrasi; 

c. PembentukanTimdanPenilaian; 

d. perhitungan besaran penerimaandaerah berupakontribusitahunandanpersentase 

hasil BGS/BSGyangdigunakan langsung untuktugasdanfungsipemerintahan; 

e. pemilihanmitra; 

f. penerbitankeputusan; 

g. penandatangananperjanjian;dan 

h. pelaksanaan. 

 

Pasal 207 

BGS/BSG atasbarangmilik daerahyangberadapadaPengelolaBarangdapat 

dilakukanberdasarkan: 

a. inisiatifBupati;atau 

b. permohonandaripihaklain. 

 

Pasal 208 

(1) InisiatifBupati atas BGS/BSGBarangmilik daerahsebagaimana 

dimaksuddalamPasal   207 

hurufa,dituangkandalambentukrekomendasiBGS/BSGbarang milikdaerah. 

(2) InisiatifBupati 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberasaldarirencanakebutuhanyangdisa 

mpaikanolehPenggunaBarang. 

 
Pasal 209 

(1) Permohonandari pihaklainsebagaimanadimaksuddalamPasal 207 

hurufb,diusulkankepadaBupatiyangmemuat: 

a. Latarbelakangpermohonan; 

b. RencanaperuntukanBGS/BSG; 

c. JangkawaktuBGS/BSG;dan 

d. Usulanbesarankontribusitahunan. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilengkapidengan: 

a. DatabarangmilikdaerahyangdiajukanuntukdilakukanBGS/BSG; 



 

 
 

b. DatapemohonBGS/BSG; 

c. ProposalrencanausahaBGS/BSG; 

d. Informasilainnyaberkaitan denganusulan BGS/BSG,antaralain 

informasimengenai: 

1) RencanaUmumTataRuangWilayahdanpenataankota;dan 

2) Buktikepemilikanataudokumenyangdipersamakan. 

 

Pasal 210 

(1) Besarankontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSGyang 

digunakanlangsunguntuktugasdanfungsipemerintahandihitungoleh 

TimBGS/BSGberdasarkan dan/atau  mempertimbangkan  nilai wajar 

barangmilik daerahdana analisisdariPenilai. 

(2) PenghitunganhasilBGS/BSGyangdigunakanlangsunguntuktugasdan 

fungsipemerintahan, dilakukanolehTimBGS/BSG. 

(3) Apabila diperlukan, Bupati melalui PengelolaBarang dapatmenugaskan 

Penilaiuntukmelakukanperhitunganhasil BGS/BSGyangdigunakan 

langsunguntuktugasdanfungsipemerintahan. 

(4) BesarankontribusitahunandanhasilBGS/BSGyangdigunakanlangsung untuk 

tugasdan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah 

dalampelaksanaanpemilihanmitra. 

(5) Besarankontribusitahunandan 

hasilBGS/BSGyangdigunakanlangsunguntuktugasdanfungsipemerintahan 

sebagaimanadimaksud padaayat (4)ditetapkanBupati. 

 
Pasal 211 

(1) MitraBGS/BSGharus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya 

sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. 

(2) Dalam hal mitraBGS/BSGtelahselesaimelaksanakanpembangunan gedung 

danfasilitasnyasebagaimana dimaksudpadaayat(1),maka: 

a. MitramenyerahkanhasilBGS/BSGyangdigunakan  langsung untuk 

penyelenggaraan tugas danfungsipemerintahan 

sebagaimanaditentukandalamperjanjianBSG/BGS; 

b. MitradapatlangsungmengoperasionalkanhasilBGS yangdibangun 

sesuaidenganperjanjianBGS; 

c. MitramenyerahkanhasilBSGkepadaBupatiHasilBSG; 

d. Sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufcmerupakanbarang milik daerah. 

Pasal 212 



 

 
 

Ketentuanmengenaipelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana 

dimaksuddalamPasal 163 sampaidenganPasal174 mutatismutandisberlaku 

untukpelaksanaanBGS/BSGyang beradapadaPengelolaBarang. 

 
Paragraf 12 

TataCaraPelaksanaanBGS/BSGAtasBarangMilikDaerah 

Berupa TanahYangBeradaPadaPenggunaBarang 

Pasal 213 

(1) BarangmilikdaerahberupatanahyangberadapadaPenggunaBarang 

dapatdilakukanBGS/BSGberdasarkan: 

a. InisiatifPenggunaBarang;atau 

b. Permohonandari pihaklain. 
 

(2) Inisiatif PenggunaBarangataspelaksanaanBGS/BSGbarangmilik daerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a,disampaikandalambentuk 

suratpermohonanpelaksanaanBGS/BSGyangditujukankepadaBupati. 

(3) Permohonandari pihak lain sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, 

disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang 

ditujukankepadaPenggunaBarang. 

(4) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(3)memuatantaralain: 

a. Latarbelakangpermohonan; 

b. RencanaperuntukanBGS/BSG; 

c. JangkawaktuBGS/BSG; 

d. Usulanbesarankontribusitahunan;dan 

e. usulan persentasehasilBGS/BSGyangdigunakan langsunguntuk 

tugasdanfungsi pemerintahan. 

 
Pasal 214 

(1) Pengguna Barangmengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG 

terhadappermohonanpihaklainsebagaimanadimaksuddalamPasal213 

ayat(3)kepadaBupati,yangmemuat: 

a. Latarbelakangpermohonan; 

b. RencanaperuntukanBGS/BSG; 

c. JangkawaktuBGS/BSG; 

d. Usulanbesarankontribusitahunan;dan 

e. usulan persentasehasilBGS/BSGyangdigunakan langsunguntuk 

tugasdanfungsipemerintahan. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)disertai: 



 

 
 

a. Databarangmilik  daerahyangdiajukanuntukdilakukanBGS/BSG; 

b. DatapemohonBGS/BSG; 

c. ProposalBGS/BSG; 

d. DatabarangmilikdaerahyangakandilakukanBGS/BSG;dan 

e. InformasilainnyaberkaitandenganusulanBGS/BSG. 

(3) Data barang milikdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (2) hurufd, 

menegaskanbahwa: 

a. barang milikdaerah yangakan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan 

dalamrangka penyelenggaraantugas dan fungsipokok Perangkat Daerah 

/unitkerja;dan 

b. pelaksanaanBGS/BSGbarangmilik daerahtidakakanmengganggu 

pelaksanaantugasdanfungsi Perangkat Daerah. 

(4) Informasi lainnyayangberkaitan denganusulan BGS/BSG sebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)hurufe,antaralain informasimengenai: 

a. RencanaUmumTataRuangWilayahdanpenataankota;dan 

b. Buktikepemilikan ataudokumenyang dipersamakan. 

(5) Apabilapermohonan BGS/BSGyang diajukan oleh Pengguna Barang bukan 

berdasarkan permohonandaripemohon BGS/BSG, maka 

permohonanBGS/BSGkepadaBupatitidakperludisertaidatapemohon 

BGS/BSGsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb. 

(6) BerdasarkanpermohonanPengguna Barang sebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)danayat(5),PengelolaBarangmelakukan  penelitianadministrasi 

atasbarangmilik daerahyang akandilakukanBGS/BSG. 

(7) Pengelola Barangmenyampaikan hasilpenelitian sebagaimanadimaksud 

padaayat(6)kepadaBupati. 

 
Pasal 215 

(1) Berdasarkan hasil penelitianadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

214 ayat(7),Bupatidapatmemberikanpersetujuanataupenolakan 

terhadappermohonanBGS/BSG. 

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG,Bupati 

menerbitkansuratpenolakanyangdisampaikankepadaPengguna Barang 

dengandisertaialasan. 

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan 

suratpersetujuan. 

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)memuat 

persetujuanBupatidankewajibanPenggunaBaranguntukmenyerahkan barang 

milikdaerahyangakandijadikansebagaiobjekBGS/BSGkepada Bupati. 



 

 
 

(5) PenyerahanobjekBGS/BSGkepadaBupatisebagaimanadimaksudpada 

ayat(4),dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

 
Pasal 216 

Penentuanrinciankebutuhanbangunandanfasilitasyangakandibangun diatas objek 

BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan Bersama 

antaraPengelolaBarang dan PenggunaBarang. 

 
Bagian Ketujuh 

Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) 
 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 217 

KSPIatasbarangmilik daerahdilakukandenganpertimbangan: 

a. dalam rangkakepentinganumumdan/ataupenyediaaninfrastrukturguna 

mendukungtugasdanfungsipemerintahan; 

b. tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaaninfrastruktur;dan 

c. termasukdalam daftar prioritas program penyediaan infrastrukturyang 

ditetapkanolehpemerintah. 

 
Pasal 218 

(1) KewajibanMitraKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturselamajangkawaktu 

KerjaSamaPenyediaanInfrastrukturadalah: 

a. Dilarangmenjaminkan,menggadaikan,atau memindahtangankanBarang 

MilikDaerahyang menjadiobjek KerjaSamaPenyediaanInfrastruktur; 

b. wajib memeliharaobjekKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturdanbarang 

hasilKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur;dan 

c. dapat dibebankan pembagiankelebihan keuntungan sepanjang terdapat 

kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat 

perjanjiandimulai(clawback). 

(2) Mitra KerjaSama PenyediaanInfrastruktur harus menyerahkanobjek Kerja 

SamaPenyediaanInfrastruktur danbarang  hasil  KerjaSamaPenyediaan 

InfrastrukturkepadaPemerintahDaerahpadasaatberakhirnyajangkawaktu 

KerjaSamaPenyediaanInfrastruktursesuaiperjanjian. 



 

 
 

(3) BaranghasilKerjaSama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada 

ayat(2)menjadiBarangMilikDaerahsejakdiserahkankepadaPemerintah 

Daerahsesuaiperjanjian. 

(4) Penetapan mitra KerjasamaPenyediaan Infrastrukturdilaksanakan 

sesuaiketentuan peraturanperundang-undangan. 

 
Paragraf 2 

PihakPelaksanaKSPIAtasBarangMilikDaerah 

Pasal 219 

(1) Pihakyang dapatmelaksanakanKSPIadalah: 

a. Pengelola Barang,untuk barang milik daerah yang 

beradapadaPengelolaBarang;atau 

b. Pengguna Barang,untuk barangmilik daerah yang 

beradapadaPenggunaBarang. 

(2) KSPI atasbarangmilikdaerahdilakukanantara 

pemerintahdaerahdanbadanusaha. 

(3) Badanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(2)adalahbadanusahayangberbent 

uk: 

a. PerseroanTerbatas; 

b. BadanUsahaMilikNegara; 

c. BadanUsahaMilikDaerah;dan/atau 

d. Koperasi. 

 

Paragraf 3 

Objek KSPI 

Pasal 220 

(1) ObjekKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturmeliputi: 

a. BarangMilikDaerahyangberadapadaPengelolaBarang;atau 

b. BarangMilikDaerahyangberadapadaPenggunaBarang. 
 

(2) ObjekKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerahmeliputi: 

a. Tanahdan/ataubangunan; 

b. Sebagiantanahdan/ataubangunanyangmasihdigunakan;atau 

c. Selaintanahdan/ataubangunan. 

 

Paragraf 4 

Jangka Waktu KSPI 



 

 
 

Pasal 221 

(1) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerahpalingl 

ama50 (limapuluh)tahunsejakperjanjianditandatanganidandapatdiperpanjang. 

(2) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehBupati. 

(3) JangkawaktuKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah dan 

perpanjangansebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan 

dalamperjanjianKerjaSamaPenyediaanInfrastrukturatasBarangMilikDaerah. 

 
Pasal 222 

(1) Perpanjanganjangka waktuKSPI atasbarang milik daerahsebagaimana 

dimaksuddalamPasal221 ayat(3) hanyadapatdilakukanapabilaterjadi 

governmentforcemajeure,sepertidampak kebijakanpemerintahyang disebabkan 

olehterjadinyakrisisekonomi,politik, sosial,dankeamanan. 

(2) Perpanjanganjangkawaktu KSPI atasbarangmilikdaerah sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan 

setelahgovernmentforcemajeure terjadi. 

 
Paragraf 5 

HasilKSPIAtasBarangMilikDaerah 

Pasal 223 

(1) HasildariKSPIatasbarangmilikdaerahterdiriatas: 

a. barang hasil KSPI berupa infrastrukturbeserta fasilitasnya 

yangdibangunolehmitraKSPI;dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntunganyang diperoleh dari yang 

ditentukanpadasaatperjanjiandimulai(clawback). 

(2) Pembagianatas kelebihankeuntungansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf 

b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus 

disetorkankerekeningKasUmumDaerah. 

 
Pasal 224 

(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan(clawback) 

ditetapkanolehBupati. 

(2) Penetapanbesaranpembagiankelebihankeuntungan(clawback) 

sebagaimanadimaksud padaayat (1)dilakukandengan 

mempertimbangkanhasilkajiandari   Tim 

KerjaSamaPenyediaanInfrastrukturyangdibentukolehBupati. 



 

 
 

(3) Perhitungan pembagiankelebihankeuntungan(clawback)sebagaimanadimaksud 

padaayat (1) dilakukandengan mempertimbangkanantaralain: 

a. Nilaiinvestasi PemerintahDaerah; 

b. Nilaiinvestasi mitraKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur; 

c. Resikoyangditanggung mitraKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur;dan 

d. Karakteristikinfrastruktur. 

 

 
BAB VIII 

PENGAMANAN DANPEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 

Pengamanan 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

Pasal 225 

(1) PengelolaBarang,PenggunaBarangdan/ataukuasa 

PenggunaBarangwajibmelakukanpengamananBarangMilikDaerahyangberadada 

lampenguasaannya. 

(2) Pengamanan BarangMilik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat(1), 

meliputi: 

a. Pengamananfisik; 

b. Pengamananadministrasi;dan 

c. Pengamananhukum. 

 

Pasal 226 

(1) BuktikepemilikanBarangMilikDaerahwajibdisimpandengantertibdanaman. 
 

(2) PenyimpananbuktikepemilikanBarangMilik DaerahdilakukanolehPengelola 

Barang. 

 
Pasal 227 

Bupatidapatmenetapkankebijakanasuransiataupertanggungandalamrangkapengam 

ananBarangMilikDaerahtertentudenganmempertimbangkankemampuankeuangand 

aerah. 

Paragraf 2 

TataCaraPengamananTanah 

Pasal 228 

(1) Pengamananfisik tanahdilakukandenganantaralain: 



 

 
 

a. Memasangtandaletaktanahdengan membangunpagarbatas; 

b. Memasangtandakepemilikantanah;dan 

c. Melakukanpenjagaan. 
 

(2) Pengamananfisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan 

denganmempertimbangkankemampuan keuangan pemerintah daerah 

dankondisi/letaktanahyang bersangkutan. 

(3) Pengamanan administrasitanahdilakukan dengan: 

a. Menghimpun,mencatat,menyimpan,dan menatausahakandokumen 

buktikepemilikantanahsecaratertibdanaman. 

b. Melakukanlangkah-langkahsebagaiberikut: 

1) Melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpansertifikat tanah; 

2) Membuatkartuidentitasbarang; 

3) Melaksanakaninventarisasi/sensusbarangmilikdaerahsekali 

dalam5(lima)tahunsertamelaporkanhasilnya;dan 

4) MencatatdalamDaftarBarangPengelola/Pengguna 

Barang/KuasaPengguna. 

(4) Pengamanan hokum dilakukanterhadap: 

a. Tanahyangbelummemilikisertifikat;dan 

b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama 

pemerintahdaerah. 

 
Pasal 229 

Pembangunanpagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal228 ayat (1) huruf a 

belumdapatdilakukandikarenakanketerbatasananggaran,maka 

pemasangantandaletaktanahdilakukanmelaluipembangunan patokpenanda 

batastanah. 

 
Pasal 230 

TandakepemilikantanahsebagaimanadimaksuddalamPasal 228 ayat(1)huruf 

b,dibuatdenganketentuanantaralain: 

a. Berbahanmaterialyangtidakmudahrusak; 

b. Diberitulisantandakepemilikan; 

c. Gambar lambing pemerintahdaerah;daninformasilain yangdianggapperlu. 

 

Pasal 231 



 

 
 

(1) Pengamanan hukum terhadaptanahyang belum memiliki sertifikat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) hurufa, dilakukan 

dengancara: 

a. Dalam hal barangmilik daerahtelahdidukungoleh dokumenawal 

kepemilikan,antara lain berupaLetter C,aktajual beli, akte hibah, atau 

dokumen setara lainnya,maka Pengelola Barang/PenggunaBarangdan/atau 

KuasaPengguna Barangsegera mengajukan permohonan penerbitan 

sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan 

Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/ Kantor 

Pertanahan setempatsesuai denganketentuanperaturanperundang- 

undangan;dan 

b. Dalam hal 

barangmilikdaerahtidakdidukungdengandokumenkepemilikan,Pengelola 

Barang/PenggunaBarangdan/atauKuasa 

PenggunaBarangmengupayakanuntukmemperolehdokumenawal 

kepemilikansepertiriwayattanah. 

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikatnamun belum 

atasnamapemerintahdaerahsebagaimana dimaksuddalamPasal 228 

ayat(4)hurufb, dilakukan  dengancaraPengelolaBarang/Pengguna 

Barangdan/atauKuasaPenggunaBarangsegeramengajukan 

permohonanperubahan nama sertifikat hakatas tanah kepadakantor 

pertanahansetempatmenjadiatasnamapemerintahdaerah. 

 
Paragraf 3 

TataCaraPengamanan Gedung dan/atauBangunan 

Pasal 232 

(1) Pengamananfisikgedungdan/ataubangunan dilakukandengan,antara lain: 

a. Membangunpagarpembatasgedungdan/ataubangunan; 

b. Memasangtandakepemilikanberupapapannama; 

c. Melakukantindakanantisipasi untukmencegah/menanggulangi 

terjadinyakebakaran; 

d. Gedungdan/ataubangunanyang memilikifungsistrategisatauyang berlokasi 

tertentu dengan tugas dan fungsimelakukan pelayanan langsung 

kepadamasyarakatdapatmemasangClosed-Circuit Television(CCTV); 

e. Menyediakansatuan  pengamanandenganjumlahsesuaifungsi dan 

peruntukangedung dan/ataubangunan sesuai kondisilokasi 

gedungdan/ataubangunantersebut. 



 

 
 

(2) Pengamananfisikterhadapbarangmilik daerahberupagedung dan/atau 

bangunansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukandengan memperhatikan 

skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 

(3) Skalaprioritassebagaimanadimaksudpadaayat(2)antaralain: 

a. Fungsipenggunaanbangunan; 

b. Lokasibangunan;dan 

c. Unsurnilai strategisbangunan. 

(4) Pengamanan administrasi gedungdan/ataubangunandilakukandengan 

menghimpun, mencatat, menyimpan,danmenatausahakan secaratertib 

danteraturatasdokumensebagaiberikut: 

a. DokumenkepemilikanberupaSuratIzinMendirikanBangunan(IMB); 

b. Keputusanpenetapanstatuspenggunaangedungdan/atau bangunan; 

c. DaftarBarangKuasaPenggunaberupagedungdan/ataubangunan; 

d. DaftarBarangPenggunaberupagedungdan/ataubangunan; 

e. DaftarBarangPengelolaberupa gedungdan/ataubangunan; 

f. BeritaAcaraSerahTerima(BAST);dan 

g. Dokumenterkaitlainnyayang diperlukan. 

(5) Pengamanan hukum gedungdan/ataubangunan: 

a. MelakukanpengurusanIzinMendirikanBangunan(IMB),bagibangunanyangbel 

ummemilikiIzinMendirikanBangunan(IMB);dan 

b. Mengusulkanpenetapanstatuspenggunaan. 

 

Paragraf 4 

TataCaraPengamananKendaraanDinas 

Pasal 233 

(1) Kendaraandinasterdiridari: 

a. Kendaraanperorangandinas, yaitukendaraanbermotoryang 

digunakanbagipemangkujabatan: 

1) Bupati; 

2) Wakil Bupati. 

b. Kendaraandinasjabatan,yaitu kendaraan yang disediakan dan 

dipergunakanpejabatuntukkegiatanoperasionalperkantoran; 

c. Kendaraandinas operasionaldisediakan dan dipergunakan untuk 

pelayananoperasionalkhusus,lapangandan pelayananumum. 

(2) Pengamananfisikkendaraandinasdilakukanterhadap: 

a. KendaraanPeroranganDinas; 

b. KendaraanDinasJabatan;dan 

c. KendaraanDinasOperasional. 



 

 
 

Pasal 234 

(1) Pengamanan fisikterhadapkendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 233 ayat (2) hurufa dilakukandenganmembuat Berita Acara Serah 

Terima(BAST) kendaraanantara Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang 

yangmelakukan penatausahaan kendaraanperorangandinas dengan 

Pejabatyangmenggunakan kendaraanperorangandinas. 

(2) BeritaAcaraSerahTerima (BAST)sebagaimanadimaksudpada ayat(1) 

berisiklausaantaralain: 

a. Pernyataantanggung  jawab ataskendaraandengan keterangan, 

antaralainnomor polisi, merek,  tahun perakitankendaraan,kode 

barangkendaraandinasperorangan,danrincianperlengkapanyang 

melekatpadakendaraantersebut; 

b. Pernyataantanggungjawabataskendaraandinas dengan seluruh resiko 

yangmelekatataskendaraandinastersebut; 

c. Pernyataan untukmengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka 

waktupenggunaanatau masajabatantelahberakhirkepada 

PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarangyang melakukan 

penatausahaankendaraanperorangandinas; 

d. Pengembalian kendaraanperorangandinasdiserahkanpadasaat berakhirnya 

masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serahterimakendaraan. 

(3) Pengembaliankendaraanperorangandinasdituangkandalamberitaacara 

penyerahan. 

(4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjaditanggung jawab 

penanggungjawabkendaraandengansanksisesuaiperaturanperundang- 

undangan. 

 
Pasal 235 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 232 ayat(2) hurufc dilakukan denganmembuat 

suratpernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud 

dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barangdenganpenanggungjawabkendaraandinasoperasional. 

(2) Surat pernyataan tanggungjawab sebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)memuatantaralain: 

a. nomorpolisi, merek,tahun perakitankendaraan,kode 

barang,danperlengkapankendaraantersebut; 

b. pernyataantanggungjawabataskendaraandinasoperasionaldengan seluruh 

resikoyangmelekatataskendaraandinastersebut; 



 

 
 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah 

jangkawaktupenggunaanberakhir; 

d. pengembaliankendaraan 

dinasoperasionaldituangkandalamberitaacarapenyerahankembali;dan 

e. menyimpan kendaraan dinas operasional padatempat yangditentukan. 

(3) Dalam hal kendaraan dinasyanghilangsebagaiakibatdarikesalahan atau 

kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan,makaPejabat/penanggung jawab 

yang menggunakan kendaraan dinas sebagaipenanggungjawab kendaraan 

dinas dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 
Pasal 236 

(1) Pengamananadministrasi kendaraan dinasdilakukan,dengan menghimpun, 

mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secaratertib 

danteraturatasdokumensebagaiberikut: 

a. buktipemilikkendaraanbermotor(BPKB); 

b. fotokopisurattandanomorkendaraan(STNK); 

c. BeritaAcaraSerahTerima(BAST); 

d. kartupemeliharaan; 

e. datadaftarbarang;dan 

f. dokumenterkaitlainnyayang diperlukan. 

(2) Pengamanan hukum KendaraanDinasdilakukan,antaralain: 

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan 

bermotor,seperti BPKB dan STNK,termasuk 

pembayaranPajakKendaraanBermotor(PKB); 

b. melakukanpemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yangdikenakan pada pihak- 

pihakyangbertanggungjawabatas kehilangankendaraandinas bermotor. 

 

Paragraf 5 

TataCaraPengamanan Rumah Negara 

Pasal 237 

(1) Pengelola Barang/PenggunaBarang/KuasaPengguna 

Barangdilarangmenelantarkanrumahnegara. 

(2) Pengamananfisikrumah negara dilakukan,antaralain: 

a. pemasanganpatok;dan/atau 

b. pemasanganpapannama. 



 

 
 

(3) Pemasanganpapannamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbmeliputiuns 

ur,antaralain: 

a. logopemerintahdaerah;dan 

b. namapemerintahdaerah. 

 

Pasal 238 

(1) Setiaprumah Negara diberipatok  dari 

bahanmaterialyangtidakmudahrusak,denganukuran panjangdan 

tinggidisesuaikandengankondisisetempat. 

(2) Setiaprumah negara dipasang papan nama kepemilikanpemerintahdaerah. 

 

Pasal 239 

(1) Pengamanan fisikterhadap barang milik daerah berupa rumah Negara 

dilakukan dengan membuat Berita Acara SerahTerima(BAST)rumahnegara. 

(2) BeritaAcaraSerah 

Terima(BAST)sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanoleh: 

a. PenggunaBarang/KuasaPengguna Barangyangmelakukanpenatausahaan 

rumah negara denganpejabat negara ataupemegangjabatan tertentuyang 

menggunakanrumah negara pejabat Negara ataupemegangjabatantertentu; 

b. Pengguna Barang/KuasaPengguna Barangyangmelakukan penatausahaan 

rumahnegara dengan PengelolaBarang yang menggunakanrumah negara 

jabatanPengelolaBarang; 

c. Pengelola Barangdengan Pengguna Barangyangmenggunakanrumah negara 

jabatanPenggunaBarang; 

d. Pengguna Barang dengan KuasaPengguna Barangyangmenggunakanrumah 

negara jabatanKuasaPengguna Barang;dan 

e. PenggunaBarang/KuasaPengguna Barangdenganpenanggungjawabrumah 

Negara yangdalampenguasaanPenggunaBarang/Kuasa PengelolaBarang. 

(3) BeritaAcaraSerahTerimasebagaimanadimaksudpadaayat(2)memuatantaralain: 

a. pernyataantanggungjawabatas  rumah  negara 

denganketeranganjenisgolongan, luas,kode barang rumah 

negara,dankodebarangsarana/prasaranarumah negara dalam hal rumah 

Negara tersebutdilengkapidengansarana/prasaranadidalamnya; 

b. pernyataantanggungjawabatasrumah Negara denganseluruh 

resikoyangmelekatatasrumah negara tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelahberakhirnya 

jangka waktuSurat lzin Penghunian (SIP) ataumasajabatan telah 

berakhirkepadaPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang; 



 

 
 

d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat 

berakhirnyamasa jabatan atau berakhirnyaSurat Izin Penghunian 

(SIP)kepadaPengelola Barang/PenggunaBarang/KuasaPengguna Barang; 

e. Pengembaliansarana/prasaranaapabilarumahnegara  dilengkapi 

sarana/prasaranasesuai BeritaAcara Serah Terima (BAST)dandiserahkan 

kembali pada saat berakhirnya masa jabatan  atau 

berakhirnyaSuratIzinPenghunian(SIP)kepada    Pengelola 

Barang/PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang;dan 

f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita AcaraSerah Terima(BAST). 

 
 

Pasal 240 

(1) Kewajibanpenghunirumahnegara,antaralain: 
 

a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab,termasuk 

melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan;dan 

b. menyerahkanrumah negara dalamkondisibaik kepadapejabatyang 

berwenang palinglambatdalamjangkawaktu 1 (satu)bulanterhitung sejak 

tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghuni (SIP). 

(2) Penghunirumah negara dilaranguntuk: 
 

a. mengubah sebagianatau seluruhbentukrumah tanpaizin tertulisdari 

pejabatyangberwenangpadaPerangkat Daerahyangbersangkutan; 

b. menggunakan rumahnegara tidaksesuaidenganfungsidan peruntukkannya; 
 

c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara,baik sebagian 

maupunkeseluruhannya,kepadapihaklain; 

d. menyerahkanrumahnegara,baiksebagianmaupun keseluruhannya, 

kepadapihaklain; 

e. menjaminkan rumah negara ataumenjadikanrumah negara sebagai 

agunanataubagian dari pertanggunganutangdalambentukapapun; dan 

f. menghunirumah negara dalamsatudaerahyangsamabagi masing- 

masingsuami/istriyangberstatusPegawaiNegeriSipil. 

 

Paragraf 6 

TataCaraPengamananBarangMilikDaerah 

BerupaBarangPersediaan 

Pasal 241 



 

 
 

(1) Pengamananfisikbarang persediaan dilakukan,antaralain: 

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensipengeluaranjenis barang; 

b. menyediakantabungpemadamkebakaran di dalamgudang/tempat 

penyimpanan,jikadiperlukan; 

c. menyediakantempatpenyimpananbarang; 

d. melindungigudang/tempatpenyimpanan; 

e. menambah prasarana penanganan barangdi gudang,jika diperlukan; 

f. menghitungfisikpersediaansecaraperiodik;dan 

g. melakukanpengamananpersediaan. 

(2) Pengamananadministrasibarangpersediaandilakukan,antaralain: 

a. bukupersediaan; 

b. kartubarang; 

c. BeritaAcaraSerahTerima(BAST); 

d. beritaacarapemeriksaanfisikbarang; 

e. SuratPerintahPenyaluranBarang(SPPB); 

f. laporanpersediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

semesteran/tahunan; 

g. dokumenpendukungterkaitlainnyayangdiperlukan. 

(3) Pengamanan hukum barangpersediaandilakukan,dengan melakukan 

pemprosesantuntutangantirugi yangdikenakanpadapihak-pihakyang 

bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaanakibatkelalaian, 

sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

 
Paragraf 7 

TataCaraPengamananBarangMilikDaerah 

BerupaBarangTakBerwujud 

Pasal 242 

(1) Pengamananfisik barang milikdaerah berupa barang takberwujud 

dilakukandengan: 

a. membatasipemberiankode akseshanyakepadapihak-pihaktertentu 

yangberwenangterhadappengoperasiansuatu aplikasi; 

b. melakukan penambahansecurity system terhadap 

aplikasiyangdianggapstrategisolehpemerintahdaerah. 

(2) Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa 

barangtakberwujudsebagaimanadimaksudpadaayat(1) melalui: 

a. menghimpun, mencatat,menyimpan,dan 

menatausahakansecaratertibdanteraturatasdokumensebagaiberikut: 



 

 
 

1) SeritaAcaraSerahTerima(BAST); 
 

2) lisensi;dan 
 

3) dokumen pendukungterkaitlainnyayangdiperlukan. 
 

b. 

mengajukanhakciptadanlisensikepadainstansiataupihakyangmemilikik 

ewenangan. 

 

 

BagianKedua 

Pemeliharaan 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 243 

(1) Barangyangdipeliharaadalahbarangmilikdaerahdan/ataubarangmilik daerah 

dalam penguasaanPengelolaBarang/PenggunaBarang/Kuasa 

PenggunaBarang. 

(2) PengelolaBarang, PenggunaBarangdankuasaPengguna Barang 

bertanggungjawab atas pemeliharaanbarangmilikdaerah yangberada 

dalampenguasaannya. 

(3) Tujuandilakukanpemeliharaanatasbarangmilikdaerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat (2)  adalahuntukmenjagakondisidan memperbaiki 

semuabarangmilikdaerah agarselaludalam keadaan baik danlayak 

sertasiapdigunakansecaraberdayagunadanberhasilguna. 

(4) Dalamrangkatujuansebagaimanadimaksudpadaayat (3), pemerintah daerah 

harus memprioritaskananggaranbelanja pemeliharaan dalam 

jumlahyangcukup. 

(5) Biayapemeliharaan barang milikdaerahsebagaimana dimaksud pada 

ayat(4)dibebankanpadaAPBD. 

(6) Dalamhalbarang milik  daerahdilakukanpemanfaatandenganpihaklain, 

biayapemeliharaan  menjadi tanggungjawabsepenuhnyadarimitra 

pemanfaatanbarangmilik daerah. 

 

Paragraf 2 

TataCaraPemeliharaanBarangMilikDaerah 

Pasal 244 



 

 
 

(1) PemeliharaansebagaimanadimaksuddalamPasal 243 berpedomanpada 

daftarkebutuhanpemeliharaanbarang milik daerah. 

(2) Daftarkebutuhanpemeliharaan barangmilikdaerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)merupakanbagian daridaftarkebutuhanbarang milik 

daerah. 

 
 

Pasal 245 

(1) KuasaPengguna Barang wajibmembuat Daftar Hasil 

PemeliharaanBarangyangberadadalamkewenangannya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna 

Baranguntukdilakukan penelitiansecaraberkalasetiapenambulan/per 

semester. 

(3) Pengguna Barangatau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2) danmenyusundaftarhasil 

pemeliharaanbarangyang dilakukandalam1 (satu)TahunAnggaran. 

(4) DaftarHasilPemeliharaanBarang yangdisusunpenggunabarang atau 

pejabatyangditunjuk sebagaimanadimaksudpadaayat (3) merupakan 

bahanuntuk melakukanevaluasimengenaiefisiensipemeliharaanbarang milik 

daerah. 

(5) Penelitian laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: 

a. anggaranbelanjadanrealisasibelanjapemeliharaan;dan 

b. targetkinerjadanrealisasitargetkinerjapemeliharaan. 

(6) PenggunaBarangmelaporkan/menyampaikanDaftarHasilPemeliharaanBarangt 

ersebutkepadaPengelolaBarangsecaraberkala. 

 
Pasal 246 

(1) Dalam rangkatertib pemeliharaan setiapjenis 

barangmilikdaerahdilakukanpencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang 

dilakukan olehpengurusbarang/pengurusbarangpembantu. 

(2) Kartupemeliharaan/perawatansebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat: 

a. Namabarang; 

b. spesifikasinya; 

c. tanggalpemeliharaan; 

d. jenispekerjaanataupemeliharaan; 

e. barang ataubahanyangdipergunakan; 

f. biayapemeliharaan; 

g. pihakyangmelaksanakanpemeliharaan;dan 



 

 
 

h. hal lainyangdiperlukan. 

 
 

BABIX 

PENILAIAN 

Pasal 247 

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 

Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan untuk: 

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan 

b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca 

Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). 

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah 

dibebankan pada APBD. 

 
Pasal 248 

(1) Penilaian barangmilik daerahberupa tanah dan/atau bangunandalam 

rangkapemanfaatanataupemindahtanganandilakukanoleh: 

a. PenilaiPemerintah;atau 

b. PenilaiPublikyangditetapkanolehBupati. 

(2) Penilai Publik, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufbadalah 

PenilaiselainPenilaiPemerintahyangmempunyai izin praktikPenilaian 

danmenjadianggotaasosiasiPenilaiyang diakuiolehpemerintah. 

(3) Penilaian barang milikdaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakanuntuk mendapatkannilaiwajar sesuai denganketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

(4) Nilaiwajarsebagaimanadimaksudpadaayat(3)yangdiperoleh darihasil 

penilaianmenjaditanggungjawabPenilai. 

 
Pasal 249 

(1) Penilaian barang milikdaerahselaintanah dan/atau bangunandalam 

rangkapemanfaatanataupemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang 

ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilaiyangditetapkan Bupati. 

(2) Timsebagaimanadimaksudpadaayat(1) adalahpanitiapenaksirharga 

yangunsurnyaterdiridari Perangkat Daerah /UnitKerjaterkait. 



 

 
 

(3) Penilai sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah PenilaiPemerintah 

atauPenilaiPublik. 

(4) Penilaianbarangmilikdaerah sebagaimanadimaksud pada ayat(1) dilaksanakan 

untuk mendapatkannilai wajarsesuaidenganketentuan peraturanperundang- 

undangan. 

(5) Apabila penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukanoleh 

PenggunaBarangtanpamelibatkanPenilai,maka hasilpenilaianbarang 

milikdaerahhanyamerupakannilai taksiran. 

(6) Hasilpenilaianbarangmilik 

daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkanolehBupati. 

 
Pasal 250 

(1) Dalamkondisitertentu,Bupatidapatmelakukanpenilaiankembalidalam 

rangkakoreksiatasnilai barang milikdaerahyangtelahditetapkandalam 

neracapemerintahdaerah. 

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalahproses revaluasi 

dalam rangkapelaporankeuangan sesuaiStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang metode penilaiannya dilaksanakansesuai standarpenilaian. 

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilaibarangmilikdaerah 

dilaksanakanberdasarkankebijakanyang ditetapkanoleh Bupatidengan 

berpedomanpadaketentuanpemerintahyangberlakusecaranasional. 

(4) Ketentuanpemerintahyangberlakusecaranasional,sebagaimana 

dimaksudpadaayat(3)adalahkebijakanyangditetapkanoleh pemerintah 

untukseluruhentitaspemerintahdaerah. 

 

BABX 

PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 251 

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 

(2) Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Penjualan; 

b. Tukar Menukar; 



 

 
 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 252 

(1) Dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian. 
 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

 

Bagian Kedua 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 253 

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan setelah mendapat 

persetujuan DPRD untuk: 

a. tanah dan/atau bangunan; atau 
 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan 

DPRD, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan; 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 
 

e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan 

tidak layak secara ekonomis. 

Pasal 254 

(1) Tanahdan/atau bangunan yangsudah tidaksesuaidengantata ruang 

wilayahataupenataan kotasebagaimanadimaksuddalamPasal 253 ayat (2) huruf 



 

 
 

a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi 

perubahan peruntukan dan/atau fungsikawasan wilayah. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1), perludilakukanpenyesuaianyang 

berakibatpadaperubahanluastanahdan/ataubangunantersebut. 

 
Pasal 255 

Bangunanyangharusdihapuskankarenaanggaranuntukbangunanpengganti 

sudahdisediakandalamdokumenpenganggaransebagaimana dimaksuddalamPasal 

253 ayat(2)hurufb, dimaksudkan bahwa yangdihapuskan adalahbangunan 

yangberdiridi atastanah tersebutdirobohkanuntuk selanjutnyadidirikanbangunan 

barudi atastanahyangsama(rekonstruksi)sesuaidenganalokasianggaranyang 

telahdisediakandalamdokumenpenganggaran. 

 
Pasal 256 

Tanahdan/atau bangunan diperuntukkan bagipegawainegerisipilpemerintahdaerah 

yangbersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal253 ayat(2) hurufc,adalah: 

a. Tanahdan/atau bangunan yangmerupakan kategorirumahnegara/daerah 

golonganIII;    

b. tanah  yangmerupakan tanah 

kavlingyangmenurutperencanaanawalnyauntukpembangunan perumahan 

pegawainegeri sipil pemerintahdaerahyangbersangkutan. 

 

Pasal 257 

(1) Tanahdan/ataubangunanyang diperuntukkan 

bagikepentinganumumsebagaimanadimaksud dalamPasal253 ayat(2)huruf 

d,adalahtanahdan/atau  bangunan 

yangdigunakanuntukkegiatanyangmenyangkutkepentinganbangsa  dan 

negara,masyarakatluas,rakyatbanyak/bersama,dan/ataukepentingan 

pembangunan, termasuk diantaranya kegiatanpemerintah daerah dalam 

lingkuphubunganpersahabatanantara negara/daerah dengan negara lain atau 

masyarakat/lembagainternasional. 

(2) Kategoribidangkegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)Antaralain 

sebagaiberikut: 

a. Jalanumum termasuk 

aksesjalansesuaiperaturanperundangan,jalantol,danrelkeretaapi; 

b. Saluranairminum/airbersihdan/atausaluranpembuanganair; 



 

 
 

c. waduk,bendungan dan bangunan pengairan 

lainnya,termasuksaluranirigasi; 

d. Rumahsakitumumdanpusatkesehatanmasyarakat; 

e. Pelabuhan,bandarudara,stasiunkeretaapi, atauterminal; 

f. Tempatibadah; 

g. Sekolahataulembagapendidikannonkomersial; 

h. Pasarumum; 

i. Fasilitaspemakamanumum; 

j. Fasilitaskeselamatan umum,antara lain tanggul 

penanggulanganbahayabanjir, lahardan lain-lainbencana; 

k. Saranadan prasaranaposdan telekomunikasi; 

l. Saranadanprasaranaolahragauntukumum; 

m. Stasiunpenyiaranradio dan televisi 

besertasaranapendukungnyauntuklembagapenyiaranpublik; 

n. Kantor pemerintah,pemerintahdaerah,  perwakilan negara 

asing,PerserikatanBangsa-Bangsa,dan lembagaintemasional  di 

bawahnaunganPerserikatanBangsa-Bangsa; 

o. FasilitasTentaraNasionalIndonesiadan KepolisianNegara 

RepublikIndonesiasesuaidengantugasdanfungsinya; 

p. Rumahsusunsederhana; 

q. Tempatpembuangansampahuntukumum; 

r. Cagaralam dancagarbudaya; 

s. Promosibudayanasional; 

t. Pertamananuntukumum; 

u. Pantisosial; 

v. Lembagapemasyarakatan;dan 

w. Pembangkit,turbin,transmisi,dandistribusitenagalistriktermasukinstalasipe 

ndukungnyayangmerupakansatukesatuanyang tidakdapat terpisahkan. 

 
Pasal 258 

Pemindahtanganan barang milikdaerah berupa tanah 

dan/ataubangunansebagaimanadimaksuddalamPasal253   ayat 

(2)dilakukanolehPengelolaBarangsetelahmendapatpersetujuanBupati. 

 
Pasal 259 

(1) Pemindahtangananbarang milik 

daerahselaintanahdan/ataubangunanyangbernilai sampai 



 

 
 

denganRp5.000.000.000,00 (limamiliarrupiah) dilakukan 

olehPengelolaBarangsetelahmendapatpersetujuanBupati. 

(2) Pemindahtangananbarangmilikdaerahselaintanahdan/ataubangunanyang 

bernilailebihdari Rp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah) 

dilakukanolehPengelolaBarangsetelahmendapatpersetujuanDPRD. 

(3) Nilai 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)merupakannilaiwajaruntukpemin 

dahtanganandalambentukpenjualan,tukarmenukardanpenyertaanmodal. 

(4) Nilaisebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)merupakannilai 

perolehanuntukpemindahtanganandalambentukhibah. 

(5) UsuluntukmemperolehpersetujuanDPRD 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)diajukanolehBupati. 

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan per tiap usulan. 

 
Bagian Ketiga 

Penjualan 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 260 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak 

digunakan/dimanfaatkan; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; 

dan/atau 

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Barang Milik Daerah yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. 

 
Pasal 261 

(1) Penjualanbarangmilikdaerahdilakukansecaralelang,kecuali dalam hal tertentu. 

(2) Lelang, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik 

daerahyang terbukauntukumumdenganpenawaran hargasecara tertulis 

dan/atau lisanyangsemakin meningkatatau menurun untuk 

mencapaihargatertinggi. 



 

 
 

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 

dilakukanpengumumanlelangdandihadapanpejabatlelang. 

(4) Pengecualiandalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: 

a. Barangmilik daerahyangbersifatkhusus sesuaidenganperaturan perundang- 

undangan. 

b. Barangmilik daerahlainnyayangditetapkanlebih lanjutolehBupati. 

(5) Barangmilik daerahyangbersifatkhusus,sebagaimanadimaksudpada ayat(4) 

huruf aadalahbarang-barangyangdiatursecarakhusus sesuai 

denganketentuanperaturanperundang-undangan,antaralainyaitu: 

a. Rumah negara golonganIII yang dijualkepadapenghuninyayang sah. 

b. Kendaraanperorangandinasyangdijualkepada: 

1) Bupati; 

2) WakilBupati; 

3) MantanBupati;dan 

4) MantanWakilBupati. 

(6) Barangmilik daerahlainnya,sebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf 

bantaralain yaitu: 

a. Tanahdan/ataubangunanyangakandigunakan untukkepentingan umum; 

b. Tanahkavling yang menurutperencanaan awal pengadaannya digunakan 

untuk pembangunanperumahanpegawai negeri sipil pemerintah daerah 

yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalamDokumenPelaksanaan 

Anggaran(DPA); 

c. Selaintanahdan/ataubangunansebagaiakibatdarikeadaankahar 

(forcemajeure); 

d. Bangunanyangberdiridi atastanahpihaklain yangdijualkepada pihaklain 

pemiliktanahtersebut; 

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yangakan dibangun 

kembali;atau 

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan 

dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu jutarupiah)perunit. 

 
Pasal 262 

(1) Dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi 

penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk 

pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh 



 

 
 

Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana 

dimaksuddalamPasal 248 danPasal 249. 

(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barangmilik daerah secara 

lelangsebagaimanadimaksuddalamPasal260ayat(1)dilakukandengan 

memperhitungkanfaktorpenyesuaian. 

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan 

terendahyangdisampaikankepadaBupati,sebagai dasarpenetapannilai limit. 

(6) Nilailimit/batasanterendahsebagaimanadimaksudpadaayat(5) adalah 

hargaminimalbarang yang akandilelang. 

(7) Nilai limit sebagaimanadimaksudpadaayat (6) ditetapkan oleh Bupati 

selakupenjual. 

 
Pasal 263 

(1) Barangmilikdaerahberupatanah dan/atau bangunanyangtidaklaku 

dijualpadalelangpertama,dilakukanlelangulangsebanyakl(satu)kali. 

(2) Padapelaksanaan lelangulang sebagaimanadimaksud pada ayat(1) 

dapatdilakukanpenilaianulang. 

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) tidaklakudijual, PengelolaBarang 

menindaklanjutidenganpenjualantanpalelang, tukarmenukar, hibah, 

penyertaanmodalataupemanfaatan. 

(4) PengelolaBarangdapatmelakukankegiatansebagaimana dimaksudpada 

ayat(3)atas barang milikdaerahsetelahmendapatpersetujuanBupati. 

 
Pasal 264 

(1) Barangmilik daerahberupaselaintanahdan/ataubangunanyangtidak 

lakudijualpada lelangpertama,dilakukanlelangulangsebanyak1 (satu) kali. 

(2) Pelaksanaan lelangulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukanpenilaianulang. 

(3) Dalamhalsetelah pelaksanaanlelangulangsebagaimanadimaksudpada ayat 

(1)tidak laku dijual, Pengelola Barangmenindaklanjuti dengan 

penjualantanpalelang,tukarmenukar,hibah,ataupenyertaan modal. 

(4) PengelolaBarangdapatmelakukankegiatansebagaimana dimaksudpada 

ayat(3)atasbarangmilikdaerahselaintanahdan/ataubangunan setelah mendapat 

persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan. 



 

 
 

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau 

penyertaanmodal, sebagaimanadimaksudpadaayat(3)tidakdapat 

dilaksanakan,makadapatdilakukanpemusnahan 

 
Pasal 265 

(1) Hasil penjualanbarang milik daerah wajibdisetorkan seluruhnya ke 

rekeningKasUmumDaerah. 

(2) Dalam halbarang milikdaerah berada pada BadanLayanan Umum 

Daerahmaka: 

a. Pendapatan daerah dari penjualan barangmilikdaerah dalam 

rangkapenyelenggaraanpelayananumumsesuaidengantugasdan 

fungsiBadanLayananUmumDaerahmerupakan  penerimaan daerahyang 

disetorkan seluruhnyakerekeningkas BadanLayanan UmumDaerah. 

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik  daerah  dalam  rangka 

selain penyelenggaraantugas danfungsiBadan Layanan Umum 

Daerahmerupakanpenerimaandaerah yang disetorkan 

seluruhnyakerekeningKasUmumDaerah. 

 
Paragraf 2 

Obyek Penjualan 

Pasal 266 

(1) Objek penjualan adalah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang, meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; 

b. selaintanah dan/atau banguan. 

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, karena 

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat 

yang diperoleh; dan 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat 

permasalahan hukum. 

(3) Syaratteknissebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufaantaralain: 

a. lokasi tanahdan/ataubangunansudah tidak sesuai dengantata ruang 

wilayah; 



 

 
 

b. lokasidan/atauluastanahdan/ataubangunantidakdapat 

digunakandalamrangkapelaksanaan tugasdanfungsi penyelenggaraantugas 

pemerintahandaerah; 

c. tanah 

kavlingyangmenurutawalperencanaanpenggarannyadiperuntukkanbagipem 

bangunan perumahan pegawai negeri pemerintahdaerahyang 

bersangkutan; 

d. Bangunanberdiridiatastanah milik pihak lain; atau 

e. barang milik daerah yang menganggur (idel) tidak dapat dilakukan 

penetapan statuspenggunaanataupemanfaatan. 

(4) Penjualanbarangmilikdaerahselaintanahdan/ataubangunan 

sebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf b dilakukandengan 

persyaratansebagai berikut: 

a. Memenuhi persayaratan teknis; 

b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni seara ekonomis menguntungkan 

daerah, apabila baramg milik darah dijual, karena biaya operasional dan 

pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan 

c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan 

hukum. 

(5) Persyaratanteknissebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufa antara lain: 

a. Barangmilik daerahsecarafisik tidakdapatdigunakankarenarusak, 

dantidakekonomisapabiladiperbaiki; 

b. Barangmilik daerahsecarateknistidakdapatdigunakanlagiakibat 

modernisasi; 

c. Barangmilik daerahtidakdapatdigunakandandimanfaatkankarena 

mengalamiperubahan  dalamspesifikasiakibatpenggunaan,seperti 

terkikis,hangus,danlain-lainsejenisnya;atau 

d. Barangmilik daerahtidakdapatdigunakandandimanfaatkankarena 

mengalamipengurangan dalam timbangan/ukurandisebabkan 

penggunaanataususutdalampenyimpananataupengangkutan. 

 
Pasal 267 

(1) Penjualanbarangmilikdaerahberupakendaraanbermotordinas operasional dapat 

dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, 

yakniberusiapalingsingkat7(tujuh)tahun. 

(2) Usia7(tujuh)tahunsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah: 

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai 

dokumenkepemilikan,untukperolehandalamkondisibaru;atau 



 

 
 

b. terhitung mulai tanggal,bulan,dan tahun pembuatannyasesuai 

dokumenkepemilikan,untukperolehantidakdalamkondisibaru. 

(3) Dalamhal barang milik daerahberupakendaraanbermotorrusakberat 

dengansisakondisifisiksetinggi-tingginya30%(tigapuluhpersen),maka 

penjualankendaraanbermotordapatdilakukansebelumberusia7(tujuh) tahun. 

(4) Penjualankendaraanbermotordilakukansebelum berusia7 (tujuh)tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan 

tertulisdari instansiyangberkompeten. 

 
Paragraf 3 

TataCaraPenjualanBarangMilikDaerah 

PadaPengelolaBarang 

Pasal 268 

Pelaksanaanpenjualanbarangmilik daerahyang 

beradapadaPengelolaBarangdilakukanberdasarkan: 

a. InisiatifBupati;atau 

b. Permohonanpihaklain. 

 

Pasal 269 

(1) Penjualanbarangmilik daerah 

padaPengelolaBarangdiawalidenganmembuatperencanaanpenjualanyangmelipu 

tiantaralain: 

a. Databarang milikdaerah; 

b. Pertimbanganpenjualan;dan 

c. Pertimbangandari aspekteknis,ekonomis, dan yuridisoleh PengelolaBarang. 

(2) PengelolaBarangmenyampaikanusulanpenjualankepadaBupatidisertaiperencan 

aanpenjualansebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

 
Pasal 270 

(1) Bupatimelakukan penelitian atas usulan penjualansebagaimana 

dimaksuddalamPasal 269 ayat(2). 

(2) Dalammelakukanpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1),Bupati 

membentukTimuntukmelakukanpenelitian. 

(3) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi: 

a. Penelitiandataadministratif; 

b. Penelitianfisik. 

 

Pasal 271 



 

 
 

(1) Penelitianadministratifsebagaimanadimaksud dalamPasal 270 ayat(3) 

hurufadilakukanuntukmeneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan,gambarsituasi termasuklokasi 

tanah,luas,nilaiperolehantanah,dandataidentitasbarang,untukdatabarangm 

ilik daerahberupatanah; 

b. tahunperolehan,jeniskonstruksi,luas,nilai perolehanbangunan, nilai buku, 

dan data identitas barang,untukdatabarangmilik 

daerahberupabangunan;dan 

c. tahun perolehan,jumlah,nilai perolehan, nilai buku, 

dandataidentitasbarang,untuk data barangmilik daerah berupaselain 

tanahdan/ataubangunan. 

(2) Penelitianfisik sebagaimanadimaksuddalamPasal 270 ayat(3)hurufb 

dilakukandengancaramencocokkanfisikbarang milikdaerah yangakandijual 

dengandataadministratif sebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

(3) Hasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)dituangkan olehTim 

dalamBeritaAcaraPenelitianuntukselanjutnyadisampaikankepadaBupatimelalui 

PengelolaBarang. 

 
Pasal 272 

(1) BerdasarkanBeritaAcaraPenelitiansebagaimana dimaksud dalamPasal 271 

ayat(3),BupatimelaluiPengelolaBarangmenugaskanPenilaiuntukmelakukanpenil 

aianatasbarangmilik daerahyangakandijual. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksudpadaayat (1) dijadikan sebagai 

dasarpenetapannilai limitpenjualanbarangmilik daerah. 

 
Pasal 273 

(1) PengelolaBarangmengajukanpermohonanpersetujuanpenjualanbarang milik 

daerahkepadaBupati. 

(2) Dalam halpenjualanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

memerlukanpersetujuanDPRD,Bupatiterlebihdahulumengajukan 

permohonanpersetujuanpenjualankepadaDPRD. 

(3) Pengajuanpermohonanpersetujuansebagaimanadimaksudpadaayat(2) 

dilakukanterhadap: 

a. Tanahdan/atau bangunan sebagaimanadimaksuddalamPasal266 

ayat(1)hurufa; 

b. selain tanah dan/ataubangunan sebagaimanadimaksuddalam Pasal266 

ayat(1)hurufb. 



 

 
 

(4) Dalam hal persetujuan Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atau 

persetujuan DPRD sebagaimana dimaksudpadaayat(2) melebihibatas 

waktuhasilpenilaian,makasebelumdilakukanpenjualanterlebihdahulu 

harusdilakukanpenilaianulang. 

(5) Dalam hal hasilpenilaianulangsebagaimanadimaksudpadaayat(4) lebih 

tinggi,atau sama, ataulebih rendahdenganhasilpenilaiansebelumnya 

yangdiajukankepada DPRDsebagaimanadimaksudpadaayat(2),Bupati 

tidakperlumengajukanpermohonan barupersetujuanpenjualanbarang milik 

daerahkepadaDPRD. 

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat(5)kepadaDPRD. 

 
Pasal 274 

(1) Bupati menetapkanbarangmilik daerah yangakan dijual berdasarkan hasil 

penelitian yang dituangkan dalamBerita  Acara Penelitian 

sebagaimanadimaksuddalam Pasal  271 ayat(3)danpersetujuan 

sebagaimanadimaksuddalam 273 ayat(1)danayat(2). 

(2) Keputusanpenjualansebagaimanadimaksudpadaayat(1) palingsedikit memuat: 

a. Databarangmilikdaerahyang akandijual; 

b. Nilaiperolehandan/ataunilai bukubarangmilikdaerah;dan 

c. Nilailimitpenjualandaribarangmilikdaerah. 

 

Pasal 275 

(1) Dalam hal keputusan penjualanoleh Bupati sebagaimanadimaksuddalam Pasal 

274 ayat (1) merupakan penjualanbarang milikdaerah yang dilakukan 

secaralelang,PengelolaBarangmengajukan permintaan penjualan barang milik 

daerah dengan cara lelang kepada Kantor 

PelayananKekayaanNegaradanLelang. 

(2) Dalam hal  keputusanpenjualanolehBupati  sebagaimanadimaksuddalam  Pasal 

274 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang 

dilakukantanpalelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik 

daerahsecaralangsungkepadacalonpembeli. 

(3) Penjualanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat 

(2)dilakukanserahterimabarangberdasarkan: 

a. Risalah lelang,apabila penjualanbarang milik daerah dilakukan 

secaralelang;dan 

b. Aktajual beli, apabila penjualanbarang milik daerah dilakukan tanpa 

lelang. 



 

 
 

Pasal 276 

(1) Serahterimabarang sebagaimanadimaksud dalamPasal 275 ayat(3) 

dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(2) Berdasarkan BeritaAcara Serah Terima(BAST) sebagaimana dimaksud 

padaayat(1),PengelolaBarangmengajukanusulanpenghapusanbarang 

milikdaerahkepadaBupati. 

 

Paragraf 4 

TataCaraPenjualanBarangMilikDaerah 

PadaPenggunaBarang 

Pasal 277 

(1) Penjualan barangmilik daerah pada PenggunaBarang diawalidengan 

menyiapkanpermohonanpenjualan,Antaralain: 

a. Databarangmilikdaerah; 
 

b. Pertimbanganpenjualan;dan 
 

c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis,dan yuridis oleh Pengguna 

Barang 

(2) PenggunaBarangmelalui Pengelola Barangmengajukanusulanpermohonan 

penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. 

(3) Tata cara penjualan barang milik daerahpada Pengelola Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 275 berlaku 

mutatismutandispada tata cara penjualan barangmilik 

daerahpadaPenggunaBarang. 

 

Pasal 278 

(1) Serah terimabarang penjualanbarang milik daerah pada 

PenggunaBarangdituangkandalamSeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(2) BerdasarkanBeritaAcaraSerahTerimasebagaimanadimaksudpadaayat 

(1),Pengguna Barangmengajukanusulan penghapusan barangmilik daerah 

kepadaPengelolaBarang. 

Paragraf 5 

TataCaraPenjualanKendaraanPeroranganDinas KepadaPejabatNegara, 

MantanPejabatNegara DanPegawaiAparaturSipil Negara(ASN) 

Pasal 279 



 

 
 

(1) Syaratkendaraanperorangandinas 

yangdapatdijualtanpamelaluilelangkepadapejabatnegaradanmantanpejabatneg 

ara,adalah: 

a. telahberusiapalingsingkat4(empat)tahun: 
 

1) terhitungmulai tanggal, bulan, tahun 

perolehannya,untukperolehandalamkondisibaru;atau 

2) terhitung mulaitanggal,bulan, tahun pembuatannya,untuk 

perolehanselaintersebutpadaangka1. 

b. sudahtidakdigunakanlagiuntukpelaksanaantugas. 
 

(2) Syaratkendaraanperorangandinas yangdapatdijualtanpa melaluilelang 

kepadapegawaiASNadalahtelahberusiapalingsingkat5(lima)tahun: 

a. terhitungmulai tanggal,bulan,tahunperolehannya,untukperolehan 

dalamkondisibaru;atau 

b. terhitung mulai tanggal,bulan,tahun pembuatannya,untuk 

perolehanselaintersebutpadahurufa. 

 

Pasal 280 

(1) Kendaraanperorangandinasdapatdijualtanpamelaluilelangkepada: 

a. pejabatnegara; 

b. mantanpejabatnegara;atau 

c. pegawaiASN. 
 

(2) PejabatNegarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,yaitu: 

a. Bupati; 

b. WakilBupati. 
 

(3) MantanPejabatNegarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,     yaitu: 

a. MantanBupati; 

b. MantanWakil Bupati. 
 

(4) PegawaiAparaturSipilNegara(ASN)sebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

hurufcadalahJabatanPimpinanTinggiMadya. 

(5) Jabatan Pimpinan TinggiMadyasebagaimanadimaksud pada ayat(4) 

adalahSekretarisDaerahProvinsi. 

Pasal 281 

(1) SyaratPejabatNegarayang dapatmembelikendaraan 

perorangandinastanpamelaluilelangadalah: 



 

 
 

a. telahmemilikimasa kerjaataumasapengabdianselama4(empat) tahun atau 

lebihsecara berturut-turut,terhitung mulaitanggal 

ditetapkanmenjadiPejabatNegara; 

b. tidak sedang atau tidak pemah dituntuttindak 

pidanadenganancamanhukumanpidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun. 

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa 

adalahsecaraberkelanjutanmenjalanimasajabatanpadainstansiyang 

samaataupada instansiyangberbeda. 

 

Pasal 282 

(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan 

perorangandinaspadatahun terakhirperiodejabatanPejabatNegara. 

(2) Tahunterakhirperiodejabatan  PejabatNegarasebagaimanadimaksud 

padaayat(1)adalahtahun terakhirpadaperiodejabatanPejabatNegara 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

(3) Kendaraanperorangandinas yang dijual tanpa melaluilelangpalingbanyak1 

(satu)unitkendaraanbagi1 (satu)orangPejabatNegara,untuktiappenjualanyang 

dilakukan. 

 

Pasal 283 

(1) MantanPejabatNegarayangdapatmembelikendaraan 

perorangandinastanpamelaluilelangmemenuhipersyaratan: 

a. telah memilikimasakerjaatau masapengabdianselama4(empat) tahun atau 

lebihsecara berturut-turut,terhitung 

mulaitanggalditetapkanmenjadiPejabatNegarasampaidenganberakhirnyama 

sajabatan; 

b. belumpernah membelikendaraan perorangandinas tanpamelalui lelangpada 

saat yang bersangkutan menjabatsebagaiPejabat Negara; 

c. tidak sedang atau tidakpernah dituntut tindak 

pidanadenganancamanhukumanpidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun;d 

an 

d. tidakdiberhentikandengantidakhormatdarijabatannya. 
 

(2) Secara berturut-turutsebagaimanadimaksud pada 

ayat(1)hurufaadalahsecaraberkelanjutanmenjalanimasajabatanpadainstansiya 

ngsamaataupadainstansiyang berbeda. 

Pasal 284 



 

 
 

(1) Kendaraanperorangan dinas yang dijualtanpa melaluilelangkepada mantan 

PejabatNegarapalingbanyak 1 (satu)unitkendaraan bagi 1 (satu)orang 

mantanPejabatNegara, untuktiappenjualanyang dilakukan. 

(2) MantanPejabatNegaramengajukanpermohonan Penjualankendaraan 

perorangan dinas palinglama  1 (satu) 

tahunsejakberakhirnyamasajabatanPejabatNegarayangbersangkutan 

 

Pasal 285 

(1) Pegawai ASN yang dapat membelikendaraan perorangan 

dinastanpamelaluilelangmemenuhipersyaratan: 

a. telah memilikimasa kerjaatau masa pengabdianselama 15(limabelas)tahun 

atau lebih secara berturut-turut, 

terhitungmulaitanggalditetapkansebagaipegawainegerisipil; 

b. telahmenduduki,Jabatan 

PimpinanTinggiMadyapalingsingkat5(lima)tahun;dan 

c. tidaksedang atau tidak pernah dituntuttindak 

pidanadenganancamanhukumanpidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun. 

(2) Masajabatanpalingsedikit5 (lima)tahun 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbadalahmasajabatanbaikdalaminstansi 

yangsamaataupadainstansiyangberbedasebagaiJabatan PimpinanTinggiMadya. 

 
Pasal 286 

PenggunaBarang Menentukanhargajualkendaraan 

perorangandinasyangdijualkepada  Pejabat 

Negara/mantanPejabatNegara/PegawaiASNyangdilakukantanpamelaluilelangdenga 

nketentuansebagaiberikut: 

a. Kendaraandengan umur4(empat)tahunsampaidengan7(tujuh)tahun, harga 

jualnya adalah 40%(empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; 

b. Kendaraandenganumurlebihdari 7(tujuh)tahun,hargajualnyaadalah 

20%(duapuluhpersen)dari nilai wajarkendaraan. 

 

Pasal 287 

Pembayaranataspenjualanbarangmilik daerahberupakendaraanperorangan 

dinastanpalelangdilakukandenganpembayaransekaligus,bagiPejabatNegara/mantan 

PejabatNegara; 



 

 
 

Pasal 288 

Pembayaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dilakukan melalui 

penyetorankerekeningKas UmumDaerah,paling lama1 (satu)bulan terhitung 

sejaktanggal berlakunyasurat persetujuanpenjualan,untukpembayaransekaligus; 

 
Pasal 289 

Apabilapembayaranataspenjualankendaraan perorangandinassebagaimana 

dimaksuddalamPasal 288 belumlunasdibayar,maka: 

a. Kendaraantersebutmasihberstatussebagaibarangmilikdaerah; 

b. Kendaraantersebuttetapdigunakanuntukkeperluandinas; 

c. Biayaperbaikan/pemeliharaanmenjaditanggung jawab Pejabat 

Negara/mantanPejabatNegaraatauPegawaiASN;dan 

d. kendaraan tersebutdilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, 

dipinjamkan,ataudijaminkankepadapihaklain. 

 
Pasal 290 

(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 287,Pasal 288 dan Pasal289, 

dicabuthaknyauntukmembelikendaraanperorangandinas. 

(2) Kendaraanperorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat 

Negara/mantanPejabatNegarasebagaimana dimaksudpadaayat(1), digunakan 

kembaliuntukpelaksanaantugas. 

(3) Kendaraanperorangan dinas yang batal dibeli oleh 

PejabatNegara/mantanPejabatNegarasebagaimana dimaksudpadaayat(1),dan 

oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan 

kembaliuntukpelaksanaantugas. 

 
Pasal 291 

(1) Penjualankendaraan perorangandinasyang dijualtanpamelaluilelang 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 277, diawali denganpengajuan 

permohonanpenjualanoleh: 

a. PejabatNegara,padatahunterakhirperiodejabatanPejabatNegara;   dan 

b. MantanPejabatNegara,palinglama1 

(satu)tahunsejakberakhirnyamasajabatanPejabatNegarayangbersangkutan. 

(2) Pengajuanpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikanoleh: 

a. PejabatNegarakepadaPenggunaBarang; dan 

b. MantanPejabatNegarakepadaBupati. 

(3) SuratPermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(2)memuatantaralain: 



 

 
 

a. data pribadi, berupa nama,jabatan,alamat,dantempat/tanggal lahir;dan 

b. alasanpermohonanpembeliankendaraanperorangandinas. 

 

Pasal 292 

(1) SuratPermohonan sebagaimanadimaksud dalamPasal 291ayat(3) 

dilampiridokumenpendukung. 

(2) Dokumenpendukung sebagaimana dimaksud padaayat(1)bagi Pejabat 

Negara/mantanpejabatnegara,antaralain: 

a. Fotokopisuratkeputusanpengangkatan 

bagiPejabatNegaraatausuratkeputusanpemberhentianbagimantanPejabatNe 

gara; 

b. Fotokopikartuidentitas; 

c. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeliataupernah 

membelikendaraanperorangandinastanpalelangsetelahjangka waktu 

10(sepuluh) tahun sejakpembelianpertama bagiPejabatNegara; 

d. DalamhalPejabatNegaramengajukanpembeliankembalikendaraanperoranga 

ndinas tanpalelang, 

dilampirkanfotokopisuratkeputusanpengangkatanmenjadiPejabatNegara 

secaraberkelanjutandenganjangka waktu 10(sepuluh)tahunsejakpembelian 

pertamakendaraanperorangandinassebagaimanadimaksudpadahurufc; 

e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernahmembeli kendaraan 

perorangandinastanpa melaluilelang padasaat 

yangbersangkutanmenjadiPejabatNegarabagimantanPejabatNegara;dan 

f. suratpemyataanyangmenyatakantidaksedangatautidakpernahdituntut 

tindakpidanadenganancamanhukumanpidanapenjara 

palingsingkat5(limatahun. 

(3) Dokumenpendukungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)bagipegawaiASN,antara 

lain: 

a. Fotokopi suratkeputusanpengangkatanmenjadiSekretarisDaerahProvinsi; 

b. FotokopisuratkeputusanpengangkatanCalonPegawaiNegeri   Sipil; 

c. Fotokopikartuidentitas; 

d. Suratpernyataanyang menyatakan belum pemah membeliataupernah 

membelikendaraan perorangandinastanpa lelangsetelah 

jangkawaktu10tahunsejakpembelianpertama;dan 

e. Suratpernyataanyangmenyatakantidaksedangatau 

tidakpernahdituntuttindakpidanadenganancaman hukumanpidanapenjara 

palingsingkat5(lima)tahun. 

Pasal 293 



 

 
 

(1) BerdasarkanSuratPermohonansebagaimanadimaksuddalamPasal291 ayat(3), 

PenggunaBarangmelakukanpersiapanpermohonanpenjualan, Antaralain: 

a. dataadministrasikendaraanperorangandinas;dan 

b. 

penjelasandanpertimbanganpenjualankendaraanperorangandinastanpa 

melaluilelang. 

(2) Dalamhalpersiapanpermohonanpenjualansebagaimanadimaksudpadaayat(1)tel 

ah selesai, Pengguna Barangmelalui PengelolaBarang mengajukan usulan 

penjualankepada Bupati selakupemegangkekuasaanpengelolaanbarangmilik 

daerah disertai: 

a. FotokopiBukuPemilikKendaraanBermotor(BPKB); 

b. FotokopiSuratTandaNomorKendaraan(STNK): 

c. 

Suratpermohonandandokumenpendukungsebagaimanadimaksuddalam 

Pasal291ayat(2)danayat(3); 

d. Rincianbiayayangtelahdikeluarkanoleh pemerintahdaerahuntukperbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akandibelidalamjangkawaktu1 

(satu)tahunsebelumadanyapersetujuanpenjualan; dan 

e. Suratpernyataandaripenggunabarangbahwasudahadakendaraanpengganti. 
 

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2). 

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

BupatimembentukTimuntuk: 

a. melakukan penelitian kelayakanalasan dan 

pertimbanganpermohonanpenjualanbarangmilik daerah; 

b. melakukan penelitian fisik,dengan cara mencocokkan fisik kendaraan 

perorangandinasyangakandijual dengandata administratif. 

(5) Hasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(4)dituangkandalam berita acara 

hasil penelitian untuk selanjutnya 

disampaikankepadaBupatimelaluiPengelolaBarang 

(6) BupatimelaluiPengelolaBarang menugaskan 

Penilaiuntukmelakukanpenilaianataskendaraanperorangandinasyangakandijua 

l. 

(7) Hasilpenilaian 

sebagaimanadimaksudpadaayat(6)dijadikansebagaidasarpenetapannilai 

limitpenjualanbarangmilik daerah. 



 

 
 

Pasal 294 

(1) Pengelola Barang mengajukanpermohonan persetujuanpenjualan 

berdasarkanhasilpenelitiandan penilaiansebagaimanadimaksuddalamPasal 293 

ayat(5)dan ayat(7)kepadaBupati sesuai bataskewenangannya. 

(2) Dalam hal persetujuanBupatisebagaimana dimaksud pada 

ayat(1),melebihibataswaktuhasilpenilaian,makasebelum dilakukanpenjualan 

terlebihdahuluharusdilakukanpenilaianulang. 

(3) Bupatimenyetujuidanmenetapkankendaraan perorangandinasyangakan 

dijualberdasarkan hasil penelitiandan  penilaiansebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)dan ayat(2),palingsedikitmemuat: 

a. datakendaraanperorangandinas; 

b. nilai perolehan; 

c. nilai buku; 

d. hargajualkendaraanperorangandinas;dan 

e. rincianbiaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerahuntuk 

perbaikankendaraan perorangan dinas yang akandibelidalamjangkawaktu 

1 (satu)tahunsebelumadanyapersetujuanpenjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 289 ayat(1)untuk Pejabat NegaradanpegawaiASN. 

(4) Dalam hal Bupatitidak 

menyetujuipenjualankendaraanperorangandinastanpamelaluilelangBupatimem 

beritahukansecaratertuliskepadapemohonmelaluiPenggelolaBarang. 

(5) Berdasarkanpenetapan sebagaimanadimaksudpadaayat(3),PengelolaBarang 

melakukan penjualankendaraan perorangandinas 

kepadaPejabatNegara/mantanPejabatNegara. 

 
Pasal 295 

(1) PejabatNegaramelakukan pembayarankeKas Umum Daerah terdiri : 

a. pembeliankendaranperorangandinassesuaihargajualkendaraan 

perorangandinassebagaimanadimaksuddalamPasal284; dan 

b. biayayang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untukperbaikan 

kendaraan  perorangan dinas  yang  akan dibeli dalam jangkawaktu1 

(satu)tahunsebelumadanyapersetujuanpenjualan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal289 ayat(1). 

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai 

hargajual kendaraan perorangan dinas sebagaimanadimaksud dalamPasal284. 

(3) PegawaiASNmelakukanpembayarankeKasUmumDaerah,terdiridari: 



 

 
 

a. pembeliankendaranperorangandinassesuaihargajualkendaraan 

perorangandinassebagaimanadimaksuddalamPasal284; dan 

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangkawaktu1 

(satu)tahunsebelumadanyapersetujuanpenjualan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal289 ayat(1). 

(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan 

dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari 

PengelolaBarang/PenggunaBarang. 

(5) PengelolaBarang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang 

milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang 

sebagaimanadimaksudpadaayat(4). 

(6) Pengelola Barang dan PenggunaBarang melakukan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaanpenjualandanpenghapusankendaraan 

perorangandinassesuaitugas, fungsi, dankewenanganmasing-masing 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 

mekanismesebagaimanadiaturdalam Pasal278 sertatidakdigunakan 

untukpenyelenggaraantugas,dapatdilakukanpenjualansecaralelang. 

 
Bagian Keempat 

Tukar Menukar 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 296 

(1) Tukarmenukarbarangmilikdaerahdilaksanakandenganpertimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhanoperasionalpenyelenggaraan pemerintahan; 

b. untukoptimalisasibarangmilik daerah;dan 

c. tidaktersediadanadalamAPBD. 

(2) Tukarmenukarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditempuh apabila 

pemerintahdaerahtidakdapatmenyediakantanah dan/atau bangunan 

pengganti, 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar 

menukardapatdilakukan: 

a. Dalam halbarang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan 

sudahtidaksesuaidengantataruangwilayahataupenataankota; 

b. Gunamenyatukanbarangmilikdaerahyanglokasinyaterpencar; 



 

 
 

c. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategispemerintah 

pusat/pemerintahdaerah; 

d. Gunamendapatkan/memberikanaksesjalan, apabilaobjektukar menukar 

adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;dan/atau 

e. Telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan,kondisi,atau 

ketentuanperaturan perundang-undangan,apabila objektukar menukar 

adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Tukarmenukarbarangmilik daerahdapatdilakukandenganpihak: 

a. PemerintahPusat; 

b. Pemerintah Daerahlainnya; 

c. BadanUsahaMilikDaerah; 

d. PemerintahDesa;atau 

e. Swasta. 
 

(5) Swastasebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufeadalahpihakswasta, baik yang 

berbentukbadanhukummaupunperorangan. 

 
Pasal 297 

(1) Tukarmenukarbarangmilik daerahdapatberupa: 

a. Tanahdan/ataubangunanyang telahdiserahkankepadaBupati; 

b. Tanahdan/ataubangunanyang beradapadaPenggunaBarang;dan 

c. Selaintanahdan/ataubangunan. 
 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufb antaralaintanahdan/atau bangunan 

yangmasih dipergunakan untuk penyelenggaraantugas dan 

fungsiPenggunaBarang,tetapitidaksesuaidengantata ruangwilayah 

ataupenataankota. 

(3) Tukarmenukar sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakanoleh 

PengelolaBarang. 

 
Pasal 298 

Tukarmenukardilaksanakansetelahdilakukankajianberdasarkan: 

a. Aspekteknis, Antaralain: 

1) KebutuhanPengelolaBarang/PenggunaBarang;dan 

2) Spesifikasibarangyang dibutuhkan; 
 

b. Aspekekonomis,antara lainkajianterhadapnilai barang milik daerahyang 

dilepasdannilai barang pengganti; 



 

 
 

c. Aspekyuridis,Antaralain: 

1) Tataruangwilayahdan penataankota;dan 

2) Buktikepemilikan. 

 

Pasal 299 

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal298 terhadap barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif 

bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar 

menukar yang diusulkan olehPengelolaBarang/Pengguna Barang. 

 
Pasal 300 

(1) Barangpenggantitukarmenukardapatberupa: 

a. barang sejenis;dan/atau 

b. barang tidaksejenis. 

(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 

tanah,harusberupa: 

a. tanah;atau 

b. tanahdan bangunan. 

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 

bangunan,dapatberupa: 

a. tanah; 

b. tanahdanbangunan; 

c. bangunan;dan/atau 

d. selaintanahdan/ataubangunan. 

(4) Barangpenggantisebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)harus 

beradadalamkondisisiapdigunakanpadatanggal penandatanganan 

perjanjiantukarmenukaratauBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

 
Pasal 301 

(1) Nilaibarang penggantiatastukarmenukarpalingsedikitseimbangdengan 

nilaiwajarbarang milikdaerah yangdilepas. 

(2) Dalam hal nilaibarang penggantilebih kecil daripadanilai wajarbarang milik 

daerahyangdilepas, mitratukarmenukarwajibmenyetorkankerekening Kas 

UmumDaerah atassejumlah selisih nilai Antaranilai wajar barang 

milikdaerahyangdilepasdengannilai barang pengganti. 

(3) Penyetoranselisihnilaisebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaksanakan paling 

lambat2(dua)harikerjasebelumBeritaAcaraSerahTerima(BAST) ditandatangani. 



 

 
 

(4) Selisihnilaisebagaimanadimaksudpadaayat(2) danayat(3) dituangkan 

dalamperjanjiantukarmenukar. 

 
Pasal 302 

(1) Apabilapelaksanaantukarmenukar  mengharuskanmitratukarmenukar 

membangunbangunanbarang pengganti,mitratukarmenukarmenunjuk 

konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan 

pertimbangandariPerangkat Daerahterkait. 

(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

badanhukumyang bergerakdibidangpengawasankonstruksi. 

(3) Biayakonsultan pengawassebagaimanadimaksudpada ayat(1) menjadi 

tanggungjawabmitratukarmenukar. 

(4) Tukar menukar dilaksanakanoleh pengelola barang setelah mendapat 

persetujuanBupatisesuaidengankewenangannya. 

 
Paragraf 2 

TataCaraPelaksanaanTukarMenukar 

BarangMilikDaerah PadaPengelolaBarang 

Pasal 303 

Pelaksanaantukar menukarbarangmilik daerah yangberadapada Pengelola 

Barangdilakukanberdasarkan: 

a. Kebutuhandari PengelolaBaranguntukmelakukantukarmenukar;atau 

b. Permohonantukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal295 

ayat(4). 

 
Pasal 304 

(1) Pelaksanaan tukar menukarbarangmilik daerah yangdidasarkan pada 

kebutuhan pengelolabarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 hurufa, 

diawali denganpembentukan Tim olehBupatiuntukmelakukan 

penelitianmengenaikemungkinanmelaksanakan tukarmenukaryang didasarkan 

pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat(1) danayat 

(3). 

(2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. penelitian kelayakantukar menukar,baik dari aspek teknis,ekonomis 

maupun yuridis. 

b. Penelitiandataadministratif;dan 

c. Penelitianfisik. 



 

 
 

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukanuntukmeneliti: 

a. status penggunaandanbuktikepemilikan, gambarsituasitermasuk lokasi 

tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, 

dannilaiperolehan,untukdatabarang milikdaerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 

bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai 

buku,untukdatabarangmilikdaerahberupa bangunan; 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, namabarang,jumlah, nilai 

perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan buktikepemilikan kendaraan 

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/ataubangunan. 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hurufc dilakukan 

dengancaramencocokkanfisik barangmilik daerahyang akanditukarkan 

dengandataadministrativesebagaimanadimaksudpadaayat(3). 

(5) Hasilpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3) dan(4) dituangkan 

dalamberitaacarapenelitian. 

(6) Tim menyampaikan beritaacara hasilpenelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat(5)kepadaBupatiuntukpenetapanbarangmilikdaerah menjadi 

objektukarmenukar. 

 
Pasal 305 

(1) Berdasarkanpenetapansebagaimanadimaksud dalamPasal 304ayat(6), 

Pengelola Barang menyusun rincianrencana barang penggantisebagai berikut: 

a. tanah meliputiluas dan lokasi yangperuntukannya sesuaidengan 

tataruangwilayah; 

b. bangunanmeliputi:jenis,luas,dankonstruksi bangunansertasarana 

danprasaranapenunjang; 

c. selaintanah dan bangunan meliputijumlah, jenis barang, kondisi 

barangdanspesifikasibarang. 

(2) Pengelola Barang  melakukan  penilaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 

244 dan Pasal 245 terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkandan 

barang pengganti. 

(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan 

PengelolaBarangkepadaBupati. 

 
Pasal 306 

(1) Berdasarkanhasilpenilaiansebagaimanadimaksud dalamPasal305 

ayat(3),Bupatimelakukanpenetapanmitratukarmenukar. 



 

 
 

(2) Bupatimenerbitkankeputusantukarmenukarpalingsedikitmemuat: 

a. Mitratukarmenukar; 

b. Barang milik daerahyangakandilepas; 

c. Nilaiwajarbarangmilik daerahyangakandilepasyangmasihberlaku 

padatanggalkeputusanditerbitkan;dan 

d. Rincianrencanabarangpengganti. 

(3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 

kepadaBupati. 

(4) Dalamhal tukarmenukarmemerlukanpersetujuanDPRD, Bupatiterlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. 

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimanadimaksud  pada 

ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar 

menandatanganiperjanjiantukarmenukar. 

(6) Setelahmenandatanganiperjanjiantukarmenukarsebagaimanadimaksud 

padaayat(5),mitratukarmenukarmelaksanakan: 

a. Pekerjaanpembangunan/pengadaanbarang pengganti sesuaidengan 

perjanjian tukarmenukar, untuk tukar menukaratas barangmilik 

daerahberupatanahdan/ataubangunan. 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 

sesuaidenganperjanjiantukarmenukar termasukmenyelesaikan pengurusan 

dokumenadministrativeyangdiperlukan,tukarmenukar atasbarangmilik 

daerahberupaselaintanahdan/ataubangunan. 

 
Pasal 307 

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 

pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan 

konsultanpengawasdanpenelitianlapangan. 

(2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, 

PengelolaBarangmelakukanpenilaiansebagaimanadimaksuddalamPasal 244 

dan Pasal 245 terhadap kesesuaian barang penggantisesuai dengan 

yangtertuangdalamperjanjiantukarmenukar. 

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) 

menunjukkanbahwaterdapatketidaksesuianspesifikasidan/ataujumlah 

barangpenggantidenganperjanjiantukar menukar,mitra  tukarmenukar 

berkewajibanmelengkapi/memperbaikiketidaksesuaitersebut. 

(4) Dalamhalkewajibanmitratukarmenukaruntuk  melengkapi/memperbaiki 

sebagaimanadimaksud padaayat (3) tidak dapatdipenuhi, makamitra 



 

 
 

tukarmenukar berkewajibanuntuk menyetorkanselisihnilaibarangmilik 

daerahdenganbarangpenggantikerekeningKasUmumDaerah. 

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen 

barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta 

menyiapkanBeritAcaraSerahTerima(BAST)untukditandatanganioleh 

PengelolaBarang danmitratukarmenukar. 

 
Pasal 308 

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal306 ayat(5)PengelolaBarang melakukanserahterimabarang, yang 

dituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 

padaayat(1),Pengelola Barang mengajukanusulan penghapusan barang milik 

daerahyangdilepasdari daftarbarangPengelolakepadaBupatiserta 

PengelolaBarang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan terhadap barang penggantisebagai barang milik daerah. 

 
Pasal 309 

(1) Pelaksanaan tukar menukarbarangmilik daerah yangdidasarkan pada 

permohonandari pihaksebagaimanadimaksuddalamPasal 303 hurufb, 

diawalidenganmengajukanpermohonansecaratertuliskepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)disertai  datapendukung  berupa: 

a. Rincianperuntukan; 

b. jenis/spesifikasi; 

c. lokasi/datateknis; 

d. perkiraannilai barang pengganti;dan 

e. hal lain yangdiperlukan. 

(3) Pelaksanaan tukar menukar barangmilikdaerah yangdidasarkan pada 

kebutuhan PengelolaBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 sampai 

dengan Pasal 308 berlaku mutatismutandis pada Pelaksanaan tukar menukar 

barang milikdaerah yangdidasarkan pada permohonan dari 

pihaksebagaimanadimaksuddalamPasal295 ayat(4). 

 
Paragraf 3 

TataCaraPelaksanaanTukarMenukar 

PadaPenggunaBarang 

Pasal 310 



 

 
 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukarmenukar 

kepadaBupatimelaluiPengelolaBarang,dengandisertai: 

a. Penjelasan/pertimbangantukarmenukar; 
 

b. Suratpernyataan atas perlunya dilaksanakantukar menukaryang 

ditandatanganiolehPenggunaBarang; 

c. Peraturandaerahmengenaitataruangwilayah ataupenataan kota; 
 

d. Dataadministrativebarangmilik  daerahyangdilepas;dan 
 

e. Rincianrencanakebutuhanbarang pengganti. 
 

(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)hurufd,diantaranya: 

a. status penggunaandanbukti kepemilikan,gambarsituasi termasuk 

lokasitanah,luas,kode barang,kode register,namabarang,dan nilai 

perolehan,untukbarangmilik daerahberupatanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang,kode register,nama 

barang,konstruksibangunan,luas,status kepemilikan,nilai perolehan, dan 

nilai buku,untukbarangmilik daerahberupabangunan; 

c. tahun perolehan,kode barang, koderegister, namabarang,jumlah, nilai 

perolehan, nilai buku, kondisibarang, dan bukti kepemilikan 

kendaraan,untukbarang milik daerahberupaselaintanahdan/atau 

bangunan. 

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud 

padaayat(1)hurufe,meliputi: 

a. Luasdan lokasiyang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, 

untukbarangmilik daerahberupatanah; 

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 

prasaranapenunjang, untukbarangmilik daerahberupabangunan; dan/atau 

c. jumlah,jenis barang,kondisibarang dan spesifikasibaranguntuk barangmilik 

daerahberupaselaintanahdan/ataubangunan. 

(4) Pelaksanaan tukarmenukarbarangmilik daerah pada Pengelola  Barang 

sebagaimanadimaksuddalam Pasal304sampaidenganPasal308ayat(1) berlaku 

mutatismutandispadapelaksanaantukarmenukarbarangmilik 

daerahpadaPenggunaBarang. 

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan 

usulanpenghapusanbarangmilik daerah yangdilepasdari 



 

 
 

DaftarBarangPenggunakepada PengelolaBarangsertaPengguna Barang 

mencatat dan mengajukan permohonanpenetapan status penggunaan 

terhadapbarang penggantisebagaibarangmilik daerah. 

Paragraf  4 

Perjanjiandan BeritaAcaraSerahTerima 

Pasal 311 

(1) Tukarmenukardituangkandalamperjanjian. 

(2) Perjanjiansekurang-kurangnyamemuat: 

a. Identitaspihak; 

b. Jenisdannilai barangmilik daerah; 

c. Spesifikasibarang pengganti; 

d. Klausalbahwa dokumen kepemilikan barang pengganti 

diatasnamakanpemerintahdaerah; 

e. Jangkawaktupenyerahanobjektukarmenukar; 

f. Hakdankewajibanparapihak; 

g. Ketentuandalamhal  terjadikahar(forcemajeure); 

h. sanksi;dan 

i. penyelesaianperselisihan. 

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 

denganBupati. 

 
Pasal 312 

(1) Penyerahanbarangmilik daerahdanbarang pengganti dituangkandalam 

BeritaAcaraSerahTerima (BAST)sebagaimanadimaksuddalamPasal 308 ayat(l). 

(2) BeritaAcaraSerah Terima (BAST)sebagaimanadimaksud pada ayat(1) 

ditandatanganiolehmitratukarmenukar danPengelolaBarang. 

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

palinglambat 1 (satu) bulan setelahtanggalpenandatanganan perjanjian tukar 

menukar untuk barang pengganti yang telah siap 

digunakanpadatanggalperjanjiantukarmenukarditandatangani. 

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

palinglama 2 (dua) tahun setelah tanggalpenandatanganan perjanjian tukar 

menukar untuk barang penggantiyang belum siap 

digunakanpadatanggalperjanjiantukarmenukarditandatangani. 

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan 

dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi  seluruh  ketentuan  dan 

seluruh klausul yangtercantum dalam perjanjian tukar menukar. 



 

 
 

Pasal313 

Bupatiberwenang membatalkanperjanjianTukarMenukarsecarasepihakdalam hal 

BeritaAcaraSerahTerima(BAST)tidak ditandatanganisampaidenganbatas 

waktusebagaimanadimaksuddalamPasal312ayat(3)danayat(4). 

 

BagianKelima 

Hibah 

Paragraf 1 

PrinsipUmum 

Pasal 314 

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan denganpertimbangan untuk 

kepentingan: 

a. sosial; 

b. budaya; 

c. keagamaan; 

d. kemanusiaan; 

e. pendidikanyang  bersifatnonkomersial; 

f. penyelenggaraanpemerintahanpusat/pemerintahandaerah. 

(2) Penyelenggaraanpemerintahan pusat/daerahsebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)huruffadalahtermasukhubunganantarnegara,hubunganantara 

pemerintah pusat danpemerintahdaerah,hubunganantara pemerintah daerah 

dengan masyarakat/lembaga  internasional, dan  pelaksanaan 

kegiatanyangmenunjang penye1enggaraan tugasdan fungsipemerintah 

pusatataupernerintahdaerah. 

 
Pasal 315 

(1) Barangmilikdaerahdapatdihibahkanapabila memenuhipersyaratan: 

a. Bukanmerupakanbarang rahasianegara; 

b. Bukanmerupakanbarang yang menguasaihajathiduporangbanyak; atau 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

penyelenggaraanpemerintahan daerah. 

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 

sepenuhnyaoleh pihakpenerimahibah. 

 
Pasal 316 



 

 
 

(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana 

ketentuanyang ditetapkandalamnaskahhibah. 

(2) Hibahsebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan olehPengelola Barang. 

 

Pasal 317 

(1) Pihakyangdapatmenerima hibahadalah: 

a. lembaga sosial, lembaga budaya,lembaga keagamaan, 

lembagakemanusiaan, ataulembagapendidikanyangbersifatnonkomersial 

berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga,atau 

pemyataantertulisdari instansiteknis yangkompetenbahwalembaga yang 

bersangkutanadalahsebagailembagadimaksud; 

b. pemerintahpusat; 

c. pemerintahdaerahlainnya; 

d. pemerintahdesa; 

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan 

kriteriamasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuaiketentuan 

peraturanperundang-undangan;atau 

f. pihaklainsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

(2) Pemberianhibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)hurufddilakukandalamhal: 

a. Barangmilikdaerahberskalalocalyang adadidesadapatdihibahkan 

kepemilikannyakepadadesa; 

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang 

sudahdigunakanuntukfasilitasumum. 

 

Pasal 318 

(1) Hibahdapatberupa: 

a. Tanahdan/ataubangunanyang telahdiserahkankepadaBupati; 

b. Tanahdan/ataubangunanyangberadapadaPenggunaBarang;dan 

c. selain tanahdan/ataubangunan 

(2) Tanah dan/ataubangunan yang berada  pada 

PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)   hurufb 

antaralaintanahdan/atau   bangunanyangdari 

awalpengadaannyadirencanakanuntukdihibahkansesuaiyangtercantumdalam 

DokumenPelaksanaanAnggaran(DPA). 

(3) Barangmilik daerahselain tanah dan/ataubangunansebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)hurufc meliputi: 



 

 
 

a. Barangmilik daerahselaintanahdan/ataubangunanyangdariawal 

pengadaannyauntukdihibahkan;dan 

b. barang milik daerah selaintanah dan/ataubangunan yanglebih 

optimalapabiladihibahkan. 

(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkansebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)dilakukanoleh Bupati. 

 
Paragraf 2 

TataCaraHibahBarang MilikDaerahPadaPengelolaBarang 
 

Pasal 319 

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yangberada pada 

PengelolaBarangdilakukanberdasarkan: 

a. InisiatifBupati;atau 

b. Permohonandari pihakyangdapatmenerimaHibahsebagaimanadimaksuddalam 

Pasal 317. 

 
Pasal 320 

(1) Pelaksanaan hibahbarang milik daerah pada PengelolaBarangyang 

didasarkanpadainisiatifBupatisebagaimanadimaksud dalam Pasal 319 hurufa, 

diawalidenganpembentukan TimolehBupatiuntukmelakukanpenelitian. 

(2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. Penelitiandataadministratif;dan 

b. Penelitianfisik. 

(3) Penelitiandataadministrativesebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufadilakuka 

nuntukmeneliti: 

a. status danbuktikepemilikan,gambarsituasitermasuklokasitanah,luas,kode 

barang,kode 

register,namabarang,nilaiperolehan,danperuntukan,untukdatabarangmilik 

daerahberupatanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksi,luas,kode  barang,koderegister, 

namabarang,nilai  perolehan, nilai buku, 

danstatuskepemilikanuntukdatabarangmilikdaerahberupabangunan; 

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitasteknis, buktikepemilikan,kode 

barang,kode register,nama barang,nilaiperolehan, nilai buku,danjumlah 

untuk data barangmilikdaerah berupa selaintanahdan/ataubangunan;dan 

d. datacalonpenerimahibah. 

(4) Dalammelakukanpenelitianterhadap data calon penerimahibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hurufd, Tim dapatmelakukanklarifikasikepada 



 

 
 

instansiyang berwenangdanberkompeten mengenai kesesuaiandatacalon 

penerimahibah. 

(5) Penelitianfisik sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbdilakukan dengan cara 

mencocokkan fisik barang milik daerahyang 

akandihibahkandengandataadministrativesebagaimanadimaksudpadaayat (3). 

(6) Hasilpenelitiansebagaimana dimaksudpadaayat(3),ayat(4)danayat(5) 

dituangkandalamberitaacarapenelitian. 

(7) Tim menyampaikanberitaacara hasilpenelitian 

kepadaBupatiuntukmenetapkanbarang milikdaerahmenjadiobjekhibah. 

(8) Dalamhalberdasarkan beritaacara penelitiansebagaimanadimaksud 

padaayat(7)Hibahdapatdilaksanakan,BupatimelaluiPengelolaBarangmeminta 

surat pernyataan kesediaan menerimahibah kepada calonpenerimahibah. 

 
Pasal 321 

(1) Pengelola Barangmengajukanpermohonan persetujuanhibahkepada Bupati. 

(2) Dalamhal hibahmemerlukanpersetujuanDPRD, 

BupatiterlebihdahulumengajukanpermohonanpersetujuanHibahkepadaDPRD. 

(3) ApabilapermohonanhibahdisetujuiolehBupatisebagaimanadimaksud 

ayatpada(1)ataudisetujuiolehDPRD sebagaimanadimaksudpadaayat 

(2),Bupatimenetapkankeputusanpelaksanaanhibah,yangsekurang- 

kurangnyamemuat: 

a. Penerimahibah; 

b. Objekhibah; 

c. Nilaiperolehandannilaibukuterhadapbarangyangdapatdilakukan 

penyusutan,untuktanahdan/ataubangunan; 

d. Nilaiperolehandannilaibuku terhadapbarangyangdapatdilakukan 

penyusutan,untukselaintanah dan/ataubangunan;dan 

e. Peruntukanhibah. 

 

Pasal 322 

(1) Berdasarkankeputusanpelaksanaan Hibah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 

321 ayat(3),Bupatidan pihakpenerima hibahmenandatanganinaskahhibah. 

(2) Naskahhibah sebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuatsekurang- kurangnya: 

a. Identitasparapihak; 

b. Jenisdannilaibarangyang dilakukanhibah; 

c. Tujuandanperuntukanhibah; 

d. Hakdankewajibanparapihak; 



 

 
 

e. Klausulberalihnya tanggungjawab dan kewajibankepada 

pihakpenerimahibah;dan 

f. Penyelesaianperselisihan. 

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola 

Barangmelakukan serah terimabarang milikdaerah kepada penerima hibah 

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) 

(4) Berdasarkan BeritaAcara Serah Terima(BAST) sebagaimanadimaksud pada 

ayat(3),PengelolaBarang mengajukanusulanpenghapusanbarang milik 

daerahyangtelahdihibahkan. 

 
Pasal 323 

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelolabarang yang 

didasarkanpadapermohonandari pihakyangdapatmenerima hibah sebagaimana 

dimaksud Pasal 319 hurufb, diawalidengan penyampaian 

permohonanolehpihakpemohonkepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuat: 

a. Datapemohon; 

b. Alasanpermohonan; 

c. Peruntukanhibah; 

d. Jenis/spesifikasi/namabarang milikdaerah yangdimohonkan untuk 

dihibahkan; 

e. Jumlah/luas/volumebarangmilikdaerah yang di mohonkanuntuk 

dihibahkan; 

f. Lokasi/datateknis;dan 

g. Suratpernyataankesediaanmenerimahibah. 

 

Pasal 324 

(1) Berdasarkanpermohonansebagaimanadimaksuddalam Pasal 323ayat 

(1),BupatimembentukTimuntukmelakukanpenelitian. 

(2) Tata cara  penelitian  sampai dengan  pelaksanaan  serah terima  pada 

pelaksanaan  hibah yangdidasarkan  pada inisiatifBupati  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  320 sampai dengan  Pasal 322 berlaku mutatis 

mutandisterhadaptatacarapenelitiansampaidenganpelaksanaanserah  terima 

padapelaksanaanhibahyangdidasarkanpadapermohonanpihak 

pemohonsebagaimanadimaksuddalamPasal 323. 

(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 

memberitahukan kepadapihakyangmengajukan permohonan 

hibah,disertaidenganalasannya. 



 

 
 

Paragraf 3 

TataCaraPelaksanaanHibahBarangMilikDaerah 

PadaPenggunaBarang 

Pasal 325 

(1) Pelaksanaanhibahbarangmilik daerah padaPenggunaBarangdiawali dengan 

pembentukan Tim Internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang 

untukmelakukanpenelitian. 

(2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. Penelitiandataadministratif;dan 

b. Penelitianfisik. 

(3) Penelitiandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa 

dilakukanuntukmeneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuklokasi tanah, 

luas,kode barang,kode register,nama barang,nilai 

perolehan,danperuntukan,untukdatabarangmilikdaerahberupa tanah; 

b. tahunpembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, 

namabarang, nilai perolehan, nilai buku,dan status kepemilikan 

untukdatabarang milik daerahberupabangunan; 

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 

barang, kode register,nama barang, nilai perolehan, nilai buku,danjumlah 

untuk databarangmilik daerahberupaselain tanahdan/ataubangunan;dan 

d. datacalonpenerimaHibah. 

(4) Penelitianfisik sebagaimanadimaksud pada ayat(2) hurufb dilakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 

dihibahkandengandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (3). 

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 

dalam beritaacara penelitiandan selanjutnya disampaikan 

TimkepadaPenggunaBarang. 

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 

(5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada 

PengelolaBarangyangmemuat: 

a. Datacalon penerimahibah; 

b. Alasanuntukmenghibahkan; 

c. Datadandokumenatastanahdan/ataubangunan; 

d. Peruntukanhibah; 

e. Tahunperolehan; 

f. Statusdanbuktikepemilikan; 



 

 
 

g. nilai perolehan; 

h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan;dan 

i. lokasi. 

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimanadimaksudpada ayat (6) 

disertaidengansuratpernyataankesediaanmenerimahibah. 

 
Pasal 326 

Tatacarapenelitianbarangmilik daerahyangakandihibahkanyang beradapada 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berlaku mutatis 

mutandis terhadap tata cara penelitianatas permohonanyangdiajukan oleh 

PenggunaBarangkepadaPengelolaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal 325. 

 
Pasal 327 

(1) Pengelola Barang mengajukanpermohonan persetujuanhibah kepada Bupati. 

(2) Dalamhal hibahmemerlukanpersetujuanDPRD, Bupatiterlebihdahulu 

mengajukanpermohonanpersetujuanhibahkepadaDPRD. 

(3) ApabilapermohonanHibahdisetujuiolehBupatisebagaimana dimaksud 

padaayat(1) ataudisetujui DPRD sebagaimanadimaksudpadaayat(2) Bupati 

menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. Penerimahibah; 

b. Objekhibah; 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukanpenyusutan,untuktanahdan/ataubangunan; 

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selaintanah dan/atau bangunan; dan 

e. peruntukanhibah. 

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barangyang 

mengajukanpermohonandisertaidenganalasannya. 

(5) BerdasarkanpenetapanpelaksanaanHibahsebagaimanadimaksudpada ayat (3), 

Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskahhibah. 

(6) Naskah hibah sebagaimanadimaksudpadaayat (5) memuatsekurang- 

kurangnya: 

a. Identitasparapihak; 

b. Jenisdannilai barang yangdilakukanhibah; 

c. Tujuandanperuntukanhibah; 

d. Hakdankewajibanparapihak; 



 

 
 

e. Klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada pihak 

penerimahibah;dan 

f. Penyelesaianperselisihan. 

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

PengelolaBarangmelakukan serahterimabarang milikdaerah kepada penerima 

hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimanadimaksud 

padaayat(7),PenggunaBarangmengajukanusulanpenghapusanbarang milik 

daerahyangtelahdihibahkan. 

 
Pasal 328 

Pelaksanaanhibahbarangmilikdaerahberupatanah   dan/ataubangunandan 

selaintanah dan/atau bangunan yang dariawal  pengadaanyadirencanakan 

untukdihibahkansebagaimanadimaksuddalamPasal 318  ayat(2) danayat(3) 

hurufamengikutiketentuanperaturanperundang-undangan. 

 

BAB XI 

PEMUSNAHAN 

BagianKesatu 

PrinsipUmum 

Pasal 329 

Pemusnahanbarangmilikdaerahdilakukanapabila: 

a. Tidakdapat digunakan,tidakdapatdimanfaatkan,dan/atau tidakdapat 

dipindahtangankan;atau 

b. terdapat alasan lainsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

 

Pasal 330 

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang 

setelahmendapatpersetujuanBupati,untukbarangmilikdaerahpadaPenggunaBar 

ang. 

(2) Pemusnahandilaksanakan oleh Pengelola 

BarangsetelahmendapatpersetujuanBupati,untukbarangmilikdaerahpadaPenge 

lolaBarang. 

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2) 

dituangkandalamberitaacaradandilaporkankepadaBupati. 

 
Pasal 331 



 

 
 

Pemusnahandilakukandengancara: 

a. dibakar; 

b. dihancurkan; 

c. ditimbun; 

d. ditenggelamkan;atau 

e. caralainsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

 

BagianKedua 

TataCaraPemusnahanPadaPenggunaBarang 

Pasal 332 

(1) Pengajuanpermohonanpemusnahanbarangmilikdaerah dilakukanoleh 

PenggunaBarang kepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpemusnahan;dan 

b. Databarangmilikdaerahyangdiusulkanpemusnahan. 

(3) Databarang milik 

daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbAntaralainmeliputi: 

a. kode barang; 

b. kode register; 

c. namabarang; 

d. tahunperolehan; 

e. spesifikasibarang; 

f. kondisibarang; 

g. jumlahbarang; 

h. buktikepemilikanuntukbarangmilik daerahyangharusdilengkapi 

denganbuktikepemilikan; 

i. nilai perolehan;dan 

j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. 

(4) Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilengkapi 

dokumenpendukungberupa: 

a. surat pernyataandari Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang 

yangsekurang-kurangnyamemuat: 

1) identitasPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang;dan 

2) pernyataan bahwabarangmilik daerahtidakdapatdigunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankanatau alasanlain 

sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan. 

b. Fotokopibuktikepemilikan,untukbarangmilik daerahyangharus 

dilengkapidenganbuktikepemilikan; 



 

 
 

c. kartu identitasbarang,untuk barangmilik daerah yang harus 

dilengkapidengankartuidentitasbarang;dan 

d. fotobarang milikdaerahyangdiusulkanpemusnahan. 

 

Pasal 333 

(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permohonan usulan 

PemusnahansebagaimanadimaksuddalamPasal 332. 

(2) Penelitian  sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. Penelitiankelayakanpertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan 

Barang milik daerah; 

b. penelitian administratif dan; 

c. penelitian fisik 
 

(3) Penelitiandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb 

dilakukanuntukmenelitiantaralain: 

a. kode barang; 

b. kode register; 

c. namabarang; 

d. tahunperolehan; 

e. spesifikasibarang; 

f. kondisibarang; 

g. jumlahbarang; 

h. buktikepemilikanuntukbarangmilikdaerahyangharusdilengkapi 

denganbuktikepemilikan; 

i. nilai perolehan;dan/atau 

j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. 
 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksudpadaayat (2) hurufc dilakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 

dimusnahkandengandataadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (3). 

(5) PengelolaBarang menyampaikanhasilpenelitiansebagaimanadimaksudpada 

ayat(2)kepada  Bupatisebagaibahan pertimbanganpersetujuan 

pernusnahanbarang milikdaerah. 

 
Pasal 334 

(1) Apabilapermohonanpemusnahan barang milikdaerah tidakdisetujui, 

Bupatimemberitahukan kepada Pengguna BarangmelaluiPengelolaBarangyang 

mengajukanpermohonandisertaidenganalasan. 



 

 
 

(2) Apabilapermohonanpemusnahanbarang milik daerahdisetujui,Bupati 

menerbitkansuratpersetujuanpemusnahanbarangmilikdaerah. 

(3) Suratpersetujuanpemusnahan barang milik daerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)palingsedikitmemuat: 

a. Databarang milik daerahyangdisetujuiuntuk dimusnahkan,yangsekurang- 

kurangnyameliputi kode barang,kode 

register,namabarang,tahunperolehan,spesifikasibarang,kondisibarang,jurnl 

ahbarang,nilai perolehan,dan nilaibukuuntukbarangmilikdaerahyang 

dapatdilakukanpenyusutan;dan 

b. KewajibanPengguna Baranguntuk melaporkanpelaksanaan 

PemusnahankepadaBupati. 

 

Pasal 335 

(1) Berdasarkansurat persetujuanpemusnahan barang milikdaerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2),PenggunaBarang 

melakukanpemusnahanbarangmilik daerah. 

(2) Pelaksanaanpemusnahan sebagairnana dimaksud pada ayat(1)dituangkan 

dalam Berita AcaraPemusnahan dan dilaksanakanpalinglama 1 (satu)bulan 

sejaktanggal penerbitan suratpersetujuan pemusnahan barang milik daerah 

olehBupatisebagaimana dimaksuddalam Pasal 334 ayat(2). 

(3) BerdasarkanBeritaAcaraPemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat 

(2),Pengguna Barangmengajukanusulan penghapusanbarangmilik daerah. 

 

BagianKetiga 

TataCaraPemusnahanPadaPengelolaBarang 

Pasal 336 

(1) Pengajuanpermohonanpemusnahanbarangmilik daerahdilakukanoleh 

PengelolaBarangkepadaBupati. 

(2) Muatanmaterisurat permohonan pemusnahan padaPenggunaBarang 

sertakelengkapandokumenpendukung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 332 

ayat (2),ayat(3)dan ayat(4)berlakumutatis mutandisterhadap muatan materi 

surat permohonanpemusnahan dan 

sertakelengkapandokumendukungpadaPengelolaBarang. 

 

Pasal 337 



 

 
 

(1) Bupatimelakukanpenelitianterhadappermohonanusulanpemusnahan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 336. 

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik 

daerahpadaPenggunaBarangsebagaimana   dimaksuddalamPasal 

333ayat(2),ayat(3),danayat(4)berlakumutatismutandisterhadaptatacara 

penelitianterhadap permohonanpemusnahan  barangmilikdaerah pada 

PengelolaBarang. 

(3) Apabila permohonanpemusnahan barang milik daerah tidakdisetujui, 

Bupatimemberitahukan kepadaPengelolaBarangdisertaidenganalasan. 

(4) Apabila permohonanpemusnahan barangmilik daerahdisetujui, Bupati 

menerbitkansuratpersetujuanpemusnahanbarangmilik daerah. 

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat(4)palingsedikit memuat: 

a. Databarangmilik daerah yangdisetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-

kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 

barang,tahunperolehan, spesifikasibarang,kondisibarang,jumlah barang, 

nilai perolehan,dan nilai buku untukbarang milik daerah 

yangdapatdilakukanpenyusutan;dan 

b. kewajiban PengelolaBarang untuk melaporkan pelaksanaan 

pemusnahankepadaBupati. 

 

Pasal 338 

(1) Berdasarkanpersetujuanpemusnahanbarang milikdaerahsebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 337 ayat (4), Pengelola Barang melakukan 

pemusnahanbarangmilikdaerah. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 

(satu)bulansejaktanggalpersetujuanpemusnahanbarang milik 

daerahdariBupati. 

(3) Berdasarkanberita acarapemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat (2), 

Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah. 

 

BAB XII 

PENGHAPUSAN 

BagianKesatu 



 

 
 

PrinsipUmum 
 

Pasal 339 

PenghapusanBarangMilikDaerahmeliputi: 

a. penghapusan dari DaftarBarangPengguna dan/atau DaftarBarangKuasa 

Pengguna; 

b. penghapusandariDaftarBarangPengelola;dan 

c. penghapusandariDaftarBarangMilikDaerah. 

 

Pasal 340 

(1) Penghapusandari DaftarBarangPengguna dan/atauDaftarBarangKuasa 

PenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal 339 hurufa,dilakukan dalamhal 

Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalampenguasaan 

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang. 

(2) PenghapusandariDaftarBarangPengelolasebagaimanadimaksuddalamPasal 339 

hurufb, dilakukan dalamhal BarangMilik 

DaerahsudahtidakberadadalampenguasaanPengelolaBarang. 

(3) Penghapusan dariDaftarBarang MilikDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 

339 hurufc dilakukan dalam hal terjadi 

penghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)disebabkankarena: 

a. pemindahtanganan atasBarangMilikDaerah; 

b. putusan pengadilanyangtelahberkekuatanhokumtetapdansudahtidak 

adaupayahukumlainnya; 

c. menjalankanketentuanundang-undang; 

d. Pemusnahan;atau 

e. Sebablain. 

 

Pasal 341 

(1) Barangmilik daerah sudah 

tidakberadadalampenguasaanPengelolaBarang,PenggunaBarang 

dan/atauKuasaPengguna Barangdisebabkankarena: 

a. Penyerahanbarangmilik daerah; 

b. Pengalihanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah; 

c. Pemindahtangananatasbarang milik; 

d. Putusanpengadilanyang telahberkekuatanhukumtetapdan 

sudahtidakadaupayahukum lainnya; 

e. Menjalankanketentuanperaturanperundang-undangan; 

f. pemusnahan;atau 

g. sebablain. 



 

 
 

(2) Sebab lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf gmerupakansebab-sebab 

yang secara normal dipertimbangkanwajar menjadi penyebabpenghapusan, 

seperti,hilangkarenakecurian,terbakar,susut, 

menguap,mencair,kadaluwarsa,mati,dansebagaiakibatdarikeadaankahar(force 

majeure). 

 
Pasal 342 

(1) Penghapusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat(1)untuk barang 

milik daerah pada Pengguna Barang dilakukandenganmenerbitkan 

keputusanpenghapusan oleh 

PengelolaBarangsetelahmendapatpersetujuanBupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) untuk barang 

milik daerah pada Pengelola Barang 

dilakukandenganmenerbitkankeputusanpenghapusan olehBupati. 

(3) DikecualikandariketentuanmendapatpersetujuanpenghapusanBupatisebagaim 

anadimaksudpadaayat(1)adalahuntukbarangmilikdaerahyangdihapuskan 

karena: 

a. PengalihanstatuspenggunaansebagaimanadimaksuddalamPasal 

40sampaidenganPasal34, 

b. pemindahtanganan;atau 

c. pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelegasikanpersetujuan penghapusan barang milik 

daerahberupabarangpersediaankepadaPengelolaBaranguntuk Daftar 

BarangPenggunadan/atauDaftarBarangKuasaPengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat (1)danayat(4)dilaporkankepadaBupati. 

 
BagianKedua 

PelaksanaanPenghapusanBarangMilikDaerah 

PadaPenggunaBarang Dan/AtauKuasaPenggunaBarang 

Pasal 343 

(1) Penghapusankarenapenyerahan barangmilik daerahkepadaBupati 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 341 ayat(1) hurufadilakukanoleh 

PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

PengelolaBarang menerbitkan keputusan penghapusanbarang milik daerah. 



 

 
 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) 

bulanditerbitkanoleh PengelolaBarangsejaktanggalBeritaAcaraSerah 

Terima(BAST)penyerahankepadaBupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkanpenghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan: 

a. Keputusanpenghapusan;dan 

b. BeritaAcaraSerahTerima(BAST)penyerahankepadaBupati. 

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat (3), 

Pengelola Barang melakukanpenyesuaian pencatatan barangmilik 

daerahpadadaftarbarangmilik daerah. 

 
Pasal 344 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 

sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus 

dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan 

TahunanPenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibatdaripenyerahan barang 

milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus 

dicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan. 

 
Pasal 345 

(1) Penghapusankarenapengalihanstatus penggunaanbarangmilikdaerah kepada 

PenggunaBarang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat(1)huruf b 

dilakukan oleh Pengguna Barang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

PengelolaBarang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(2)palinglama1 (satu)bulanditerbitkanolehPengelolaBarang sejak 

tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status 

penggunaanbarangmilik daerah. 

(4) Pengguna Barang menyampaikanlaporan penghapusan kepada Bupati 

denganmelampirkan: 

a. Keputusanpenghapusan;dan 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihanstatus penggunaan barang 

milikdaerah. 

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat (3), 

PengelolaBarang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik 

daerahpadadaftarbarangmilikdaerah. 



 

 
 

Pasal 346 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Penggunasebagaiakibatdari pengalihanstatuspenggunaanbarang milik daerah 

harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang. 

(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status 

penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 

laporanbarangmilik daerahsemesterandanlaporantahunan. 

 
Pasal 347 

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 341 ayat(1) huruf cdilakukanoleh 

PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dilakukan setelah 

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) 

bulanditerbitkan olehPengelolaBarangsejaktanggalBeritaAcaraSerah 

Terima(BAST). 

(4) Keputusanpenghapusanbarang milik daerahkarenapemindahtanganan 

atasbarang milik daerahdisampaikankepadaPenggunaBarang disertai dengan: 

a. Risalah Lelang dan BeritaAcara Serah Terima (BAST), dalam 

halpemindahtanganandilakukandalambentukpenjualansecaralelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan 

dilakukandalambentukpenjualantanpalelang,tukar menukar,dan 

penyertaanmodalpemerintahdaerah;dan 

c. BeritaAcaraSerah Terimadan naskah hibah, dalam hal 

pemindahtanganandilakukandalambentukhibah. 

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana 

dimaksudpadaayat(4)kepadaBupatidenganmelampirkan: 

a. KeputusanPenghapusan;dan 

b. BeritaAcaraSerahTerima,RisalahLelang,danNaskahHibah. 

(6) Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat 

(3),PengelolaBarangmenghapus barangmilik daerahdari DaftarBarang 

MilikDaerah. 

 
Pasal 348 

(1) Penghapusankarenaadanyaputusanpengadilanyang telahmemperolehkekuatan 

hukum tetap dan sudah tidak ada upayahukum 



 

 
 

lainnyasebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat(1)hurufddilakukan 

olehPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Pengguna Barangmengajukanpermohonanpenghapusan 

barangmilikdaerahkepadaPengelolaBarangyangsedikitnyamemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpenghapusan;dan 

b. Data barang milik daerah yang dimohonkan 

untukdihapuskan,diantaranyameliputitahun perolehan, kodebarang,kode 

register, namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilaibuku,dan/atau nilai 

perolehan. 

(3) Permohonanpenghapusan barangmilik 

daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)sekurang- 

kurangnyadilengkapidengan: 

a. salinan/fotokopiputusan pengadilan yangtelah 

dilegalisasi/disahkanolehpejabatberwenang;dan 

b. fotokopidokumenkepemilikanataudokumensetara. 

(4) Pengelola Barang melakukan penelitianterhadap penghapusan barangmilik 

daerahdariPenggunaBarang dimaksudpadaayat(2), permohonan sebagaimana 

(5) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(4)yangmeliputi: 

a. Penelitiandatadandokumenbarangmilikdaerah; 

b. Penelitian terhadapisi putusanpengadilan terkait barangmilik daerah 

sebagai 

objekputusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdansud 

ahtidakadaupayahukumlainnya;dan 

c. Penelitianlapangan(onsitevisi,jikadiperlukan) 

(6) Penelitian lapangansebagaimanadimaksud pada ayat(5)hurufc dilakukanuntuk 

memastikankesesuaian antara barangmilikdaerah 

yangmenjadiobjekputusanpengadilandenganbarangmilikdaerahyangmenjadiobj 

ekpermohonanpenghapusan. 

(7) Berdasarkanhasilpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(5), 

PengelolaBarangmengajukanpermohonanpersetujuankepadaBupati. 

 
Pasal 349 

(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerahsebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 348 ayat (2) tidak disetujui,BupatimelaluiPengelola Barang 

memberitahukan pada PenggunaBarang disertai denganalasan. 

(2) Apabilapermohonanpenghapusanbarangmilik daerahdisetujui,Bupati 

menerbitkansuratpersetujuanpenghapusanbarangmilikdaerah. 



 

 
 

(3) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagairnana 

dimaksudpadaayat(2)memuatdatabarangmilikdaerahyangdisetujuiuntukdihapu 

skan,diantaranyameliputi: 

a. kode barang; 

b. kode register; 

c. namabarang; 

d. tahunperolehan; 

e. spesifikasi/identitasteknis; 

f. kondisibarang; 

g. jumlah; 

h. nilaiperolehan; 

i. nilai buku untukbarang milik daerah yang dapatdilakukan penyusutan;dan 

j. kewajibanPengguna Baranguntuk melaporkanpelaksanaan 

PenghapusankepadaBupatimelaluiPengelolaBarang. 

 
Pasal 350 

(1) BerdasarkanpersetujuanBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 329 

ayat(2),PengelolaBarangmenerbitkankeputusanpenghapusanbarang. 
 

(2) Keputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)menjadidasar 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmelakukanpenghapusan barang 

milik daerah dari Daftar BarangPenggunadan/atauDaftarBarang 

KuasaPengguna. 

(3) Keputusanpenghapusan barang milik daerah sebagaimanadimaksud 

padaayat(1)palinglama1 (satu)bulanditerbitkanolehPengelolaBarang 

sejaktanggalpersetujuanpenghapusan barangmilikdaerahdari Bupati. 

(4) Pengguna Barangmelaporkan penghapusan kepada 

Bupatidenganmelampirkankeputusanpenghapusanbarangmilik daerah. 

(5) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dariDaftar 

BarangMilikDaerah. 

 

Pasal 351 

Penghapusan sebagaimanadimaksuddalamPasal 348,Pasal 349 danPasal 350 

hanyadilakukan karena adanyaputusan pengadilanyang 

telahmemperolehkekuatanhukumtetapdansudahtidakadaupayahokumlainnya. 

 
Pasal 352 



 

 
 

(1) PerubahanDaftarBarangPengguna dan/atauDaftar 

BarangKuasaPenggunasebagaiakibat  dari 

putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatan hukum tetap harus 

dicantumkan dalamlaporansemesteran laporan tahunan Pengguna 

Barangdan/atau KuasaPenggunaBarang. 

(2) PerubahanDaftar Barang  Milik  Daerahsebagaiakibat 

dariputusanpengadilanyang telah  memperoleh kekuatan 

hukumtetapharusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan. 

 
Pasal 353 

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuanperaturanperundang- undangan 

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 340 ayat (1) hurufe 

diawalidenganpengajuanpermohonanpenghapusanbarangmilik 

daeraholehPenggunaBarangkepadaBupatimelaluiPengelolaBarang. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpenghapusan;dan 

b. Databarangmilik daerahyang dimohonkanuntukdihapuskan,yangsekurang- 

kurangnyameliputitahun perolehan,kode 

barang,koderegister,namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilaibuku,da 

n/ataunilai perolehan. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadappermohonan penghapusan 

barang milikdaerah dari PenggunaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

(4) Berdasarkanpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3),Pengelola 

BarangmengajukanpermohonanpersetujuankepadaBupati. 

 
Pasal 354 

(1) ApabilaBupatimenyetujuipermohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 353 

ayat(4),Bupatimenerbitkansuratpersetujuanpenghapusan. 

(2) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. data barangmilik daerah yangdisetujuiuntuk dihapuskan,yangsekurang- 

kurangnyameliputitahun perolehan, kodebarang,kode register,nama 

barang,spesifikasi/identitastelmis,jenis,kondisi,jumlah,nilai 

buku,dan/ataunilai perolehan;dan 

b. kewajibanPengguna Barang untukmelaporkanpelaksanaan 

penghapusankepadaBupati. 

(3) Berdasarkanpersetujuan Bupatisebagaimanadimaksudpada ayat(1), 

PenggunaBarang melakukan penghapusan barangmilikdaerahdari 



 

 
 

DaftarPengguna 

Barangdan/atauDaftarBarangKuasaPenggunadenganberdasarkankeputusanpe 

nghapusanPengelolaBarang. 

(4) Keputusanpenghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(3)diterbitkanpalinglama1 (satu)bulanolehPengelolaBarang 

sejaktanggalpersetujuanBupati. 

 
Pasal 355 

(1) Pengguna Barangmelaporkan penghapusan barang 

milikdaerahkepadaBupati,dengan melampirkan keputusanpenghapusan 

yangdikeluarkan oleh PengelolaBarangsebagaimanadimaksud dalamPasal 

354ayat(4). 

(2) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimana dimaksuddalamPasal 354 

ayat(4),PengelolaBarangmenghapuskanbarangmilikdaerahdariDaftarBarangMili 

kDaerah. 

 
Pasal 356 

(1) PerubahanDaftarBarang  Pengguna dan/atauDaftarBarangKuasaPengguna 

sebagai akibat dari melaksanakan ketentuanperaturan perundang- 

undanganharusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunanPeng 

gunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang. 

(2) Perubahan  DaftarBarangMilikDaerahsebagaiakibatdarimelaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan harusdicantumkan 

dalamlaporansemesterandanlaporantahunan. 

 
Pasal 357 

(1) Penghapusanbarangmilik daerahkarenapemusnahan padaPenggunaBarang 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 340 ayat(1)huruf 

fdilakukanolehPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Penghapusanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

dilakukansetelahPengelolaBarangmenerbitkankeputusanpenghapusanbarangm 

ilik daerah. 

(3) Keputusanpenghapusan barang milik daerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)diterbitkanolehPengelolaBarangpalinglama1( 

satu)bulansejaktanggalberitaacarapemusnahan. 

(4) Pengguna Barangmenyampaikanlaporanpenghapusandisampaikan kepada 

Bupati dengan melampirkan keputusanpenghapusansebagaimanadimaksud 

pada ayat(2)dan beritaacarapemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat(3). 



 

 
 

(5) Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(3), 

PengelolaBarang menghapuskan barang milikdaerah padaDaftar 

BarangMilikDaerah. 

 
Pasal 358 

(1) PerubahanDaftarBarangPengguna  dan/atauDaftarBarangKuasa Pengguna 

sebagai akibat dari pemusnahan harusdicantumkandalam 

laporansemesterandanlaporantahunanpenggunabarangatau 

kuasapenggunabarang. 

(2) PerubahanDaftarBarangMilik 

Daerahsebagaiakibatdaripemusnahanharusdicantumkandalamlaporansemeste 

randanlaporantahunan. 

 
Pasal 359 

(1) Penghapusankarenasebablain sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat (1) 

huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/KuasaPenggunaBarang. 

(2) Pengguna Barang mengajukanpermohonanpenghapusan barangmilik 

daerahkepadaBupatimelaluiPengelolaBarangyangsedikitnyamemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpenghapusan;dan 

b. data barangmilik daerah yang dimohonkan untukdihapuskan, 

diantaranyameliputitahun perolehan,kodebarang,koderegister, 

namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilai buku,dan/atau nilai 

perolehan. 

(3) Permohonanpenghapusan barangmilik 

daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatdiajukankarenaalasan: 

a. Hilangkarenakecurian; 

b. terbakar,susut,menguap, mencair, kadaluwarsa,matiuntuk 

hewan/ikan/tanaman;atau 

c. keadaan kahar(forcemajeure). 

 

Pasal 360 

(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan 

alasanhilangkarenakecuriansebagaimanadimaksuddalamPasal359 

ayat(3)hurufaharusdilengkapi: 

a. Suratketerangandari Kepolisian;dan 

b. Suratketerangandari PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang 

yangsekurang-kurangnyamemuat: 

1) IdentitasPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang; 



 

 
 

2) Pernyataanmengenaiataskebenaranpermohonandanbarangmilik 

daerahtersebuthilangkarenakecuriansertatidakdapat diketemukan;dan 

3) Pemyataanapabiladikemudianhariditemukanbuktibahwa penghapusan 

barang milik daerah dimaksuddiakibatkanadanya unsur 

kelalaiandan/atau kesengajaandari Pejabat  yang 

menggunakan/penanggungjawabbarang  milik 

daerah/PengurusBarangtersebut,maka tidak menutup kemungkinan 

kepada  yangbersangkutan  akan 

dikenakansanksisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

(2) Permohonanpenghapusanbarangmilikdaerahdenganalasanterbakar, 

susut,menguap, mencair, kadaluwarsa,matiuntukhewan/ikan/ 

tanamansebagaimanadimaksud dalamPasal359 ayat(3) hurufbharusdilengkapi: 

a. IdentitasPenggunaBarang/KuasaPengguna Barang; 

b. Pernyataan dari Pengguna Barang/KuasaPenggunaBarang 

mengenaikebenaranpermohonanyangdiajukan. 

c. Pernyataan dariPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarangbahwabarang 

milik daerah  telah terbakar, susut, menguap,mencair, 

kadaluwarsa,matiuntukhewan/ikan/tanaman;dan 

d. surat pernyataan sebagaimanadimaksudpada huruf 

cdilampirihasillaporanpemeriksaan/penelitian. 

(3) Permohonanpenghapusan barangmilikdaerah denganalasankeadaankahar 

(forcemajeure)sebagaimanadimaksud dalamPasal 359 ayat(3) 

hurufcharusdilengkapi: 

a. suratketerangandari  instansiyangberwenang: 

1) mengenaiterjadikeadaankahar(forcemajeure);atau 

2) mengenaikondisibarangterkinikarenakeadaankahar(force   majeure);dan 

b. pernyataanbahwabarangmilikdaerahtelahterkenakeadaankahar 

(forcemajeure)dari PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang. 

 
Pasal 361 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 

barangmilik daerah dari PenggunaBarang sebagaimana dimaksuddalamPasal 

359 ayat(3). 

(2) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; 

b. penelitiandata administratif sedikitnyaterhadap kode barang, kode 

register,namabarang,tahunperolehan, spesifikasi/identitasbarang milik 

daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang 



 

 
 

milikdaerahyangharus dilengkapidenganbukti kepemilikan,nilai 

buku,dan/ataunilai perolehan;dan 

c. penelitianfisikuntukpermohonan  penghapusankarenaalasan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 359  ayat(3)hurufbdanhurufc 

jikadiperlukan. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 

Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati 

untukpenghapusanbarangmilikdaerahkarenasebablain. 

 
Pasal 362 

(1) Apabilapermohonanpenghapusan sebagaimanadimaksud dalamPasal 360 

ayat(3)tidakdisetujui,BupatimemberitahukankepadaPengguna 

BarangmelaluiPengelolaBarangdisertaidenganalasan. 

(2) Apabilapermohonan penghapusan sebagaimanadimaksud dalamPasal 360 

ayat(3)disetujui,Bupatimenerbitkan surat persetujuan penghapusanbarang 

milikdaerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)memuatdatabarangmilikdaerahyangdisetujui 

untukdihapuskan,yangsekurang-kurangnyameliputi: 

a. kode barang; 

b. kode register; 

c. nama barang; 

d. tahunperolehan; 

e. spesifikasi/identitasteknis; 

f. kondisibarang; 

g. jumlah; 

h. nilai perolehan; 

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan;dan 

j. kewajibanPengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusankepadaBupati. 

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimanadimaksud padaayat (3), 

Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan palinglama 1 

(satu)bulansejaktanggalpersetujuan. 

(5) PenggunaBarang melakukan penghapusan barang milikdaerah dari Daftar 

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang KuasaPengguna 

berdasarkanKeputusanPenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat (4). 



 

 
 

Pasal 363 

(1) PenggunaBarangmenyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupati dengan 

melampirkan keputusan penghapusan 

barangmilikdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 362 ayat(4). 

(2) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimanadimaksuddalamPasal362 

ayat(4),PengelolaBarang menghapuskan barangmilikdaerahdari 

DaftarBarangMilikDaerah. 

(3) PerubahanDaftar BarangPenggunadan/atauDaftar BarangKuasa Pengguna 

sebagaiakibat dari sebab lainharusdicantumkandalamlaporansemesteran dan 

laporantahunanPengguna Barangdan/atauKuasaPenggunaBarang. 

(4) Perubahan Daftar BarangMilik Daerahsebagaiakibat dari sebablain 

harusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan. 

 

BagianKetiga 

PelaksanaanPenghapusanBarangMilikDaerah PadaPengelolaBarang 

Pasal 364 

(1) Penghapusankarenapenyerahanbarangmilik daerahkepadaPenggunaBarang 

sebagaimana dimaksud dalampasal 340 ayat(1)huruf 

adilakukanolehPengelolaBarang. 

(2) Penghapusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukansetelah 

Bupatimenerbitkankeputusanpenghapusanbarangmilikdaerah. 

(3) Keputusanpenghapusan barangmilikdaerah 

sebagaimanadimaksudayat(2)palinglambat1 

(satu)bulanditerbitkanolehBupatisejaktanggal 

SeritaAcaraSerahTerima(BAST)penyerahankepadaPenggunaBarang. 

(4) PengelolaBarang menyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupati dengan 

melampirkan keputusanpenghapusandan BeritaAcara SerahTerima (BAST) 

penyerahan kepada Pengguna Barangsebagaiamanadimaksudpadaayat(3). 

(5) Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat 

(3),PengelolaBarangmelakukan penyesuaianpencatatanbarangmilik 

daerahpadaDaftarBarangMilikDaerah. 

 

Pasal 365 

(1) Perubahan DaftarBarang Pengelola sebagai akibat  daripenyerahan 

barangmilikdaerah  kepada  PenggunaBarang 



 

 
 

harusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunanpengelolabaran 

g. 

(2) PerubahanDaftar Barang MilikDaerahsebagaiakibatdaripenyerahanbarangmilik 

daerahkepadaPengguna Barang 

harusdicantumkandalamlaporansemesterandanlaporantahunan. 

 

Pasal 366 

(1) Penghapusankarena pemindahtanganan atas barang milikdaerah 

kepadaPihakLainsebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat(1)huruf 

cdilakukanoleh PengelolaBarang. 

(2) Penghapusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah 

Bupatimenerbitkankeputusanpenghapusanbarangmilikdaerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(2) palinglambat 1 (satu) bulan diterbitkan olehBupatisejak 

tanggalBeritaAcaraSerahTerima(BAST). 

(4) Pengelola Barang menyampaikanlaporan penghapusan kepada Bupati 

denganmelampirkankeputusanpenghapusanyang disertaidengan: 

a. RisalahLelangdanBeritaAcaraSerahTerima (BAST),apabila 

pemindahtanganandilakukandalambentukpenjualansecaralelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan 

dilakukandalambentukpenjualantanpalelang, tukarmenukardan 

penyertaanmodalpemerintahdaerah;dan 

c. Berita AcaraSerah Terima(BAST)dannaskahhibah, apabila 

pemindahtanganandilakukandalambentukhibah. 

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusansebagaimanadimaksudpadaayat (3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 

BarangMilikDaerah. 

 
Pasal 367 

(1) PerubahanDaftarBarangPengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan 

barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesterandan 

tahunanPengelolaBarang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan 

barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporanbarangmilik 

daerahsemesterandantahunan. 

 
Pasal 368 



 

 
 

(1) Penghapusankarenaadanyaputusanpengadilanyangtelahmemperoleh 

kekuatanhukumtetapdansudahtidak   adaupaya hukumlainnya 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat(1) hurufd  dilakukanoleh 

PengelolaBarang. 

(2) PengelolaBarangmengajukan permohonan penghapusan kepadaBupati 

yangsekurang-kurangnyamemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpenghapusan;dan 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,sekurang- 

kurangnyameliputitahun perolehan,kode barang,kode register,nama 

barang,jenis, identitas,kondisi,lokasi,nilai buku,dan/ataunilai perolehan. 

(3) Permohonanpenghapusan barangmilik daerah sebagaimanadimaksud 

padaayat(2)sekurang-kurangnya dilengkapidengan: 

a. salinan/fotokopiputusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan 

olehpejabatberwenang;dan 

b. fotokopidokumenkepemilikan   ataudokumensetara. 

(4) Bupatimelakukanpenelitianterhadappermohonan penghapusanbarang 

milikdaerah dariPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3). 

(5) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(4)meliputi: 

a. Penelitiandatadandokumenbarangmilik daerah; 

b. penelitian terhadapisi putusan pengadilanterkait barangmilikdaerah 

sebagai objek putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan 

hukumtetapdansudahtidakadaupayahukumlainnya; dan 

c. penelitianlapangan(onsite 

visit),jikadiperlukan,gunamemastikankesesuaianantarabarangmilik 

daerahyangmenjadiobjekputusan pengadilandengan barang milik daerah 

yangmenjadi objek permohonanpenghapusan. 

(6) Dalamhal permohonanpenghapusanbarangmilik daerahtidakdisetujui, 

BupatimemberitahukankepadaPengelolaBarangdisertaidenganalasan. 

(7) Dalamhal permohonan penghapusan barang milik daerahdisetujui, 

Bupatimenerbitkan surat persetujuanpenghapusanbarang milikdaerah. 

(8) Suratpersetujuanpenghapusan barang milik daerahsebagaimana 

dimaksudpadaayat(7)sekurang-kurangnyamemuat: 

a. data barang milik daerah yang disetujuiuntukdihapuskan,sekurang- 

kurangnyameliputi kode barang,kode register,namabarang, 

tahunperolehan, spesifikasi/identitasteknis,jenis,kondisi, jumlah,nilai 

buku,dan/ataunilai perolehan;dan 

b. kewajibanPengelola Barang untuk melaporkanpelaksanaan 

penghapusankepadaBupati. 



 

 
 

Pasal 369 

(1) BerdasarkanpersetujuanBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 368 

ayat(7),Bupatimenerbitkankeputusanpenghapusanbarang. 

(2) Berdasarkankeputusan penghapusan barang sebagaimanadimaksud padaayat 

(1) PengelolaBarang melakukanpenghapusanbarangmilik 

daerahdariDaftarBarangPengelola. 

(3) Keputusanpenghapusan barang milikdaerah diterbitkanolehBupati 

sebagaimana dimaksudpada ayat (1)palinglama1 (satu)bulan sejak 

tanggalpersetujuan. 

(4) Pengelola Barangmenyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupati 

denganmelampirkankeputusanpenghapusanbarangmilikdaerah. 

(5) Berdasarkankeputusan penghapusan sebagaimanadimaksudpadaayat(3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dariDaftar 

BarangMilikDaerah. 

 
Pasal 370 

Penghapusansebagaimanadimaksud dalam Pasal 368 dan Pasal 369 

hanyadilakukankarenaadanyaputusan 

pengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdansudahtidak 

adaupayahukumlainnya. 

 
Pasal 371 

(1) Perubahandaftar barang Pengelola sebagai akibat dariputusan pengadilanyang 

telah memperoleh kekuatan hokumtetap harus dicantumkan 

dalamlaporansemesterandanlaporantahunanpengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 

dicantumkandalamlaporansemesterandan laporantahunan. 

 
Pasal 372 

(1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan 

peraturanperundang-undangan sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 ayat (1) 

hurufe diawalidengan mengajukan permohonanpenghapusan barang 

milikdaerah dari PengelolaBarangkepadaBupati. 

(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. Pertimbangandanalasanpenghapusan;dan 



 

 
 

b. Databarangmilikdaerahyang dimohonkanuntukdihapuskan,yang sekurang- 

kurangnya meliputitahun perolehan,kode barang,kode 

register,namabarang,jenis,identitas,kondisi,lokasi,nilai buku dan/ataunilai 

perolehan. 

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusanbarang 

milikdaerahdariPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

(4) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(3)meliputi: 

a. Penelitiandatadandokumenbarangmilik daerah; 

b. Penelitianterhadap peraturan perundang-undanganterkaitbarang milik 

daerah;dan 

c. Penelitianlapangan (onsitevisit) jikadiperlukan,gunamemastikan 

kesesuaianantarabarangmilik daerahyang menjadiobjekperaturan 

perundang-undangandengan barang milik daerah yang menjadi 

objekpermohonanpenghapusan. 

 
Pasal 373 

(1) ApabilaBupatimenyetujuihasilpenelitiansebagaimanadimaksud 

dalamPasal372ayat(4),Bupatimenerbitkansuratpersetujuanpenghapusan. 

(2) Suratpersetujuanpenghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

palingsedikitmemuat: 

a. data barangmilik daerah yang disetujuiuntuk dihapuskan,yangsekurang- 

kurangnyameliputi kode barang,kode register,nama 

barang,spesifikasi/identitasteknis,kondisi,jumlah, nilai buku,dan/ataunilai 

perolehan; 

b. kewajiban Pengelola Baranguntuk melaporkan 

pelaksanaanpenghapusankepadaBupati. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksudpadaayat (1), 

PengelolaBarang melakukan penghapusan barang milik daerah dari 

DaftarPengelolaBarangberdasarkankeputusanpenghapusanBupati. 

(4) Keputusan  penghapusan  barang   milik   daerah   sebagaimana   dimaksud 

padaayat (3) diterbitkanoleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

persetujuan. 

 
Pasal 374 

(1) Pengelola BarangmenyampaikanlaporanpenghapusankepadaBupati 

denganmelampirkankeputusanpenghapusan. 



 

 
 

(2) Berdasarkankeputusanpenghapusan sebagaimana dimaksuddalamPasal373 

ayat(4)PengelolaBarangmenghapuskanbarangmilikdaerahdari 

DaftarBarangMilikDaerah. 

 
Pasal 375 

(1) PerubahanDaftarBarangPengelolasebagaiakibat darimelaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan harusdicantumkan dalam 

laporansemesterandanlaporantahunanpengelolabarang. 

(2) PerubahanDaftarBarangMilikDaerahsebagaiakibatdarimelaksanakanketentuan 

peraturan perundang-undangan harusdicantumkan 

dalamlaporansemesterandan laporantahunan. 

 

Pasal 376 

(1) Penghapusan barangmilikdaerah karena pemusnahan padaPengelolaBarang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat(1)huruf 

fdilakukandenganketentuan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukanolehPengelola 

Barang setelah Bupatimenerbitkan keputusanpenghapusanbarangmilik 

daerah. 

(3) Keputusanpenghapusan barang milik daerahsebagaimanadimaksud 

padaayat(2) diterbitkan olehBupatipalinglambat 1 (satu)bulansejak 

tanggalberdasarkanberitaacarapemusnahan. 

(4) PengelolaBarang menyampaikan laporanpenghapusan kepadaBupatidengan 

melampirkan keputusanpenghapusan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)danberitaacarapemusnahan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(3). 

(5) Berdasarkankeputusan penghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dariDaftar 

BarangMilikDaerah. 

 

Pasal 377 

(1) PerubahanDaftarBarangPengelolasebagai akibat dariPemusnahan harus 

dicantumkan dalam laporan semesteran danlaporan tahunanpengelolabarang. 

(2) Perubahan DaftarBarangMilik  Daerahsebagaiakibatdaripemusnahan 

barangmilik  daerahharus dicantumkandalamlaporansemesterandan 

laporantahunan. 



 

 
 

Pasal 378 

(1) Penghapusankarenasebablain sebagaimanadimaksuddalamPasal 340 

ayat(1)hurufgdilakukan  olehPengelolaBarang. 

(2) Pengelola Barangmengajukanpermohonan penghapusan barang milik 

daerahkepadaBupatiyangpalingsedikitmemuat: 

a. pertimbangan danalasanpenghapusan;dan 

b. databarangmilik daerahyangdimohonkanuntukdihapuskan,yang di 

antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor 

register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,lokasi,nilai 

buku,dan/ataunilai perolehan. 

(3) Permohonanpenghapusan barangmilikdaerah sebagaimanadimaksud 

padaayat(2)dapatdiajukankarenaalasan: 

a. Hilangkarenakecurian; 

b. terbakar,susut,menguap, mencair, kadaluwarsa,mati,untuk hewan, 

hewan/ikan/tanaman;dan/atau 

c. keadaankahar(forcemajeure). 

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena 

kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa harus dilengkapi: 

a. SuratKeterangandari Kepolisian; 

b. Surat Keterangan dari PengelolaBarang yang sekurang-kurangnya memuat: 

1) identitas PengelolaBarang; 

2) pernyataanmengenaiatas kebenaranpermohonandan barang milik 

daerahtersebuthilangkarenakecurianserta tidak dapatdiketemukan;dan 

3) pernyataan apabiladi kemudianhariditemukan bukti bahwa 

penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan 

adanyaunsurkelalaiandan/ataukesengajaandari Pejabatyang 

menggunakan/penanggungjawabbarangmilikdaerah/PengurusBarangte 

rsebut,makatidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan 

akan dikenakan sanksisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 

(5) Permohonanpenghapusan barangmilik daerahdenganalasan terbakar, susut, 

menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanamansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufbharus 

dilengkapi: 

a. IdentitasPengelolaBarang; 

b. pernyataan dariPengelolaBarangmengenaikebenaran permohonan 

yangdiajukan; 

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, 

menguap,mencair, kadaluwarsa, matiuntukhewan/ikan/tanaman; dan 



 

 
 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 

hasillaporanpemeriksaan/penelitian. 

(6) Permohonanpenghapusan barangmilikdaerah denganalasan keadaan 

kahar(forcemajeure)sebagaimanadimaksudpadaayat(3)huruf charus dilengkapi: 

a. Suratketerangandariinstansiyangberwenang: 

1) Mengenaiterjadinyakeadaankahar(forcemajeure);atau 

2) Mengenaikondisibarang terkinikarena keadaan kahar (force 

majeure);dan 

b. Pernyataan bahwabarangmilik daerah telahterkenakeadaankahar 

(forcemajeure). 

(7) Bupatimelakukanpenelitianterhadappermohonanpenghapusanbarang 

milikdaerahdariPengelolaBarangsebagaimanadimaksudpadaayat(3). 

(8) Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(7)meliputi: 

a. penelitian kelayakanpertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; 

b. penelitiandata 

administrativesedikitnyaterhadaptahunperolehan,spesifikasi/identitas 

barang milik daerah,penetapanstatus penggunaan, bukti kepemilikanuntuk 

barang milik daerah yang harus dilengkapidenganbukti kepemilikan,nilai 

buku, dan/atau nilai perolehan;dan 

c. penelitian fisikuntuk permohonan penghapusan karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan huruf c jika diperlukan. 

 
Pasal 379 

(1) Apabilapermohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

378ayat(3)tidakdisetujui,BupatimemberitahukankepadaPengelola Barang 

disertaidenganalasan. 

(2) Apabilapermohonan penghapusan sebagaimanadimaksud dalamPasal 378 

ayat(3)disetujui,Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusanbarang 

milik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)memuatdatabarang milik daerahyang disetujui 

untukdihapuskan,yangpalingsedikit meliputi: 

a. kode barang; 

b. kode register; 

c. namabarang; 

d. tahunperolehan; 

e. spesifikasi/Identitasteknis; 

f. kondisibarang; 



 

 
 

g. jumlah; 

h. nilai perolehan; 

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan;dan 

j. kewajibanPengelola Baranguntuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusankepadaBupati. 

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimanadimaksudpada ayat (2), Bupati 

menetapkankeputusan penghapusan palinglama 1 (satu) bulan 

sejaktanggalpersetujuan. 

(5) Pengelola Barangmelakukan penghapusan barang milikdaerah dari Daftar 

Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan 

sebagaimanadimaksudpadaayat(4). 

 
Pasal 380 

(1) PengelolaBarang menyampaikan laporan penghapusankepada Bupati 

denganmelampirkan keputusanpenghapusanbarangmilik daerah. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal379 

ayat(4),PengelolaBarangmenghapuskanbarangmilikdaerah dari 

DaftarBarangMilikDaerah. 

(3) Perubahan DaftarBarangMilik Daerah sebagaiakibat dari sebab lain 

harusdicantumkandalamlaporansemesteran danlaporantahunan. 

 

BAB XIII 

PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 381 

(1) PengelolaBarangmelakukanpendaftarandanpencatatanBarangMilikDaerahyang 

berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 

BarangPengelolamenurutpenggolongandankodefikasibarang. 

(2) Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang melakukan 

pendaftarandanpencatatan BarangMilik  Daerahyang  status 

penggunaannyaberada padaPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke 

dalamDaftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna 

menurutpenggolongan dankodefikasibarang. 

 
Pasal 382 



 

 
 

(1) PengelolaBarangmenghimpundaftarbarangPengguna/daftarbarangKuasa 

PenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal381 ayat (2). 

(2) PengelolaBarangmenyusundaftarBarangMilikDaerahberdasarkanhimpunandaft 

arbarangPengguna/daftarbarang 

KuasaPenggunasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dandaftarbarangPengelolame 

nurutpenggolongandan kodefikasi barang. 

(3) Dalam daftar BarangMilik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat(2) 

termasukBarangMilikDaerahyangdimanfaatkanolehPihakLain. 

 
Bagian Kedua 

Inventarisasi 

Pasal 383 

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit1 

(satu)kalidalam5(lima)tahun. 

(2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 

dilakukanolehPenggunaBarangsetiaptahun 

(3) Pengguna BarangmenyampaikanlaporanhasilInventarisasisebagaimana 

dimaksudpadaayat(1) danayat(2)kepadaPengelolaBarangpalinglama 

3(tiga)bulansetelahselesainyaInventarisasi. 

 
Pasal 384 

PengelolaBarang melakukan inventarisasibarangmilik daerah berupa tanah 

dan/ataubangunanyangberadadalampenguasaannya palingsedikit1 (satu) kali 

dalam5(lima)tahun. 

 
Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Pasal 385 

(1) KuasaPengguna Barangharus menyusun laporanbarang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 

untukdisampaikankepadaPenggunaBarang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran 

danTahunan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) sebagai 

bahanpenyusunanlaporanbarangPenggunasemesterandantahunan. 

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagaibahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk 

disampaikankepadaPengelolabarang. 



 

 
 

Pasal 386 

(1) PengelolaBarangharusmenyusunlaporanbarang Pengelolasemesteran 

danlaporanbarangPengelolatahunan. 

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna  semesteran 

dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 385 

ayat(2)sertalaporanbarang Pengelola 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaibahanpenyusunanlaporan barang 

milik daerah. 

(3) Laporanbarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakansebagaibahanuntukmenyusunneraca pemerintahdaerah. 

 

BAB XIV 

SISTEMINFORMASIMANAJEMENASETDAERAH 

Pasal 387 

(1) Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah merupakan sistem dalam 

pengelolaanBarangMilikDaerahmeliputi danpenganggaran,pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaan,pengawasandanpengendalian. 

(2) SistemInformasi Manajemen Aset Daerah sebagaimanadimaksudpada 

ayat(1)dilaksanakansecaraterpadudanterintegrasisecaraonline. 

(3) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur 

yangditetapkanolehBupati 

 

BAB XV 

PEMBINAAN,PENGENDALIAN,DANPENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 388 

Bupatimelakukanpembinaanpengelolaanbarangmilik 

daerahdanmenetapkankebijakanpengelolaanbarangmilik daerah. 

 
Bagian Kedua 

Pengendalian dan Pengawasan 



 

 
 

Pasal 389 

Pegawasandanpengendalianpengelolaanbarangmilik daerahdilakukanoleh: 

a. PenggunaBarangmelaluipemantauandanpenertiban;dan/atau 
 

b. PengelolaBarangmelaluipemantauandaninvestigasi. 

 
 

Pasal 390 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan 

penertibanterhadappenggunaan, 

pemanfaatan,pemindahtanganan,penatausahaan,pemeliharaan,dan 

pengamanan barang milikdaerahyang berada didalampenguasaannya. 

(2) Pelaksanaanpemantauandan penertiban sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh KuasaPenggunaBarang. 

(3) PenggunaBarangdanKuasaPenggunaBarang 

dapatmemintaaparatpengawasaninternpemerintahuntukmelakukanaudittindak 

lanjuthasil pemantauan danpenertiban sebagaimanadimaksud 

padaayat(1)danayat(2). 

(4) Pengguna BarangdanKuasaPengguna Barangmenindaklanjutihasilaudit 

sebagaimanadimaksud pada ayat(3)sesuai denganketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

 

Pasal 391 

(1) Pengelola  Barangmelakukan  pemantauandan 

investigasiataspelaksanaanpenggunaan, 

pemanfaatan,danpemindahtangananbarangmilik 

daerah,dalamrangkapenertibanpenggunaan,pemanfaatan,dan 

pemindahtanganan barang milik daerah sesuaidengan ketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

(2) Pemantauandaninvestigasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatditindaklanj 

uti oleh Pengelola Barang dengan 

memintaaparatpengawasaninternpemerintahuntukmelakukanauditataspelaksa 

naanPenggunaan,pemanfaatan,dan pemindahtangananbarangmilik daerah. 

(3) Hasilaudit sebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikankepadaPengelola 

Barang untuk ditindaklanjuti sesuai denganketentuanperaturanperundang- 

undangan. 



 

 
 

BABXVI 

PENGELOLAANBARANG MILIKDAERAHPADA PERANGKAT DAERAH 

YANGMENGGUNAKAN POLA PENGELOLAANKEUANGAN 

BADAN LAYANANUMUM DAERAH 

 

Pasal 392 

(1) Barangmilik daerahyangdigunakanolehBadanLayananUmumDaerah 

merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk 

menyelenggarakankegiatanBadanLayananUmum Daerahyang bersangkutan. 

(2) Pengelolaanbarang milik daerah sebagaimanadimaksudpada ayat (1) 

mempedomaniketentuan peraturan ini, kecualiterhadap barang yang dikelola 

dan/atau dimanfaatkansepenuhnyauntuk menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan  Layanan  Umum 

Daerah mempedomani ketentuan mengenai Badan LayananUmumDaerah. 

 

BABXVII 

BARANG MILIKDAERAHBERUPARUMAHNEGARA 
 

BagianKesatu 

PrinsipUmum 

 
Pasal 393 

Rumah negara merupakan barang milikdaerah yang diperuntukkan sebagai 

tempattinggalatauhuniandan saranapembinaansertamenunjangpelaksanaan 

tugaspejabatdan/ataupegawainegerisipilpemerintahdaerah. 

 
Pasal 394 

(1) Bupatimenetapkanstatuspenggunaangolonganrumahnegara. 
 

(2) Rumah negarasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibagi ke dalam 3 

(tiga)golongan,yaitu: 

a. RumahnegaragolonganI; 
 

b. RumahnegaragolonganII;dan 
 

c. RumahnegaragolonganIII. 
 

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkanpadapemohonan penetapanstatuspenggunaanyangdiajukan 

olehPenggunaBarang. 



 

 
 

Pasal 395 

(1) Rumahnegara golonganI sebagaimana dimaksud dalamPasal394ayat (2) 

hurufa, adalah rumah negara dipergunakan bagipemegangjabatan tertentudan 

karenasifat jabatannya harus bertempattinggal di rumah tersebut serta hak 

penghuniannya terbatas selama pejabat yang 

bersangkutanmasihmemegangjabatantertentutersebut. 

(2) RumahnegaragolonganII sebagaimanadimaksuddalampasal394 ayat(2)hurufb, 

adalahrumahnegarayangmempunyaihubunganyangtidakdapatdipisahkandari 

suatuPerangkat Daerah danhanyadisediakanuntukdidiami 

olehpegawainegerisipil pemerintahdaerah. 

(3) Termasuk dalam rumah negaragolonganII adalah rumah negarayang 

beradadalamsatukawasandenganPerangkat Daerah atauUnitKerja,rumahsusun 

danmess/asramapemerintahdaerah. 

(4) RumahnegaragolonganIII sebagaimanadimaksuddalamPasal394 ayat (2) 

hurufc, adalah rumah negarayang tidak termasuk golonganI dan 

(5) GolonganIIyangdapatdijualkepadapenghuninya. 

 

Pasal396 

(1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai 

tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah 

daerahyangbersangkutanyangmemilikiSuratIzinPenghunian(SIP). 

(2) PenggunaBarangwajibmengoptimalkanpenggunaanbarangmilik daerah berupa 

rumah negara GolonganI dan rumah negara golonganIIdalam 

menunjangpelaksanaantugasdan fungsi. 

(3) PenggunaBarangrumahnegaragolonganIdanrumahnegaragolonganII 

wajibmenyerahkanbarangmilik daerahberuparumahnegarayang tidak 

digunakankepadaBupati. 

 
Pasal 397 

(1) SuratIjinPenghunian(SIP)sebagaimanadimaksuddalamPasal395 

ayat(1)untukrumahnegaragolonganIditandatanganiPengelolabarang. 

(2) SuratljinPenghunian(SIP)sebagaimanadimaksuddalamPasal 395 ayat (1) untuk 

rumah negara golonganII dan golonganIII ditandatangani PenggunaBarang. 

 
Pasal398 

(1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah 

daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumahnegara. 



 

 
 

(2) Pengecualianterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diberikanapabila suami dan istri tersebutbertugasdan 

bertempattinggaldidaerahyang berlainan. 

 
BagianKedua 

Penggunaan 

Pasal399 

(1) Barangmilik daerahberuparumahnegaradapatdilakukanalih status 

penggunaan. 

(2) Alihstatuspenggunaan: 

a. antar PenggunaBaranguntuk rumah 

NegaragolonganIdanrumahNegaragolonganII; 

b. dari Pengguna Barangkepada Pengguna Barangrumah negaragolongan III, 

untuk rumah negara golonganIIyangakan 

dialihkanstatusnyamenjadirumahnegaragolonganIII;atau 

c. dari PenggunaBarang rumah negara golonganIII kepadaPengguna Barang, 

untuk rumahNegaragolongan IIIyangtelah dikembalikan 

statusgolongannyamenjadirumahnegaragolonganII. 

(3) Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(2)dilakukansetelahterlebihdahulumendapatkanpersetujuandari Bupati. 

(4) Alih status penggunaansebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, hanya 

dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah 

Negaratelahberusiapalingsingkat 10(sepuluh)tahunsejakdimilikioleh 

pemerintahdaerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinyasebagai 

rumahnegara. 

(5) Usulanalih status penggunaansebagaimanadimaksudpada ayat 

(2)hurufb,harusdisertaisekuang-kurangnyadengan: 

a. Persetujuantertulis dari Bupatimengenai pengalihan status golongan 

rumah negara dari rumah negara II menjadi golongan rumah negara 

golongan II; 

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan pengguna dari golongan 

rumah negara II menjadi barang rumah negara golongan III; 

c. SalinankeputusanpenetapanstatusrumahnegaragolonganII; 

d. SalinanSuratIzinPenghunian(SIP)rumahnegaragolonganII;dan 

e. Gambarledger/gambararsipberuparumahdangambarsituasi. 

(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan 

datadandokumenyangditerbitkandalamrangkapengajuan 

usulanpengalihanstatuspenggunaan. 



 

 
 

(7) Proses pengajuan dan pemberianpersetujuan alih status penggunaan 

mengikutiketentuan mengenaialih statuspenggunaan sebagaimana 

dimaksuddalamPasal41sampai dengan Pasal47. 

 
Pasal 400 

(1) Dalamhal diperlukanBupatidapatmelakukanalih fungsi barangmilik daerah 

berupa rumah negaragolonganIdanrumah negaragolongan II, 

menjadibangunankantor. 

(2) Alih fungsi barang milikdaerah berupa rumah negara golonganI dan rumah 

negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanolehBupati. 

 
BagianKetiga 

TataCaraPengalihanHakRumahNegara 

Pasal 401 

(1) Pemindahtanganan dalambentukpenjualan rumahnegarahanyadapat 

dilakukanterhadapbarangmilik daerahberuparumahnegaragolongan III. 

(2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)dilakukankepadapenghuniyang sah. 

(3) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1) dilakukandenganmekanismetidaksecaralelang. 

(4) Penjualanbarang milik daerahberupa rumah 

negarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hanyadapatdilakukanterhadaprumah 

Negarayangtidakdalamkeadaansengketa. 

 
Pasal 402 

(1) Penjualanrumah negara golonganIII dilakukan olehPengelolaBarang 

setelahterlebihdahulumendapatkanpersetujuandari Bupati. 

(2) Penjualanbarang milik daerah berupa rumah negara golonganIII 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandalambentukpengalihanhakrumah 

NegaragolonganIII. 

(3) Dalamhalusulanpenjualanbarang milikdaerah berupa rumahnegara  golongan 

III disetujui, maka Bupati menerbitkan suratpersetujuan 

penjualanbarangmilikdaerahberuparumahNegaragolonganIII. 

(4) Dalamhal usulan penjualanbarangmilikdaerahberuparumahNegaragolonganIII 

tidakdisetujui, makaBupati 

menerbitkansuratpenolakanusulanpenjualanbarangmilikdaerahberuparumahN 

egaragolonganIII disertaialasannya. 

Pasal403 



 

 
 

Pengajuanusul penjualanbarang milikdaerah berupa rumahnegaragolongan III 

dilakukan olehPenggunaBarangrumahnegaragolongan III kepada Bupati,yang 

sekurang-kurangnyadisertaidengan data dandokumen: 

a. Suratpernyataandari PenggunaBarangrumahnegaragolonganIII 

yangmenyatakanbahwarumahnegarayang diusulkanuntukdijual 

tidakdalamkeadaansengketa; 

b. KeputusanpenetapanstatusrumahnegaragolonganIII; 

c. Persetujuanpengalihandanpenetapan status penggunaanbarangmilik daerah; 

d. SuratljinPenghunian(SIP)rumahnegaragolonganIII; 

e. gambar/ledger,lokasi, tahun 

perolehan,luastanah,danbangunanrumahnegaragolonganIII;dan 

f. suratpernyataankelayakanpengalihanhakrumahNegaragolonganIIIdariPengguna 

BarangrumahNegaragolonganIII. 

g. PenggunaBarangrumah negara golonganIII bertanggungjawabpenuh atas 

kebenaran dan keabsahan data dan 

dokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1). 

 
Pasal 404 

(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara 

golonganIIIyang telah berumur 10(sepuluh)tahunataulebih dan tidak 

dalamkeadaansengketa. 

(2) umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), 

diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status 

olehBupati. 

(3) Rumahnegarasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat(2) hanya dapat 

dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni 

melaluiPenggunaBarang/KuasaPengguna Barang. 

(4) Penghuni rumah negara golonganIII dapat mengajukan permohonan 

pengalihan apabilayangbersangkutan telahmempunyai masakerja 10 

(sepuluh)tahunataulebihsebagaipegawainegerisipil pemerintahdaerah 

yangbersangkutan. 

(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin  Penghunian 

(SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 

kepadasalahsatudarisuamidanistriyangbersangkutandan belumpernah 

membeliataumemperolehfasilitasrumahdan/atautanah  dari 

pemerintahberdasarkanketentuanperundang-undangan. 



 

 
 

(6) Pegawainegeri sipil pemerintah daerah yang telah memperolehrumah dan/atau 

tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan 

permohonanpengalihanhakatasrumahnegaragolonganIII. 

(7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya 

ditetapkanolehBupati. 

 
Pasal 405 

(1) Penghuni rumah NegaragolonganIIIyangdapatmengajukanpermohonan 

pengalihanhakkepadaPenggunaBarangharus memenuhisyarat-syarat 

sebagaiberikut: 

a. Pegawainegeri sipil  pemerintahdaerahyangbersangkutan: 

1) Mempunyaimasa kerja sekurang-kurangnya10(sepuluh)Tahun; 

2) MemilikiSuratIzinPenghunian(SIP)yangsah; dan 

3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau 

tanahdari pemerintah berdasarkan peraturan perundang- 

undanganyangberlaku 

b. Pensiunanpegawai negeri sipil pemerintahdaerah yang bersangkutan: 

1) Menerimapensiundari Negara; 

2) MemilikiSuratIzinPenghunian(SIP)yangsah;dan 

3) Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau 

tanahdari pemerintah, berdasarkanperaturan perundang- 

undanganyangberlaku. 

c. Janda/dudapegawai negeri sipil pemerintahdaerah yangbersangkutan: 

1) Masihberhakmenerima tunjanganpensiundari Negara,yang: 

a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya 

mempunyaimasakerja10(sepuluh)tahun;atau 

b) masakerjaalmarhumsuaminya/isterinyaditambahdengan 

jangkawaktusejakyangbesangkutan menjadijanda/duda 

berjumlahsekurang-kurangnya10(sepuluh)tahun; 

2) Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 

3) Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan /atau 

tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

d. Janda/dudapahlawan,yangsuaminya/isterinyadinyatakansebagai 

pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undanganyangberlaku: 

1) MasihberhakmenerimatunjanganpensiundariNegara; 

2) MemilikiSuratIzinPenghunian(SIP)yang sah;dan 

3) Belum pemah membeli   atau memperoleh fasilitas rumahdan/atau 

tanah dari pemerintah berdasarkan peraturanperundang-undangan. 



 

 
 

e. Pejabatnegara,janda/dudapejabatnegara: 

1) Masihberhakmenerimatunjanganpensiundari Negara; 

2) MemilikiSuratIzinPenghunian(SIP)yangsah;dan 

3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah  dan/atau 

tanah dari pemerintahberdasarkan peraturan perundang- 

undanganyangberlaku. 

(2) ApabilapenghunirumahnegaragolonganIIIsebagaimanadimaksudpada ayat (1) 

meninggaldunia, makapengajuan permohonanpengalihan hak 

atasrumahnegaradimaksuddapatdiajukanolehanaksah dari penghuni yang 

bersangkutan. 

(3) Apabila pegawai negeri  suatu pemerintah daerah yang 

bersangkutan/penghuniyang bersangkutan sebagaimanadimaksudpada 

ayat(2)meninggaldantidakmempunyaianaksah,makarumahnegara 

kembalikepemerintahdaerah. 

(4) Ataspermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1) PenggunaBarang 

mengajukanusulanpenjualanrumahnegaragolonganIIIKepadaBupati. 

(5) Bupatimelakukanpenelitiandan pengkajiansebagaibahanpertimbangan 

persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah 

NegaragolonganIIIsebagaimanadimaksudpadaayat(4). 

 
Pasal 406 

(1) BupatimelaluiPengelolaBarang menugaskan Penilaiuntukmelakukan 

penilaianatas rumah negaragolonganIIIyangakandialihkandan hasil 

penilaiandilaporkankepadaBupati. 

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 404 ayat(5),BupatidapatmembentukTim. 

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 

disampaikan kepada Bupati sebagaibahan pertimbangan persetujuan 

penjualanrumahnegaragolonganIII. 

(4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara 

golonganIIIberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadaayat 

(1)danayat(3). 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 

menerbitkansuratpersetujuandanpenetapandengan menerbitkansurat 

keputusan. 

(6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III 

dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati 

denganmelampirkansalinan keputusan pengalihanhakrumah 



 

 
 

NegaradanpenetapanhargarumahnegaragolonganIIIsetelahpenerbitan 

keputusansebagaimanadimaksudpadaayat(5). 

(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 404 ayat(1)Bupatimemberitahukan kepada 

PenggunaBarang rumah negara golonganIII disertaialasannya 

untukdisampaikankepadapenggunirumahnegaragolonganIII. 

 
Pasal 407 

(1) Berdasarkanpersetujuansebagaimanadimaksud dalam Pasal403ayat (5) 

Bupatimenetapkanhargarumahbesertatanahnyaberdasarkanhasil penilaian. 

(2) Hargarumah negara golonganIII 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkansebesar50%(limapuluhpersen)dari 

nilaiwajar. 

 
Pasal 408 

(1) PengalihanrumahnegaragolonganIIIdilakukandengancarasewa   beli. 

(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III. 

(3) Pembayaranhargarumah negaragolonganIII dapatdilaksanakansecara 

angsurandandisetorkeKasUmumDaerah. 

(4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapatdilakukan 

secaratunai. 

(5) Pembayaranangsuranpertamaditetapkanpalingsedikit 50% (limapuluh 

persen)dari harga rumah negara GolonganIII dandibayarpenuhpada 

saatperjanjiansewabeli ditandatangani, sedangsisanyadiangsurdalam jangka 

waktupalingsingkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 
Pasal409 

(1) Penghuniyangtelah membayarlunashargarumah 

negaragolonganIIIbesertatanahnya,memperoleh: 

a. Penyerahanhakmilikrumah;dan 

b. Pelepasan hakatastanah. 

(2) Penghuniyangtelah memperolehpenyerahan hak milikdanpelepasan 

hakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat(1),wajibmengajukan 

permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undanganyang berlaku. 



 

 
 

(3) Pelepasanhak atas tanah dan/atau penyerahanhakmilikrumah serta 

penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan 

keputusanBupati. 

(4) Bupatimenyerahkansuratkeputusanpenyerahanhakmilik rumahdan 

pelepasanhakatastanahkepadapenghuniyang telahmembayarlunas harga 

rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa bell 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 407 ayat(2) 

(5) Penghuniyangtelahmemperolehsurat keputusanpenyerahanhakmilik 

rumahdanpelepasanhakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat 

(4)wajibmengajukanpermohonanhakuntuk  memperolehsertifikathak 

atastanahkepada KantorPertanahansetempatsesuaidenganketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

(6) Surat keputusan penyerahanhakmilikrumah danpelepasanhakatas tanah 

untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang MilikDaerah. 

 
BagianKeempat 

TataCaraPenghapusanRumahNegara 

Pasal 410 

(1) Penghapusan barang milikdaerah berupa rumah negara dilakukan 

berdasarkankeputusanpenghapusanyangditerbitkan oleh: 

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dariDaftar 

BarangPengguna/KuasaPenggunaBarang;dan 

b.  Bupatiuntuk penghapusan dari DaftarBarangMilik 

DaerahPengelolaBarang. 

(2) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. Penghapusanbarangmilikdaerah berupa rumah negaragolonganI dan 

rumah negaragolonganII dariDaftarBarangPengguna/Kuasa 

Penggunakepada Bupati atau PenggunaBarang/ Kuasa Pengguna 

Baranglainnya; 

b. Penghapusanbarangmilik daerahberuparumahnegaragolonganIII dari 

daftarbarang Pengguna/Kuasa PenggunakepadaBupati atau Pengguna 

Barang/KuasaPengguna Barang lain rumah negara golonganIII;atau 

c. penghapusan 

barangmilikdaerahberuparumahnegaradariDaftarBarangMilikDaerah. 

(3) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negarasebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)hurufadilakukansebagaitindaklanjutdari: 

a. PenyerahankepadaBupati; 



 

 
 

b. AlihstatuspenggunaankepadaPenggunaBaranglain; 

c. alih statuspenggunaanmenjadibangunankantor;atau 

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

penyebabpenghapusan,antara lain terkenabencanaalam 

atauterkenadampakdariterjadinyaforcemajeure. 

(4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negarasebagaimana 

dimaksudpadaayat(2)hurufbdilakukansebagaitindaklanjutdari: 

a. PenyerahankepadaBupati; 

b. AlihstatuspenggunaankepadaPenggunaBarang/KuasaPenggunaBaranglain; 

c. PenjualanrumahnegaragolonganIII; 

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

penyebabpenghapusan, antara lain terkena bencanaalam 

atauterkenadampakdari terjadinya force majure. 

(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud 

padaayat(2)hurufcdilakukansebagaitindaklanjutdari : 

a. PenjualanrumahnegaragolonganIII;atau 

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadipenyebab penghapusan,antara lainterkenabencanaalam, 

atauterkenadampakdari terjadinyaforce majure. 

 
Pasal 411 

PenghapusanbarangmilikdaerahberuparumahNegarasebagaimanadimaksuddalamP 

asal 409 ayat(6)dilakukansetelahkeputusanpenghapusanditerbitkanoleh: 

a. PengelolaBaranguntukbarangmilik daerahberuparumahnegaragolonganI dan 

rumah negara golongan II,untuk 

penghapusandaridaftarbarangPengguna/KuasaPengguna; 

b. PengelolaBarangrumah negara golongan III,untuk 

penghapusandariDaftarBarang 

Pengguna/KuasaPenggunarumahnegaragolonganIII; atau 

c. Bupati untukpenghapusandaridaftarbarangPengelolaBarang. 

 
 

Pasal 412 

(1) Pengelola Barang 

menyampaikanlaporanpelaksanaanpenghapusankepadaBupatidenganmelampi 

rkankeputusanpenghapusandari daftar 

barangPengguna/KuasaPenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal 410 

hurufadanhurufb. 



 

 
 

(2) Pengelola Barangmenyampaikan laporanpelaksanaanpenghapusankarena 

penjualan rumah negara golonganIII kepadaBupatidenganmelampirkan: 

a. Keputusanpenghapusan dari daftar 

barangPengguna/KuasaPenggunarumahnegaragolonganIII; 

b. Keputusanpenyerahanhak milik rumah dan pelepasan hakatastanah 

rumahnegaragolonganIII;dan 

c. Perjanjiansewabeli. 

 

Pasal 413 

Nilaibarangmilik daerahberuparumahnegarayangdihapuskan sebesarnilai 

yangtercantumdalam: 

a. DaftarBarangPengelola/daftarbarang 

Pengguna/DaftarBarangKuasaPengguna;atau 

b. DaftarBarangMilikDaerah. 

 

BagianKelima 

TataCaraPenatausahaanRumahNegara 

 
Pasal 414 

(1) Penatausahaanbarang milik daerahberupa rumah 

negarameliputikegiatanpembukuan,inventarisasi,danpelaporan. 

(2) Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang dan PengelolaBarang 

melakukanpenatausahaan barangmilik daerahberuparumahnegara. 

(3) Penatausahaansebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)merupakanpelengkapdaripenatausahaanbarang milik daerahantaralain: 

a. Alihstatuspenggunaan; 

b. Alihstatusgolongan; 

c. Alihfungsi; 

d. PenjualanrumahnegaragolonganIII;dan 

e. Penghapusan. 

 

Pasal415 

(1) Inventarisasidalamrangkapenatausahaan barang milikdaerahberuparumah 

negara dilakukan sekurang-kurangnyasekali dalam5 (lima) tahun. 



 

 
 

(2) PelaksanaanInventarisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanuntuk 

mengumpulkan data administrasidan fisik barangmilik 

daerahberuparumahnegarasekurang-kurangnyameliputi: 

a. Buktikepemilikantanahdanbangunan; 

b. Statuspenggunaan; 

c. Statuspenghunian; 

d. nilai danluastanahdanbangunan; 

e. alamat,lokasi,dan tipe bangunan;dan 

f. kondisibangunan 
 

(3) Hasilinventarisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaporkanolehPengelola 

Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang kepadaBupati. 

 
Pasal 416 

(1) Pelaporandalam rangka penatausahaan barang 

milikdaerahberuparumahnegara dilaksanakansetiapsemesterandan tahunan. 

(2) Pengguna Barangmenyusun laporan semesteran dan 

tahunanatasbarangmilikdaerahberuparumahnegara 

sebagaibagiandaripelaporanbarangmilikdaerah. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukanterhadap kegiatan 

pembukuan dan inventarisasibarang milikdaerahberupa rumahnegara 

 

BagianKeenam 

PengawasandanPengendalianRumahNegara 

Pasal 417 

PenggunaBarangmelakukanpengawasandanpengendalianbarangmilikdaerah 

beruparumahnegara yangberadadalampenguasaannya. 

 

BABXVIII 

GANTIRUGIDANSANKSI 

Pasal418 

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas 

pengelolaanbarangmilikdaerah diselesaikanmelaluituntutan ganti rugi 

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Setiappihakyangmeingakibatkankerugiandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) 

dapatdikenakansanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 



 

 
 

BABXIX 

KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal 419 

(1) Pejabatatau pegawaiyangmelaksanakanpengelolaanBarangMilikDaerah 

yangmenghasilkanpenerimaanDaerahdapatdiberikaninsentif. 

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam 

melaksanakantugasrutinnyadapatdiberikan tunjanganyangbesarannya 

disesuaikandengankemampuankeuangandaerah. 

(3) Pemberianinsentifdan/atautunjangankepadapejabatatau pegawaiyang 

melaksanakan pengelolaanBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

padaayat(1) danayat(2) diaturdenganPeraturanBupatisesuaidengan 

ketentuanperaturanperundang-undangan. 

 

Pasal 420 

(1) Ketentuanlebih 

lanjutmengenaiPenilaiPemerintahDaerahdiaturdenganPeraturanBupati. 

(2) Ketentuanmengenai pengelolaan aset desa diatur tersendiri dengan 

PeraturanBupatitentangPengelolaanAsetDesa. 

 

BABXX 

KETENTUANPERALIHAN 

 
Pasal 421 

(1) Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

PeraturanBupatiiniditetapkanpalinglambat1 (satu)tahunsejakPeraturan 

Bupatiinidiundangkan, 

(2) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah ada masih tetap 

berlaku sepanjang belumditetapkannya Peraturan Bupatitentang 

Penggolongandan Kodefikasi. 

(3) Pembukuan,inventarisasidan pelaporanbarangmilik daerahyangtelah 

adamasihtetapberlakusepanjangbelum ditetapkannyaPeraturanBupati 

tentangPembukuan,Inventarisasi,dan Pelaporan. 

 
 
 
 
 

Ketentuanmengenai: 

BABXXI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 422 



 

 
 

a. Strukturpejabatpengelolabarangmilik daerah; 

b. Formatperencanaan kebutuhanbarangmilikdaerah; 

c. Formatpenggunaanbarangmilik daerah; 

d. Formatlaporanhasil   penelitianpemeliharaanbarangmilikdaerah; 

e. Formatpenghapusanbarangmilik daerah;dan 

f. Formatsuratpersetujuansebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkandariPeraturanBupatiini. 

 
Pasal 423 

PadasaatPeraturanBupatiini mulaiberlaku: 

Peraturan BupatiNomor 007 Tahun 2016tentangPengelolaan Barang Milik Daerah 

Kabupaten Brebes, dicabutdandinyatakantidakberlaku. 

 
Pasal 424 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. 

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan 

BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenBrebes. 

 
Ditetapkan di Brebes 

pada  tanggal 

BUPATI BREBES, 
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